WALIKOTA BURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk penyederhaaan birokrasi guna mewujudkan
tata kelola pemerintahan vang efektif dan efisien dan untul
melaksanakan Pasal 3 ayat (1} Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentubkan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daecrah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dacrah Istimewa Yogyvakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebapaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja [Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan . . .
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588T),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4.  Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021
Nomor 8, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Surakarta
Nomor 119),

5, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

6, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaen Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah  Untuk
Penvederhanaan Birokrasi (Berita Nepara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).

MEMUTUSKAN:
Menectapkan ;| PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS DAERAH.,

BABI...




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Surakarta,

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daersh yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Surakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan DPRD dalam  penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota
Surakarta.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu,

Koordinator adalah Pejabat Fungsional minimal jenjang
muda yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama dalam  menyusun
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya
dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional minimal
jenjang pertama dan ditunjuk oleh Kepala Peranghat
Daerah yang diberikan tugas membantu Kepala
Bagian/ Sckretaris/ Kepala Bidang/ Koordinator
untuk pelaksansan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran . . .
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kelancaran pelaksanaan program / kegiatan / sub
kegiatan sesuat hngkup tugas dan fungsinyva.

Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disinglat
UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan /atou kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas.

Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya
disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah serta bidang kepegawaian;

Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya
disingkat UOBF adalah Pusat Kesechatan Masyarakat
yang memberikan layanan secara profesional;

Tujuan Pembangunan Daerah adalah sesuatu vang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
tertentu yang termuat dalam rencana pembangunan
daerah baik untuk periode satu tahun, lima tahun dan
duapuluh tahun.

Sasaran Pembangunan Daerah adalah rumusan
kondisi vang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah
vang diperoleh dari pencapaian outcome program
Perangkat Daerah

BAB Il
DINAS DAERAH

Pasal 2

Dinas Daerah terdiri dart:

L 0o

g

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta
Pertanahan;

Dinas Sosial;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Pemadam Kebakaran:

h. Dinas . . .
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan
Perindustrian

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perdagangan; dan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB 111
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3
Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan
bidang pendidkan yang menjadi kewenangan Daerah
yvang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan.
Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua . .
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Busunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
Kepala Dinas;
Sekretariatl, terdiri dari Subbagian Administrasi dan

.
b.

Umum;
Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar, terdiri dari;

L

Seksi Manajemen dan Peninpgkatan Mutu Sekolah

Dasar;
Seksl Pendidile dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Drasar,

Bidang Pendidikan Dasar Sckolah Menengah Pertama,
terdiri dari:

1.

Sekst Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah
Menengah Pertama;
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non-formal, terdiri dari:

1.

Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-

formal;
Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Analk

Usia Dini dan Pendidikan Non-forma;

Bidang Pengembangan Pendidikan, terdiri dari:

L.

Seksi Pengembangan Kurikulum dan
Pengendalian Perizinan;

2. Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.
UPT; dan

kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Dinas Pendidikan memiliki tugas melaksanakan

urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam  menvelenggarakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai

fungsi:

a. perumusan  kebijakan  terkait manajemen
pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga
kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan
sastra;

b. penyelenggaraan wurusan pemerintahan dan
pelayanan umum terkait manajemen pendidikan,
kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan,
perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan
tenaga kependidikan, periginan pendidikan,
bahasa dan sastra;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan
tenaga kependidikan, perizinan pendidikan,
bahasa dan sastra;

e. pelaksanaan  kesekretariatan  dinas terkait
porencanaan dan penganggaran, edministrasi dan
umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat . . .

¢
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Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6
Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 guna
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah,

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

Pasal 6, Kepala Dinas memiliki fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan sekolah
dasar, pengelolaan sekolah menengah pertama,
pengeloaan Pendidikan Anak Usia Dind (PAUD) dan
Pendidikan Non-formal, dan pengembangan
pendidikan;

b. penyvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait pengelolaan sekolah dasar, pengelolaan
sekolah menengah pertama, pengeloaan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-formal,
dan pengembangan pendidikan;

c, pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan
sckolah dasar, pengelolaan sekolah menengah
pertama, pengeloaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD} dan  Pendidikan  Non-formal, dan
pengembangan pendidikan;

d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait
pengelolaan sckolah  dasar, pengelolaan  sckolah
menengah pertama, pengeloaan Pendidikan Anak Usia
Dini  (PAUD) dan Pendidikan Non-formal, dan
pengembangan pendidikan;

e, pelaksanaan kesckretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

{. pelaksanaan . . .
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragrafl 2
Sckretariat

Pasal 8

Sckretariat Dinas dipimpin oleh seorang Seckretaris
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas,

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai  tugas melaksanakan — pengelolaan
perencanaan, penganggaran, manajemen  resiko,
monitoring, cvaluasi dan pelaporan, kepegawaian,
keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan
tata laksana pelayvanan publik, kehumasan dan
kerjasama pada dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam
Pasal B ayat (2], Sekretaris mempunyai fungsi:

penyelengparaan perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja dinas;

penvelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penvelengearann administrasi umum dinas;
penyelengearann administrasi barang milik deerah
pada dinas;

penyvelenggarnan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;
penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup
dinas:

penvelengearaan  layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

penvelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
lingkup dinas;

i. penyelenggaraan . . ,
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penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata
laksana pelayanan publik serta  pengelolaan
kepegawnian lingkup dinas;

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penclitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesual tugas dan [ungsinya.

Pasal 10

Sekretaniat, terdiri dari;
a. Subbagian Administrasi dan Umum,; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada syat (1) huruf b terdiri dari:
a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
b. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi;

dan
¢, Jabatan Fungsional Lainnya.
Setiap Subbagian schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
Kepala Subbagian dan Sub Koordinator berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris.

Pasal 11
Kepala  Subbagian  Administrasi dan Umum
mempunyai  tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat,
pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana
dinas, pengelolaan  pelayanan umum  dinas,

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,
pengelolaan administrasi keuangan dinas.

(2) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan
Umum mempunyai uraian tugas:

=1

menyusun dan mengelola jasa surat menyurat;
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN;

melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan dinas;

menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
MenyUusin laporan keuangan bulanan/
triwulanan/semesteran dan akhir tahun dinas;
melaksanakan  pengelolaan  dan  tanggapan
pemeriksaan;

menyusun pelaporan dan  analisis  prognosis
realisasi anggaran,

menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor, penyvediaan
peralatan dan perlenghkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyvediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pongadaan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu,;

melaksanakan dukungan pelaksanasan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

O, MEMYyLESUn . . .
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METyLISLUn pErEncanaan kebutuhan,
pengamanan,  penilaian,  pembinaan  dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan
penvusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daerah pada dinas;

membagi  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan Ungsinya.

Pasal 12

Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran

mempunvai terkait perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja,
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tUgas:

k.

5

m s p

menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen REA-dinas dan Perubahan
REA-dinas;

menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memfiormulasikan sajian untulk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan peréencanaan pembangunan;
menyvusun  kaidah  pelaksanaan  rencana
pembangunan;

menyvusun alternatif dan model hubungan
kausal/fungsional,

j- menguji . . .
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j. menguji alternatif kriteria dan model;

k menyvusun  perencanaan  kebijakan  strategis
jangka pendek pada hingkup dinas,;

1.  menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang,

M. MEeENyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

n. MENYUSUN rancangan rencana anggaran dan
pembiavaan pembangunan pada lingkup dinas;

o. melakukan telaahan lingkup scktoral/regional
terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran
dengan mitra legislatif;

p. melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub  Koordinator Kepegawaian dan Organisasi

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas schbagaimana dimaksud

pada avat (1), Sub Kooordinator Kepegawalan dan

Organisasi mempunyal uraian tugas:

a. mendiagnosis struktur/ kelembagaan/
tatalaksana/proses bisnis yang cofcktif untuk
instansi pemerintah;

b, menyusun pedoman dan  petunjuk  teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayvanan publik;

d. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;

e. melaksanakan penyviapan bahan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

f. menyusun . ..

\
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f. menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan
aparatur sipil negara;

I. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi  pegawal atau  proyeksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan aparatur sipil negara

j-  menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan aparatur sipil
Negara;

. menyusun rencana pengembangan  individu
pegawai (indiviual development planj;

m. menyusun peta strategl (strategy mapj unit
kerja/organisasi [ instans: pemerntah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan flungsinya.

Paragraf 3
Bidang Pendidikan Dasar Sckolah Dasar

Pasal 14
Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dipimpin oleh
scorang Kepala Bidang vang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sckretaris.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar
mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah
terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu
sekolah dasar, pengelolaan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar, serta pengelolan sarana
dan prasarana sckolah dasar.

Pasal 15...
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Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2], Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah

Dasar mempunyai fungsi:

.

(1)

(2]

(3]

penvelenggaran kebijakan teknis terkait pengelolaan
pendidikan sekolah dasar;

penyvelenggaraan pemenntashan  daersh  terkait
pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
penvelengearaan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tigas terkait pengelolaan pendidikan
sekolah dasar;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik wertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 16
Bidang Pendidikan Dasar Sckolah Dasar terdiri dari:
a. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah
Dasar;
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Dasar; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, terdiri dari:
a. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Sekolah
Dasar; dan
b. Jabatan Fungsional lainnya.
Masing-masing Seks] sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul a dan huruf b dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

[4) Kepala Seksi . . .
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(4) Kepala Seksi dan Sub Koordinator berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu
Sekolah Dasar mempunyai tugas pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan
proses belajar mengajar, peningkatan kualitas satuan
pendidikan dan pengelolaan dana pendidikan pada
satuan pendidikan sekolah dasar,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Mangjemen dan
Peningkatan Mutu Sekolah Dasar mempunyal uraian
tugas:

a. melaksanakan pembinaan proses  belajar
mengajar dan ujian peserta didik sekolah dasar;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan
dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan
dasar;

c. melaksanakan penyediaan biaya personil peserta
didik sekolah dasar;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah

dassr:

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
pengelolaan dana BOS dan peningkatan kapasitas
pengelola dana BOS sekolah dasar;

{. melaksanakan penerimaan peserta didik baru
sekolah dasar;

g membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan, memeriksa dan  meneliti
pelaksanaan tugas bawahan;

i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan . . .

%
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}- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah  Dasar mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait

penyediaan dan pengembangan Pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar.

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan koordinas: dan fasilitasi
penyvediaan Pendidik dan tenaga kependidikan
sckolah dasar;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
pengembangan karir bagi Pendidik dan tenaga
keependidikan sekolah dasar;

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelakzanaan tugas;

d. mengendalikan, memeriksa dan meneliti
pelaksanaan tugas bawahan;

e. melaksanakan konsultasi dan keoordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas lain yvang diberiken oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 19

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Sub Koordinator Sarana dan Prasarana
Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:

a, melaksanakan . . .
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melaksanakan pembangunan unit sekolah baru,
penambahan ruang  kelas baru, dan
pembangunan rumah dinas kepala
sekolah /guru/penjaga sckolash pada satuan
pendidikan sekolah dasar;

melaksanakan pembangunan ruang gury, ruang
usaha  Kesehatan  sckolah, dan  ruang
perpustakaan pada satuan pendidikan sckelah
dasar;

melaksanakan pembangunan sarana, prasarana
dan wutilitas sekolah pada satuan pendidikan
sekolah dasar;

melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang
kelas, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha,
rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga
sckolah, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang
perpustakaan, serta sarana, prasarana  dan
utilitas sekolah pada satuan pendidikan sekolah
dasar;

melaksanaken pengadaan mebel, alat rumah
tangga sckolah, perlengkapan sekolah, alat
praktik dan peraga siswa, serta perlengkapan
siswa pada satuan pendidikan sekolah dasar;
melaksanakan pemeliharaan rutin sarana dan
prasarana sekolah pada satuan pendidikan
sekolah dasar; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tuges dan fungsinva

Paragral 4

Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama

Pasal 20

Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Perlama
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibswah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaria,

(2) Kepala . . .
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Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah
Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan
kebijakan dacrah terkait pengelolaan manajemen dan
peningkatan muiu  Sckolah Menengah Pertama,
pengelolaan Pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama, scrta pengelolan =sarana dan
prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2], Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah
Menengah Pertama mempunyai fungs::

(1)

penyelenggaran kebijakan teknis terkait pengelolaan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
penyelenggaraan pemerintahan  daerah terkait
pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;

pembagian tugas, pemberian petunjuk; dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 22
Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama
terdiri dari:
a. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sckolah
Menengah Pertama;
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama;

e, Kelompok Jabatan Fungzional.

2] Kelompok . . .

:
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, terdiri dari:

a. Sub Koordinator sarana dan Prasarana Sekelah

Menengah Pertama; dan

k. Jabatan Fungsional lainnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang
Kepala Selsi.

Kepala Seksi dan Sub Koordinator berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Kepala BSeksi Manajemen dan Peninglatan Mutu

Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan  evaluasi  terkait

penyelenggaraan proses belajar mengajar, peningkatan
kualitas satuan pendidikan dan pengelolaan dana
pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah

Pertama.

Dalam melaksanakan tupas sebapaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan

Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama

mempunyal uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan proses  belajar
mengajar dan ujian peserta didik Sekolah
Menengah Pertamas;

b.  melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan
dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan
dasar;

c. melaksanakan penyediaan biaya personil peserta
didik Sekolah Menengah Pertama;

d. melaksanakan koordinasi dan [a=zilitasi
pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah
Menengah Pertama;

e. melaksanakan koordinasi dan [asilitas
pengelolaan dana BOS dan peningkatan kapasitas
pengelola dana BOS Sekolah Menengah Pertama;

{. melaksanakan . . .

%
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[, melaksanakan penerimaan peserta didik baru
Sekolah Menengah Pertama;

g membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan, memeriksa  dan meneliti
pelaksanaan tugas bawahan;

i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal meupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Kepala Secksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah  Menengah Periama mempunyai  tugas

melakukan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

terkait penyediaan dan pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah

Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai

uraian ugas:

a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan
Sckolah Menengah Pertama;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
pengembangan karir bagi Pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Menengah Pertama,

¢, membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. mengendalikan, memeriksa dan menelit
pelaksanaan tugas bawahan;

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan . . .
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melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh
pimpinan sesual dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

sub Koordinator Sarana dan Prasarana Sekolah
Menengah Pertama mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan  terkait  penyedinan dan
pemeliharaan sarana prasarana pendidikan pada
satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Sarana dan Prasarana
Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian fugas:

i,

melaksanakan pembangunan unit sekolah baru,
penambahan ruang kelas baru, dan
pembangunan rumah dinas kepala
sekolah (guru/penjaga sekolah pada satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
melaksanakan pembangunan ruang guru, ruang
usgha  Kesehatan — sekolah, dan  ruang
perpustakaan pada satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

melaksanakan pembangunan sarana, prasarans
dan utilitas sekolah pada satuan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;

melaksanakan rehahilitasi sedang/beralt ruang
kelas, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha,
rumah  dinas kepala sskolah/gurn/penjaga
sekolah, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang
perpustakaan, serta sarana, prasarana  dan
utilitas sekolah pada satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

melaksanakan pengadaan mebel, alat rumah
tangge sckolah, periengkapan sekolah, alat
praktik dan peraga siswa, serta perlengkapan
siswa pada satuan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama,

[. melaksanakan . . .

\
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f. melaksanakan pemeliharasn rutin =sarana dan
prasarana sckolah pada satuan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama; dan

g- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-

formal

Pasal 26

(1} Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

(2)

Non-formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non-formal Mempunyii tugas
menyelengearakan kebijakan daerah terkait
pengelolaan manajemen  dan  peningkatan  mutu
Pendidikan Anak Ugia Dini dan Pendidikan Non-formal,
pengelolaan  pendidik dan  tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dint dan Pendidikan Non-formal,
serta pengelolan sarana dan prasarana Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat {2}, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non-formal mempunyai fungsi:

penyelengegaran kebijakan teknis terkait pengelolaan
pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidilcan
MNon-formal;

penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
pengelolasn pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non-formal;

¢. penyelenggaraan . . .
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penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Non-formal, terdin dari:

a. Seksi Manajemen dan Peningkatan  Mutu
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-
formal;

b, Seksi Barana dan Prasarana Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non-formal; dan

0. Kelompok Jabatan Fungsional,

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢, terdin dari:

a, Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non-formal; dan

b, Jabatan Fungsional lainnya,

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh scorang

Kepala Seksi;

Kepala Seksi dan Sub Koordinator berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 29
Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal

Y
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mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi terkait penyelenggaraan proses belajar

mengajar, peninglkatan kualitas satuan pendidikan dan
pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan

Pendidilkan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal.

Dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala BSeksi Manajemen dan

Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non-formal mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan  pembinaan  proses  belajar
mengajar dan ujian peserta didik Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;

b.  melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan
dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan
dasar,

c. melaksanakan penyediaan biaya personil peserta
didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidilkan
MNon-formal;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
pembinaan  kelembagaan dan manajemen
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-
formal;

e. melaksanakan  koordinasi dan fasilitasi
pengelolaan dana BOP dan peningkatan kapasitas
pengelola dana BOP Pendidikan Anak Usia Dim
dan Pendidikan Non-formal;

. melaksanakan penerimaan peserta didik baru
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-
formal,

g membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

h, mengendalikan, memeriksa dan  menelit
pelaksanaan tugas bawahan;

i melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

J. melaksanakan . . .

%
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-  melaksanskan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait penyediarn dan pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan pada satuan  pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal.

Dalam melaksanakan tuges scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non-formal mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi dan fazilitasi
penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-
formal;

b. melaksanakan koordinas dan fasilitas:
pengembangan karir bagt pendidik dan tenaga
kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non-formal; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuat dengan tugas dan [ungsinya,

Pasal 31
Kepala Selks: Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non-formal mempunyai
tugas melakukan pelaksanaan, monitoring dan
evaluas: terkait penyediaan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan pada satuan pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal

mMempunyai uraian tugas:
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melaksanakan pembangunan unit sekolah baru,
penambahan ruang  kelas baru, dan
pembangunan rumah dinas kepala
sekolah/guru/penjaga  sekolah pada satuan
pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non-formal;

melaksanakan pembangunan ruang gury, ruang
usaha Kesehatan — sekolah, dan ruang
perpustakaan pada satuan pendidikan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal,
melaksanakan pembangunan sarana, prasarana
dan utilitas sekolah pada satuan pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-
formal;

melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang
kelas, ruang puru/kepala sekolah/tata usaha,
rumal dinas kepala sckolah/guru/penjaga
sekolah, ruang usaha keschatan sekolah, ruang
perpustakaan, scrta sarana, prasarana dan
utilitas =ekolah pada satuan pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-
formal;

melaksanakan pengadaan mebel, alat rumah
tangga sckolah, perlengkapan sekolah, alat
praktik dan peraga siswa, serta perlengkapan
siswa pada satuan pendidikan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
melaksanakan pemeliharaan rutin sarana dan
prasarana sekolah pada satuan pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-
formal,

membagi tugas, member1 petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, memeriksa  dan meneliti

pelaksanaan tugas bawahan;

i. melaksanakan . . .

¥
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. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal puna sinkronisasi dan
keiancaran pelaksanasn tugas; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 6
Bidang Pengembangan Pendidilean

Pasal 32

Bidang Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yvang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melahn
Sekretaris.

Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daersh terkait
pengembangan kurikulum dan perizinan, pemerataan
pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan
Bahasa dan sastra.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2], Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan
mempunyal fungsi:

2.

penyelenggaran kebijakan teknis terkait
pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra dacrah,
penerbitan rekomendasi  teknis, pengendalian,
pengawasan dan evaluasi atas perizinan  bidang
pendidikan, pemerataan pendidik dan  tenaga
kependidilcan;

penyelenggaraan  pemerintahan daerah terkait
pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah,
penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian,
pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang
pendidikan, pemerataan  pendidik dan  tenaga
kependidikan;

c. penyelenggaraan . . .

¢
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penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pengembangan kurikulum,
bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi
teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
perizinan bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
timbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tupgas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 34
Bidang Pengembangan Pendidikan, terdiri dari:
a.  Beksi Pengembangan Kurikulum dan
Pengendalian Perizman;
b, Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan,
Masing-masing Scksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf & dan huruf b dipimpin cleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 35

Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum dan
Pengendalian Perizinan mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
pengembangan kurikulum muatan lokal pendidilean
dasar, PAUD dan pendidikan Non-formal, serta
pengendalian  perizinan  Pendidikan  pembinaan,
pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra
daerah.

(2) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan tugas sebugaimana dimaksud
pada ayat {1}, Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum
dan Pengendalian Perizinan mempunyai uraian tagas:

al,

melaksanakan penyusunan kompetensi dasar
muatan |okal pendidikan dasar, PAUD dan
pendidikan Non-formal;

melaksanakan penyusunan silabus muatan lokal
pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan Non-
formal;

melaksanakan penyediaan bulou tels pelajaran
muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan
pendidikan Non-formal;

melaksanakan pelatihan penyusunan kurikulum
muatan lokal pendidikan dasar;

melaksanakan penilaian kelayakan usul perizinan
pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan Non-
formal yvang diselenggarakan oleh masvarakat;
melaksanakan pengendalian dan pengawasan
perizinan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan
non-formal vang diselenggarakan oleh
masyarakat;

melaksanakan penyvusunan kamus bahasa
daerah, serta modul dan bahan gjar bahasa
daerah;

melaksanakan vitalitas, konservasi dan
revitalisasi, serta publikasi Bahasa dan sastra
daerah;

melaksanakan penyediaan dan pendistribusian
buku cerita rakyvat daerah penunang literasi;
melaksanakan penghargaan tokoh kebahasaan
dan kesastraan daecrah, dan peningkatan apresiasi
siswa terhadap bahasa dan sastra daerah;
membagi  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, memerikzsa dan meneliti
pelaksanaan tugas bawahan;

m. melaksanakan . .

b
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m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal puna sinkronisas: dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan ungsinya.

Pasal 36

Kepala Scksi Pemeratasn Pendidik dan Tenaga

Kependidikan — mempunyai tugas  pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi terkait pemerataan kuantitas

dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi
satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan Non-
formal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (1), Kepala Seksi Pemerataan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan
pendidikan Non-formal,;

b, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan
pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan
bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan
pendidilkkan Non-formal;

c. membagt  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. mengendalikan, memeriksa dan meneliti
pelaksanaan tugas bawahan;

e, melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal puna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BABIV...
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BAB IV
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 37
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan
bidang kesehatan vang menjadi kewenangan daerah
vang dipimpin olech Kepala Dinas Keschatan,
Dinas Kesechatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

:H
b.

Kepala Dinas;
Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

2, Subbagian Perencanaan dan Penganggaran.
Bidang Kesehatan Keluarga, Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masvaralkat,

Bidang Penyediaan Fasiliths Keschatan dan
Kefarmasian;

Bidang Pelayanan Kesehatan;

Bidang Peningkatan Kapasitas SDM dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

UPT:

UOBK,

UOBF; dan

Kelompok Jabatan Fungsional
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(2
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Kesehatan memiliki tugas melaksanakan urusan
pemerintahan  bidang keschatan yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas

otonomi dan tagas pembantuan.

Dalam  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai
fungsi:

perumusan kebijakan terkait upaya kesehatan,
sumber daya manusia {SDM) kesehatan, sediaan
farmasi, alat keschatan dan makanan minwman,
serta pemberdayaan masyvarakat bidang kesehatan;
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan dan
pelayanan umum terkait upaya kesehatan, sumber
daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi,
alat kesehatan dan makanan minuman, serta
pemberdayaan masyarakat bidang keschatan;
pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait upaya
kesehatan, sumber dava manusia (SDM) kesehatan,
sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait upaya
keschatan, sumber daya manusia (SDM) keschatan,
sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang
keschatan;

pelaksanaan  kesekretariatan  dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
wmum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan ftugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 40
Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 guna
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40, Kepala Dinas memilild fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait kesehatan keluarga,
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
penyediaan fasilitas kesehatan dan kelarmasian,
pelayanan kesehatan, dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan
kesehatan;

b. penyclenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait kesehatan keluarga, promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat, penvediaan fasilitas
keschatan dan kefarmasian, pelayanan kesehatan, dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
fasilitas pelayanan keschatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tuges terkait kesehatan
keluarga, promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, penyediaan fasilitas keschatan dan
kefarmasian, pelayanan kesehatan, dan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan
kesehatan;

d. penyelenggaraan sisiem pengendalian intern  terkait
kesehatan  keluarga, promosi kesehatan dan
pemberdayaan  masyarakat, penyediaan fasilitas
kesehatan dan kefarmasian, pelayanan kesehatan, dan

peningkatan . . .

%,
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peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
fasilitas pelayanan kesehatan;

¢. pelaksanaan kesckretariatan dinas terkait perencanaan
dan penganggaran, administrasi dan umum seria
kepegawaian dan organisasi; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual dengan tugas dan fungsinya,

Paragrafl 2

Sekretariat

Paszal 42

(1] Sekretariat dipimpin olech seorang Seckretaris vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2] Sekretaris mempunyal tugas melaksanakan
pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, pengelolaan pendapatan, lkeuangan dan
aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana
pelavanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 aval (2}, Sekretans mempunyai lungsi;

f. penyvelenggarasn perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah
kewenangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

e, penyeclenggaraan administrasi barang milik daerah
pada dinas;

f{, penyelenggaraen pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;

g penvelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup
dinas:

h. penyelenggaraan |, . .

¥



{1

(2]

13

()

(1)

- 36 -

penyelenggaraan  layanan  pengadaan  barang/ jasa
lingkup dinas;

penyelenpggaraan  pelaksanaan pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemermtahan dacrah;
penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata
laksana pelayanan  publik  serta  pengelolaan
kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasamea;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertilal
maupun horizontal gune sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
scsual tugas dan fungsinya.,

Pasal 44

Sekretariat, terdiri dari:
8. Subbagian Administrasi dan Umum;
b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
c. HKelompok Jabatan Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi;

dan
b. Jabatan Fungsional lainnya.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf
a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
Kepala Subbagian dan Sub Koordinator berkedudukan
di bawah dan bertangpung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 45
Kepala Subbagian  Administrazi dan  Umum
mempunyal tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat,

pengelolaan . . .

¢
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pengelolaan  arsip, pengelolaan sarana prasarana

dinas, pengelolaan pelayanan  umum  dinas,

penatatausahasn barang milik dasrah pada dinas,
serta pengelolaan administrasi keuvangan dinas seria
administras: Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyel uraian tugas:

4. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat;
jasa komunikasgi, sumber daya air dan listrik; jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada

dinas;

c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN;

d. melaksanakan penatausahaan dan

pengujian fverifikasi keuangan dinas;
e. menyusun dan pelaksanaan akuntans: dinas;

Menyusin laporan keuangan
bulanan /triwulanan / semesteran dan akhir tahun
dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan  langgapan
pemeriksaan;

h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis
redlisasi anggaran;

i. menvusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

j-  menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

k. menyusun dan menyediaksn peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacsan dan
peraturan perundang-undangan;

l.  melaksanskan pengadaan dan pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana  gedung
kantlor;

mi. melaksanakan . . .
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melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
MEnyusun perencanaan kebutuhan,
PenEAMATHRT, penilaian, pembinasn dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penyelenpparaan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daersh pada
dinas;

meleksanakan penatausahasan, dan pemanfastan
barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
dasrah;

melaksanakan analisa dan pengembangan
retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan
retribus: daerah;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan
lkeebijakan retribusi daerah;

melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek
retribusi dacrah;

melaksanakan penpolahan data retribusi daerah;
melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;
melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi
daerah;

membagi  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan flungsinya.

Pasal .
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Pasal 46

(1) Kepala Subbagian Perencanasn dan Penganggaran
mempunyal tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
terkait perencanaan, penganggaran, dan eveluasi
kinerja.

(2) Dalam melaksanskan tugss sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Subbapgian Perencanasan dan

Penganggaran mempunyal uraian tugas:

A,
b.

S -

menvusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen REA-dinas dan Perubahan
RKA-dinas;

menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dolumen bahan perencanaan pembangunan;
mMEenyusun kaidah pelaksanaan rencana
pembangunan;

menyusun alternatiif dan model hubungan
kausal/fungsional;

menguji alternatil kriteria dan model;

menyusun perencanaan kebijjakan strategis janghka
pendek pada lingkup dinas;

menyusun perencanaan program dan  kegiatan
lintas bidang;

menyusun perencanasan program dan  kegiatan
lingkup dinas;

menyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiavaan pembangunan pada lingkup dinas;
melakukan telaahan lingkup dinas terhadap proses
dan hasil pembahasan anggaran dengen mitra
legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan pada lingkup dinas;
membagi  tugas, memben  petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

q. mengendalikan . . .

v
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mengendalikan,  meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanasn tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi

mempunyvai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud
pada avat (1), Sub Koordinator Kepegawaian dan

Organisasi mempunyai uraian tugas;

",

mendiagnosis struktur/ kelembagaan /
tatalaksana/proses bisnis vang cofektifl untuk
instansi pemerintah;

menyusun pedoman dan  petunjuk  teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawalan pada dinas;

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

menganaligis  proses  penyusunan  kebutuhan
aparatur sipil negara;

menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi pegawal atau  proyeksi
keebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan aparatur sipil negara

j. menyusun ., . .

-
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j.  menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
hngkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan aparatur sipil
negara,;

.  menyusun rencana pengembangan  individu
pegawai [indivival development plan)

m. menyusun peta strategl (strategy map) unit
kerja/organisasi/ instansi pemenntah;
mengelola proses manajemen kinerja pegawai; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan lungsinya.

Paragraf 3
Bidang Keschatan Keluarga, Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 48

(1} Bidang Kesehatan Keluarga, Promosi Keschatan dan
Pemberdayaan Masvarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang vang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sckretaris.

(2] Kepala Bidang Keschatan Keluarga, Promosi Kesehatan
dan Pemberdayvaan Masyvarakat mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait promosi,
advokasi keschatan dan pemberdavaan masyarakat,
keschatan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat,
serta kemitraan masyarakat,

Pasal 49
Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2), Kepala Bidang Keschatan Keluarga,
Promosi Keschatan dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait promeosi,
advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat,
pelavanan  kesehatan ibu dan anak, pelayanan

keschatan . . .

%
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kesehatan usia pendidikan dasar, usia produktil dan
usia lanjut, serta pengelolaan jaminan kesehatan
masvarakat,

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait promaosi,
advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat,
pelayanan hkesehatan ibu dan anak, pelayanan
kesehatan usia pendidikan dasar, usia produktif dan
usia lanjut, serta pengelolagn jaminan keschatan
masyvarakat,

penvelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas ferkait promosi, advokasi,
kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan
kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan usia
pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut, serta
pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penclitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pclaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 50
Bidang Keschatan Keluarga, Promosi Kesshatan dan
Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari  kelompok
Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari :
a. Sub Koordinator Promosi, Advokasi Keschatan dan
Pemberdavaan Masyvarakat;
b. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan
Peningkatan Gizi Masyarakat;
c. Sub Koordinator Kemitraan Masyvarakat; dan
d. Jabatan Fungsional Lainnya.

(3) Sub Koordinator . . .

:



(3

(1}

2]

1)

()

- 43 -

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 51

Sub Koordinator Promosi, Advokasi Keschatan dan

Pemberdayaan  Masyarakat mempunyai tugas

koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait advokasi,

pemberdayaan, kemitraan, perungkatan peran seria
masyarakat dan lintas sektor, pelaksanaan sehat
dalam rangka promotif preventif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Promosi, Advokasi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan  peningkatan upaya promosi
kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan
masyarakat;

b, melaksanakan penyelengegaraan promosi kesehatan
dan gerakan hidup bersih dan sehat;dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinva.

Pasal 52

Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Peningkatan
Gizi Masyarakat mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan  kegiatan terkait penyedianan layanan
Kesehatan untuk usgha keschatan masvarakat (UKM)
dan usaha Kesehatan perorangan (UKP) rujukan yvang
terkait dengan kesehatan keluarga dan peninghkatan
gizi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kesshatan Keluarga dan
Peningkatan Giz  Masyarakat mempunyai uraian
tugas:

a. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan

ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita;

b, melaksanakan . . .

v
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b. melaksanakan pengelolann pelayanan kesehatan
pada usia pendidikan dasar, usia produktil, usia
lanjut;

c. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan
gzl masyarakat; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53
Sub Koordinator Kemitraan Masyarakat mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
pengembangan dan pelaksanaan upaya keschatan
bersumber daya masyarakat (UKBM); dan penyediaan
layanan  keschatan untuk usaha  keschatan
masyarakat (UKM) dan usaha kesehatan perorangan

(UKP] Rujukan vang terkait dengan kemitraan

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayvat (1), Sub Keordinator Kemitraan Masyaralkat

mempunyai uraian MOgas:

a. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi
pengembeangan dan pelaksanaan upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat (UKBM)

b, melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan
masvarakat

c. melaksanakan pengelolaan penelitian kesehatan;
dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Kefarmasian

(1)

Pasal 54
Bidang Penvediaan  Fasilitas Kesehatan dan
Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang

berbedudukan . . .

v
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berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan
Kefarmasian mempunyai tugas menyelenggarakan
kebijakan dasrah  terkait  penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan, farmasi, perbekalan keschatan
dan makanan minuman, dan pemeliharaan sarana

prasarana dan sistemn informasi kesehatan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (2), Kepala Bidang Penyediaan Fasilitas
Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi:

penyelengegaraan kebijakan teknis terkait penyediaan
fazilitas pelayanan keschatan dan kefarmasian,
pemberian izin, sertifikasi dan pengawasan di bidang
farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dan
penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara
terintegrasi;

penyelenggaraan  pemerintahan  daerah terkait
penyedinan  fasilitas  pelayanan keschatan dan
kefarmasian, pemberian izin, sertifikasi dan
pengawasan di bidang farmasi, alat kesehatan dan
makanan minuman, dan penyelenggaraan sistem
informasi kesehatan secara terintegrasi;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan  tugas  terkait  penvedinan fasilitas
pelayanan keschatan dan kefarmasian, pemberian ixin,
sertifikasi dan pengawasan di bidang farmasi, alat
keschatan dan makanan minuman, dan
penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara
terintegrasi;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan gas bawahan;

f. pelaksanakan . , .
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pelaksanaan konsuliasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinva.

Pasal 56
Bidang Penvediaan  Fasilitas Kesehatan dan
Kefarmasian terdini dari kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;
b. Sub Koordinator Farmasi, Perbekalan Kesehatan
dan Makanan Minuman;
. Sub Keordinator Pemeliharaan Sarana Prasarana
dan Sistem Informasi Kesehatan; dan
d. Jabatan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 57
Sub Koordinator Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Keschatan mempunya:  tugas koordinasi  dan
pengelolaan kegiatan terkait pengadaan sarana dan
prasarana pendukung fasilitas kesehatan, dan
pengadasn alat kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Keordinator Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan pembangunan, beserta sarana dan
prasarana pendukungnya
b. melaksanakan pembangunan dan pengembangan
puskesmas, rumah sakit, rumah dinas tenaga
keschatan, dan fasilitas kesehatan lainnya.

c. melaksanakan . . .

v
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¢. melaksanakan pengadaan sarana, prasarana dan
pendukung fasilitas pelayanan kesehatan

d. melaksanakan pengadean dan pemeliharaan alat
kesehatan/alat  penumang medik  fasilitas
pelayanan kesehatan, dan alat kalibrasi; dan

e. melaksanaan tgas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Pasal 58

Sub Koordinator Farmasi, Perbekalan Keschatan dan
Makanan Minuman mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait pelaksanaan pelayanan
kefarmasian, pemberian 1min,  sertifikasi  dan
pengawasan di bidang farmasi, alat keschatan dan
makanan minuman.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Farmasi, Perbekalan

Kesehatan dan Makanan Minuman mempunyai uraian

tugas:
a. melaksanakan pengadaan obat, wvaksin, bahan
habis pakai;

b. melaksanakan perizinan, pengendalian dan
pengawasan seria  tindak lanjut pengawasan
perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan,
dan optikal, usaha mikro cbat tradisional (UMOT);

¢, melaksanakan pengendalian dan  pengawasan
serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi
alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1
tertentu perusahaan rumah tangga;

d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan
serta  tindak lanjut pengawasan perbekalan
kesehatan rumah tangga kelas 1 tlertentu
perusahaan rumah tangga;

e, melaksanakan pengendalian dan pengawasan
serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produlosi
pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT
sebagal Izin produksi, untuk produk mekanan

minuman . . .

v
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minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh
industri rumah tangga;

f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan
serta  tindak lanjut pengawasan penerbitan
sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan
makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah
makan/restoran dan depot air minum (DAM);

g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan
serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan
pada makanan jajanan dan sentra makanan
Jjajanan;

h. melaksanakan pemeriksaan post markel pada
produk  makanan-minuman industri  rumah
tangga vang beredar dan pengawasan serta tindak
lanjut pengawasan;

i, melaksanakan penyediaan dan pengelolaan data
tindak lanjut pengawasan perizinan industri
rumah tangga; dan

j.  melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 59
Sub Koordinator Pemeliharaan Sarana Prasarana dan
Sistem  [nformasi  EKesehatan mempunyai tugas
koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait rehabilitasi
dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,
dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan
secara terintegrasi.
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pemeliharaan Sarana
Prasarana dan Sistem [nformasi Kesehatan mempunyai
uraian tugas:
a. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan
puskesmas, rumah sakit, rumah dinas tenaga
kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya;

b. melaksanakan . . .
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b, melaksanakan pemeliharaan sarana fasilitas
pelayanan keschatan, prasarana dan pendukung
fasilitas pelayanan keachatan

c. melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala
alal kesehatan/alat penunjang medik fasilitas
pelayanan kesehatan

d. melaksanakan pengadaan alat/ perangkat,
pengelolaan data dan sistem informasi Kesehatan;
dan

e. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pelavanan Keschatan

Pasal 60

Bidang Pelayanan Keschatan dipimpin oleh secorang
Kepala Bidang vang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Selkretaris,

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pelayanan
kesehatan dasar dan rgjukan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit, serta kesehatan lingkungan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

mempunyai fungsi:

.

penyvelenggaraan kebijakan teknis mempunyai tugas
terkait penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan, pencegahan dan penanggulangan penyalait,
serta kesehatan lingkungan;

penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
pencegahan dan  penanggulangan  penyakit, serta
kesehatan hngkungan;

c. penyelenggaraan , . .

%
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penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyediman pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan, pencegahan dan
penanggulangan penyakit, serta keschatan lingkungan;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimhingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penclitian, dan poemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik wvertikal
maupun honzontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
aesual tugas dan fungsinya.

Pasal 62
Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari kelompok
Jabatan Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan;
b. Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan
Penyalit;
c. sub Koordinator Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga ; dan
d, Jabatan Fungsional lrinnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b dan huraf ¢ berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 63
Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan
kegintan terkait penyediaan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan.

(2} Dalam . . .
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Sub Keordinator Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Hujukan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pengelolaan keschatan tradisional,
akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional
lainnva;

b. melaksanakan  penyiapan  perumusan = dan
pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;

¢. melaksanakan pengelolaan  upaya kesehatan
khusus, dan upaya pengurangan risiko krisis
keschatan dan pasca krisis kesehatan,

d. melaksanakan penyediaan telemedicine di fasilitas
ptlayanan kesehatan;

e. melaksanakan operasional pelayanan rumah sakit,
puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainmya;

{. melaksanakan penyvediaan dan pengelolaan sistem
penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT); dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 64

Sub Koordinator Pencegamhan dan Penanggulangan

Penyakit mempunyai tugas keordinasi dan pengelolaan

kegiatan terkait pencegahan dan penanggulangan

penyakit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (1), Sub Koordinator Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit mempunyal uraian tugas:

a. melaksanakan pengelolaan pelayvanan kesehatan
bag penderita hipertensi, diabetes melitus, orang
dengan gangguan jiwa berat, orang terduga
tuberkulosis, orang dengan risiko terinfelksi HIV,
dan penduduk pada kondisi kejadian luar bidsa
[KLB), dan penduduk terdampak krisis keachatan
akibat bencana dan/fatau berpotensi bencanas,
Orang dengan Masalah Keschatan Jiwa (ODMK),
kesehatan jiwa dan NAPZA;

b, melaksanakan . . .

‘
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b. melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan;

c. melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit
menular dan tidak menular;

d. melaksanakan investigasi awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan
pemberian obat massal);

e. melaksanakan pelaksanaan kewaspadaan dini dan
respon wabah;

. melaksanakan pengambilan dan pengiriman
spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium
rujukan/nasional;

g. melaksanakan investigasi awal kejadian tidak
diharapkan {kejadian ikutan pasca imunisasi dan
pemberian obat massal); dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 65

Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Keschatan
Kerja den Olahraga mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan  kegiatan terkait penyediaan layanan
kesehatan inghungan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinater Kesehatan Lingkungan,
Keschatan Rerja dan Olahraga mempunyai uraian
tugas:
a, melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan

kerja dan elahraga, keschatan lingkungan;
b. melaksanakan penyelengraraan kota sehat; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan scsuai tugas dan fungsinya.

Paragraf .
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Paragrafl 6
Bidang Peningkatan Kapasitas EDM Dan Fasilitas
Pelayanan Keschatan

Pasal 66

Bidang Peningkatan Kapasitas SDM dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang vang berkedudukan dibswah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas SDM dan
Fasilitas Pelayanan Keschatan mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pemberian
izin tenaga keschatan, fasilitas pelayanan keschatan
dan sarana keschatsn lainnya, pembinaan dan
peningkatan muita  f{asilitas pelayanan keschatan,
perencanaan, pembinasn dan peningkatan kompetensi
SDM Keschatan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (2}, Kepala Bidang Peninglkatan Kapasitas
S5DM dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

HI-

penvelenggaraan kebijakan teknis terkait penerbitan
1zin, pengendalian dan pengawasan fasilitas keseshatan
dan tenaga kesechatan; akreditasi fasilitas keschatan;
pemenuhan, pengembangan mutu dan peningkatan
kompetensi tekms sumber daya manusia keschatan.
penyelenggaraan pemerintahan  daerah terkait
penerhbitan izin, pengendalian dan pengawasan fasilitas
kesehatan dan tenaga keschatan; akreditasi fasilitas
keschatan; pemenuhan, pengembangan mutu dan
penmgkatan kompetensi teknis sumber daya manusia
kesehatan;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan  tugas  terkait  penerbitan  izin,
pengendalian dan pengawasan fasilitas keschatan dan
tenaga kesehatan; akreditasi [asilitas kesehatan;

pemenuhan. . .
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pemenuhan, pengembangan mutu dan peninghkatan
kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas:
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas, dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 68

Bidang Peningkatan Kepasitas SDM dan Fasilitas

Pelayanan Keschatan terdiri dari kelompok Jabatan

Fungsional,

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri dari:

a. Bub Koordinator Pemberian [jin Tenaga Keschatan,
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana
Kesehatan Lainnya;

b. Sub Koordinator Pembinasn dan Peningkatan
Mutu Fasilitas Pelayanan Keschatan;

€. Sub Koordinator Perencanaan, Pembinaan dan
Peningkatan Kompetensi 8DM Keschatan; dan

d. Jabatan Fungsional lainnya.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (2)

huruf &, hurul b dan huruf ¢ berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Paszal 69
sub Koordinator Pemberian ljin Tenaga Keschatan,
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Kesehatan
Lainnya mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan
kegiatan terkait penerbitan izin rumah saldt kelas C, D
dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan
pemberian izin praktik tenaga kesehatan.

(2) Dalam . .

¢
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Sub Keordinator Pemberian [jin Tenaga
Kesehatan, Fasgilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana
Kesehatan Lainnya mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta
tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit
kelas C, D dan [asilitas pelayanan keschatan
lainnya;

b. melaksanakan pengendalian perizinan praktik
tenaga kesehatan,

c. melaksanakan peningkatan tata kelola rumah sakit
dan fasilitas pelayanan kesehatan: dan

d. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 70
Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Mutu
Fasilitas Pelayanan Keschatan mempunyai tugas
koordinasi dan  pengelolaan  kegiatan  terkait
peningkatan mutu fasilitas kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pembinaan dan
Penmgkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan peningkatan muta pelayanan
lasilitas kesehatan;
b. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan akreditasi
fasilitas kesehatan: dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 71
Sub Koordinator Perencanaan, Pembinaan dan
Peningkatan Kompetensi SDM Keschatan mempunyai
tugas koordinas] dan penpgelolaan kegiatan terkait
pemberian izin prakiik tenaga kesehatan di wilayah
kota, dan pengembangan mutu dan peningkatan

kompetensi . ..
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kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan

tingkat kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1}, Sub Koordinator Perencanaan,

Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi SDM

Kesehatan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga
keschatan serta tindak lanjut perizinan praktik
tenaga keschatan;

b. melaksanakan perencanaan dan distribusi serta
pemerataan sumber daya manusia kesehatan;

c. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sumber
daya manusia kesehatan sesual standar;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan
sumber daya manusia kesehatan;

e, melaksanakan pengembangan mutiu dan
peringkatan  kompetensi  teknis  sumber daya
manusia keschatan tingkat daerah kota; dan

[. melaksanakan tugas lain yang diberikan aoleh
pimpinan sesual tugas dan funpsinya.

BAB V
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 72
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
merupakan unsur pelaksana urusan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang vang menjadi kewenangan
dacrah yang dipimpin olch Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.
Dinas Pekerjagan Umum dan Penataan Ruang
sebagmmana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah,

Bagian . . .

»
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 73
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang terdiri dari;
. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari;
1. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan
Organisasi; dan
2. Subbagian Peréencanaan dan Keuangan.
Bidang Bina Marga;
Bidang Sumber Daya Air;
Bidang Cipta Karva;
Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan
Lingkungan;
UPT,; dan
h. kelompok Jabatan Fungsional.

BT
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 74

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki
tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah berdasarlkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.,

(2) Dalam  menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait sumber daya air
(SDA), air minum, air imbah, drainase, bangunan
gedung; penataan bangunan dan lingkungannya,
jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;

b. penyvelenggaraan . . .

-
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penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan
pelayanan umum terkait sumber daya air (SDA),
air minum, air lmbah, drainase, bangunan
pedung, penataan bangunan dan lingkungannya,
jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait sumber
daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase,
bangunan pedung, penataan banpunan dan
lingkungannva, jalan, jasa konstruksi, dan
penataan ruang,

pemantauan, evaluasi dan  pelaporan  terkait
sumber dayva air (SDA), air minum, air limbah,
drainase, bangunan gedung; penataan bangunan
dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan
penataan ruang;

pelaksanaan  kesckretariatan  dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan  tugas lain yang diberikan olch
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempal
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 75

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi schbagaimana dimaksud dalam Pasal 74 guna
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75, Kepala Dinas memiliki fungsi:

f. pErumulsan . ..
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perumusan kebijakan terkait bina marga, sumber daya
pir, cipta karya, dan penatsan ruang penataan
bangunan dan lingkungan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait bina marga, sumber daya air, cipta karya,
dan penataan ruang  penatasn  bangunan  dan
Imgkungan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait bina marga,
sumber daya air, cipta karya, dan penataan ruang
penataan bangunan dan lingkungan;

penyelengegaraan sistem pengendalian intern terkait bina
marga, sumber daya air, cipta karya, dan penataan
ruang penataan bangunan dan lingkungan;
pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan
dan penganggaran, administrasi dan umum serta
organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuail dengan tugas dan fungsinyva.

Paragrafl 2
Sekretariat

Pasal 77

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyal tugas melaksanakan pengelolasn
perencanann, pengangEaran, manajemen  resiko,
maonitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawalan,
pengelolaan  pendapatan, keuangan dan  aset,
pengembangan kelembagaan dan  tata laksana
pelavanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (2), Sckretaris mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan . . .

3




- 60 -

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja dinas;

b. penyvelenggaraan administrasi keuangan dinas;

€. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah
kewenangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;
penyelenggaraan administrasi barang milik daerah
pada dinas;

[. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas

g penyvelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup
dinas;

h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

i. penyclenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang
milik dacrah penunjang urusan pemerintahan daerah;

1. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata
laksana pelayanan publik serta pengelolaan
kepegawaian;

k. penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;

l. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

m. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

n. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

0, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 79
(1) Sekretariat, terdir] dari:
a. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan
Organisasi;
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan,
¢, Jabatan Fungsional lainnya.

(2) Subbagian . . .

¢
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Subbagian sebagammana dimaksud pada ayat (1) huraf
a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian,
Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 80

Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan
Organisast mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi terkait pengelolaan kelembagaan, tata
laksana dinas, surat menyurat, pengelolaan arsip,
pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan
administrasi kepegawaian, administrasi umum,
pengelolaan pelayanan umum dinas, penatausahaan
barang milik daesrah pada dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi,

Kepegawaian dan Organisasi mempunyai uraian tugas:

a. mendiagnosis strulctur / kelembagaan /
tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk
insiansi pemerintah;

b, menyvusun pedoman dan petunjuk tekms,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, melkanisme dan
hubungan kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

d. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;

e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

f. menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas,;

g- melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan
aparatur sipil negarg;

L. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana  redistribusi  pegawai  atau  proyeksi

kebutuhan . .

:
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kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan
aparatur sipil negara;

menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
linglkup dinas;

menganalisis proses penugasan  aparatur  sipil
negara;

menyusun rencana pengembangan  individu
pegawal (tnditidual development plan);

. menyusun peta strategl (strategy map) unit
kerja/organisasi /instansi pemerintah;

. mengelola proses manajemen kinerja pegawat;
menyusun dan mengelola jasa sural menyurat; jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor,

menyusun dan menyedialkkan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandasn, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan  pengadaan  dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinesi. konsultasi dinas dan [asilitasi
kunjunpan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

. menyusun perencanaan kebutohan, pengamanan,
penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik
daerah pada dinas;

x melaksanakan . ..
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x. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daecrah pada
dinas;

y. melaksanakan penatausahaan, dan permanfaatan
barang milik dasrah pada dinas;

z. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

an, menpendalikan, meneliti dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

bb., melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

ec, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 81
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai  tugas pelaksanasn, monitoring dan
evaluas: terkait pérencanaan, penganggaran, evaluasi
kinerja, serta pengelolaan administrasi  keuangan
dinas, dan administrasi pendapatan daerah
kewenangan dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan
Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen RKA-dinas dan perubahan
RKA- dinas;
menyusun DPA- dinas dan perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan peréencanaan pembangunan;

= o8 A n

g menyusun kaidah pelaksanaan rencana

pembangunan;
h. menyusun altermatiifl dan  model hubungan
kausal, fungsional;

i. menguji . . .

¥
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menguji alternatif kriteria dan model;

menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka
pendek pada lingkup dinas;

meényusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

menyusun perencanaan program dan kKegiatan
lingkup dinas;

. MEenyusun rancangan rencana anggaran  dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

. melakukan telashan lingkup dinas terhadap proses
dan hasil pembahasan anggaran déngan mitra
legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan pada lingkup dinas;

. melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
daerah;

melaksanakan analisa dan pengembangan retribusi
daerah, serta penyusunan kebijalkan retribusi
dasrak;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan
kebijakan retribus: daerah;

melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek
retribusi daerah;

melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

. melaksanakan penetapan wajib retribusi dacrah;
melaksanakan pelaporan pengelolaan  retribusi
daerah;

. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN;

melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/ verifikasi keuangan dinas;

menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
menyusun laporan leeuangan
bulanan/triwulanan /semesteran dan akhir tahun
dinas;

. melaksanakan  pengelolaan dan  tangeapan
pemeriksaan;

bhb. mtn:,ﬂ.'l!-lln ¥4 s
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bb. menyusun pelaporan dan  analisis  prognosis
realisasi anggaran;

co. membapi  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

dd. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

ec. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan seaual tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Bina Marga

Pasal 82
Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pembengunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan,

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (2), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai

fungsi:

A

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait
penyelenggaraan jalan kewenangan kota;
penyclenggaraan  pemerintahan  dacrah  terkait
penvelenggaraan jalan kewenangan kota;
penyelenggaraan menitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyelenggaraan jalan
kewenangan kota;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
himbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

&, pengendalian . . .

¥
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pengendalian, penclitian, dan pemeriksaan
pelaksenaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik wvertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuni tugas dan fungsinya.

Pasal 84
Bidang Bina Marga terdiri dan kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdini dar:
ga. Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan
Jembatan;
b. Sub Koerdinator Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan; dan
c, Jabatan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl & dan huruf b berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 85

Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait pembangunan jalan dan jembatan kewenangan
kota;

Dalam melaksanakan tuges scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pembangunan Jalan

dan Jembatan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan,
dan strategi pengembangan jaringan jalan serta
perencanaan teknis penyelengparaan jalan dan
jembatan;

b. melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk
penvelenggaraan jalan;

¢, melaksanakan pengelolaan leger jalan;

d. melaksanakan . . .

%
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melaksanakan survey kondisi jalan/ jembatan;
melaksanakan pembangunan jalan;
melaksanakan pelebaran jembatan;
melaksanakan pelebaran jalan menuju standar;
melaksanakan pelebaran jalan menambah lajur;
melaksanakan rekonstruksi jalan;

melaksanakan pembangunan flvover;
melaksanakan pembangunan underpass;
melaksanakan pembangunan terowongan/ tunnel;

. melaksanakan penanggulangan bencana/tanggap

darurat:

. melaksanakan pemantauan dan evaluss

penyelenggaraan jalan /jembatan;

melaksanakan pengawasan teknis penyelenggaraan
jalan/jembatan;

melaksanakan pembangunan jembatan;
melaksanakan penggantian jembatan; dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 86

Sub Koordinator Pemeliharasan Jalan dan Jembatan
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait pemeliharaan jalan dan jembatan kewenangan

kota.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan mempunyai uraian tugas:

a
b.

e N -

melaksanakan rehabilitas: jalan;

melaksanakan pemeliharaasn berkala jalan;
melaksanakan pemeliharaan rutin jalan;
melaksanakan rehabilitasi jembatan;
melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan;
melaksanakan pemeliharaan berkala jembatan;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

\
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Paragral 4
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 87
Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang vang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melahi Sekretaris.
Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas
menyelengearakan kebijakan dacrah terkait
pengelolaan drainase dan sumber daya air,

Pasal B8

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (2), Kepala Bidang Sumberdaya Air
mémpunyai fungsi:

H.

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan
dan pengembangan sistern drainase yang terhubung
langsung dengan sungai dalam dacrah
kabupaten/kota, dan pengelolaan sumber daya air
(SDA);

penyelenggaraan  pemerintahan  daecrah  terkait
pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, dan
pengelolaan SDA;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan  tugas  terkait  pengelolaan dan
pengembangan sistem drainase, dan pengelolaan SDA;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkrenisasi dan kelancaran
pelakaanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
aesuai tugas dan fungsinya.

Pagsal .
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Pasal 89
Bidang Sumberdaya Air terdiri dari kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdin dari:
a. Sub Koordinator Pengelolaan Drainase;
b. Sub Koordinator Pengelolaan Sumberdaya Air; dan
¢. Jabatan Fungsional Lainnya.
Sub Koordinator sehagaimana dimaksud pada ayat (2)
huraf a dan huruf b berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 90

Sub Koordinator Pengelolaan Drainase mempunysi

tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait

pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yvang

terhubung langsung dengan sungai dalam daerah

leabupaten/ kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Sub Koordinator Pengelolaan Drainase

mempunyai uraian tugas;

a. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan,
strategi dan teknis sistem drainase perkotaan;

b. melaksanakan penyusunan outline plan pada
kawasan genangan;

¢, melaksanakan supervisi
pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi sistemn
drainase perkotaan;

d. melaksanakan pembinaan teknik sistem drainase
perkotaan;

e. melaksanakan pembangunan sistem drainase
perkotaan;

[. melaksanakan peningkatan saluran drainase
perkotaan;

g. melaksanakan rehabilitasi saluran drainase
perkotaan;

h. melaksanakan . . .
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melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase
perkotaan;

melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem
drainase; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 91

Sub Koordinator Pengelolaan Sumberdaya Air
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait pengelolaan SDA.

Dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimalosud
dalam awvat (1}, Sub Koordinator Pengelolaan
Sumberdaya Air mempunyai uraian tugas:

a.

melaksanakan penyusunan rencana teknis dan
dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi
bendungan dan bangunan penampung air lainnya,
konstruks: air tanah dan air baku, serta konstruksi
pengendali banjir;

melaksanakan penyusunan pola dan rencana
pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (SDA
W),

melaksanakan pembanpunan, rehabilitasi,
peningkatan, operasi dan pemeliharaan bendungan
dan penampung air lainnya, sumur air tanah untuk
air baku, unit air baku, tanggul sungai, bangunan
perkuatan tebing, pintu air/bendung pengendali
banjir, kanal banjir, stasiun pompa banijir,
polder/kolam retensi, Flood Foreeasting And
Wamning System (FFWS);

meleksanakan pengelolaan hidrologi dan WS vang
menjadi kewenangan kota;

melaksanakan pembinaan dan  pemberdayaan
kelembagaan pengelolaan SDA;

melaksanakan evaluasi dan rekomendasi teknis
{Rekomtek] pemanfaatan SDA di Wilayah Sungai
yang menjadi kewenangan kota;

g. melaksanakan . | .

%




71 -

g melaksanakan  koordinasi dan  sinkronisasi
peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan
SDA; dan

h. melaksanakan ftugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Cipta Karya

Pasal 92

(1} Bidang Cipta karya dipimpin olech seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2] Kepala Bidang Cipta karya meémpunvai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait air minum
dan air limbah domestik, dan penyelenggaraan
bangunan gedung, serta pengembangan jasa
konstruksi.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92 avat (2], Kepala Bidang Cipta karya mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan
dan pengembangan air minum dan air limbah,
penyelengparaan bangunan gedung, dan
pengembangan jasa konstruksi;

b. penyelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
pengelolaan dan pengembangan air minum dan air
limbah, penyelenggaraan bangunan gedung, dan
pengembangan jasa konstruksi,

o, penvelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan  tugas  terkait pengelolaan  dan
pengembangan air minum dan air limbah,
penyvelenggaraan bangunan gedung, dan
pengembangan jasa konstruksi;

d. pembagian . . .
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pembagian  tugas, pemberian  petunjuk, dan
pembimbingan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertileal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan lungsinya.

Pasal 94
Bidang Cipta Karya terdiri dari kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Air Minum dan Air Limbah;
b. Sub Koordinator Penyelenggaraan Bangunan
Gedung;
. Sub Koordinator Pengembangan Jasa Konstrulsi;
dan
d. Jabatan Fungsional Lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, hural b dan huruf e berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 95
Sub EKoordinator Air Minum dan Air Limbah
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait pengelolaan dan pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum [SPAM), dan sistem air limbah
domestik dalam daerah;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Air Minum dan Air
Limbah mempunyal urman tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan,
strategi, teknis SPAM dan sistem pengelolasn air
hmbah domestik kota;

b. melaksanakan . . .
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melaksanakan supervisi pembangunan
{peningkatan/perluasan, perbaikan SPAM, dan
sistemn pengelolaan air limbah domestik terpusat
skala kota;

melaksanakan pembangunan, peningkatan,
perluasan, perbaikan S8PAM jaringan perpipaan di
kawasan perkotaan;

. melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap tarif air minum, penyelenggaraan SPAM
oleh dinas usaha untuk kebutuhan sendiri,
penyelenggaraan SPAM oleh kelompok masyarakat,
dan pelaksanaan kerjasama SPAM:

melaksanakan  pengembangan SDM  dan
kelembagean pengelolaan SPAM, dan pengelolaan
air limbah domestik;
melaksanakan operasi dan pemeliharaan SPAM di
kawasan perkotaan serta sistem pengelolaan air
limbah domestic;

melaksanakan pembangunan baru, peningkatan,
dan perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan
melaksanakan perluasan dan perbaikan SPAM
jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;
melaksanakan supervisi pembangunan/
rehabilitasi/ peningkatan / perluasan sistem
pengelolaan air limbah domestik terpusat skala
kota dan sarana dan prasarana IPLT;
melaksanakan pembangunan/penyediaan sistem
pengelolaan air limbah terpusat skala kota, sub
gistemm pengolahan setempat, dan sarana dan
prasarana [PLT;

melaksanakan rehabilitasi/ peningkatan / perluasan
sistem pengelolagn air limbah terpusat skala
permukiman, sarana dan prasarana [PLT;
melaksanakan pembinaan teknik pengelolaan air
limbah domestik;

in. melaksanakan . . .
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m. melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan
masyarakat terkail penyediaan sistem pengelolaan
air limbah domestik; dan

n. melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh

pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 96

Sub Keoordimator Penyelenggaraan Bangunan Gedung

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah
daerah, rekomendasi teknis, pengendalian,
pengawasan dan evaluasi atas penerbitan Persetujuan

Bangunan Gedung (PBG), dan sertifikat laik fungsi

bangunan gedung;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Penyelenggaraan

Bangunan Gedung mempunyai uraian tugas:

a, melaksanakan koordinasi dan  sinkromisasi
penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

b. melaksanakan sertifikat laik fungsi (SLF), peran
tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan
bangunan gedung, serta implementasi SIMBG;

¢. melaksanakan perencanaan, pembangunan,
pengawasan, dan pemanfaatan bangunan pedung
daerah;

d. melaksanakan penyusunan regulasi  terkait
bangunan gedung;

e. melaksanakan bantuan teknis pembangunan
bangunan gedung negara daerah, dan bantuan
teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung
cagar budaya yvang ditetapkan;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah;

g, melaksanakan identifikasi, penetapan,
penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya
yvang dilestarikan milik pemerintah;

h. melaksanakan . . .




(1)

()

- P

h. melaksanakan pemberian kompensasi, insentif dan
disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau
pengelola bangunan gedung cagar budaya daerah;

i. melaksanakan penilikan terhadap penyelenggaraan
bangunan gedung oleh penilik bangunan;

§» melaksanakan pendaftaran hurul daftar nomor
(HDNo) bangunan gedung negara;

k. melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi ramah
tinggal tunggal dan rumah deret dalam ranghka
penerbitan sertifikat laik fungsi;

. melaksanakan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai
bangunan pedung untuk kepentingan strategis
daerah;

m. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan
bangunan gedung daerah; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Pasal 97

Sub Koordinator Pengembangan Jasa Konstruksi
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil
konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa
konstruksi cakupan kota, rekomendasi teknis,
pengendalian, pengawasan dan  evaluasi atas
penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non
keoil dan kecil), serta pengawasan tertib usaha, tertib
penyelenggarsan  dan  tertib pemanfaatan  jasa
konsatruksi;

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1}, Sub Koordinator Pengembangan Jasa

Konsatruksi mempunyail uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan training need assessment
[THA), mstrulcturf asesor/ penyelenggara, dan
Standar Operasional Prosedur (SOP}
penyelenggaraan  pelatihan  tenaga  terampil
konstruksi;

b. melaksanakan . . .
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melaksanakan, memantau dan mengevaluasi
kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
melaksanekan identifikasi potensi kerjasama dan
pemberdayaan jasa konstruksi;

. melaksanakan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil
konstruksi;

melaksanakan pembinaan  dan  peningkatan
kapasitas kelembagaan konstrubksi, dinas usaha
jasa konstruksi, dan lembaga sertifikasi dinas
usaha pemantauan dan evaluasi terkait [UJK
nasional;

menyediakan perangkat pendukung, dan mengelola
operasional layanan informasi jasa konstruksi;
melaksanakan dan fasilitasi pelatihan untuk
peningkatan  kapasitas  administrator Layanan
Sistern  Informasi Pembina Jasa Konstruksi
(STRJAKI):;

menyusun data dan informasi proyek bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yvang
dapat dilaksanakan dengan skema Kerjsama
Pemerintah Daerah Dengan Dunia Usaha (KPDBU),
potensi risiko investasi infrastrukiur, tenaga kerja
dan dinas wusaha, ketersediaan/penggunaan
material dan peralatan, profil pekerjasn konstruksi,
tertib  penyelenggaraan  pekerjaan konstruksi,
kecelakaan kerja proyek konstruksi, dan kegagalan
bangunan / konstruksi;

melakeanakan koordinasi penyusunan peraturan
di daerash dan SOP terkait penyelenggaraan Izin
Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) nasional;
melaksanakan dukungan fasilitasi
penyelenggaraan penerbitan rekomendasi leknis
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) nasional;
melaksanakan pemantauan dan evaluas: [zn
Usaha Jasa Konstruksi [IUJK) nasional yang telah
diterbitkan;

. melaksanakan . . .
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l. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib
penyelenggaraan  dan  tertib pemanfaatan jasa
konstruksi;

m. melaksanakan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP)/pedoman, bimbingan teknis,
pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib
penyelenggaraan, dan tertib pemanfantan jasa
konstruksi; dan

n. melaksanakan tupgas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Paragrafl &
Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan
Lingkungan

Pasal 98

[1) Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan
Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2] Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan
dan Lingkungan mempunyvai tugas menyelenggarakan
kebijakan daerah terkait penataan ruang, dan
penataan bangunan dan lingkungannya.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 98 ayat (2), Kepala Bidang Penataan Ruang, Penataan

Bangunan dan Lingkungan mempunyai lungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penetapan
rencana tata muang wilayah (RTRW) dan rencana rinci
tata ruang (ERTR), penyelenggaraan koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan lata ruang, pemanfaatan
ruang daerah, pengendalian pemanfaatan ruang daerah,
serta penataan bangunan dan lingkungannys;

b. penyelenggaraan  pemerintashan  daerah  terkait
penetapan rencana tata ruang wilayah (RTEW) dan

rencana . ..

i
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rencana rinci tata ruang (RRTR), penyelenggaraan
koordinast dan sinkronisasi perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang daerah, pengendalian pemanfaatan
ruang daerah, serta penataan bangunan  dan
lingkungannya;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penetapan rencana tata ruang
wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR],
penyelenggaraan  koordinasi  dan  sinkronisasi
perencanann tata ruang, pemanfastan ruang daersh,
pengendalian  pemanfantan  ruang  daerah, serta
penataan bangunan dan lingkungannya;

pembagian  tugas, pemberian  petunjuk, dan
pembimbingan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelalksanaan
tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tupas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesual tugas dan lungsinya.

Pasal 100

Bidang Penataan Ruang, Penatzan Bangunan dan
Lingkungan terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
. Sub Koordinator Penataan Ruang;
b, Sub Koordinator Penataan Bangunan dan

Lingkumgannya; dan
c. Jabatan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal. ..
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Pasal 101

Sub Koordinator Penataan Rusng mempunyai tupas
koordinasi dan  pengelolaan  kegiatan  terkait
penyelenggaraan penctapan  rencana  tRtA  ruang
wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR),
penvelengearaan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang daecrah,
pengendalian pemaniaatan ruang dasrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Penataan Ruang

Mempuiyal uraian tuges:

a. melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi,
konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW dan
RRTR;

b, melaksanakan penelapan kebijakan dalam rangka
pelaksanaan penataan ruang;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan
perundang- undangan bidang penataan ruang;

d. melaksanakan  koordinasi dan sinkronisasi
penyvusunan BETRW dan RRTR;

e. melaksankan peningkatan peran masyarakat
dalam penataan ruang;

f. melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi
pemanfaatan ruang untuk investasi dan
pembangunan daerah;

g. menyediakan dan mengelola sistem informasi
penataan ruang;

h. melaksanakan  koordinasi dan  sinkronisasi
pemberian insentif dan disinsentif serta penertiban
den penegakan hukum bidang penataan ruang;

i. melaksanakan tugas dan fungsi penyidik pegawai
negeri sipil (PPNS) bidang penataan monitoring
pemanfaatan ruang;

j. melaksanakan koordinasi pelaksanasn penatasn

ruang; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

R
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Pasal 102

Sub Koordinator Penataan Bangunan dan

Lingkungannya mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait penataan bangunan dan
lingkungannya;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ayat (1), Sub Koordinator Penataan
Bangunan dan Lmgkungannya mempunyal uraian
LLigEms:

L.

melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan,
strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan
limgkungan;

melaksanakan supervisi dan pemberdayaan
masyarakat dalam penataan/ pemeliharaan
bangunan dan lingkungan;

melaksanakan penataan, pemeliharaan bangunan
dan lingkungan;

melaksanakan monitoring penataan | pemeliharaan
bangunan dan lingkungan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SERTA PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 103

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Serta Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan
perumahan rakyat dan kewasan permukiman serta

pertanahan yang menjadi kewenangan daerah yang
dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.

(2] Dinas . . .

%
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{(2) Dinas Perumahan REakyat dan Kawasan Permukiman
Serta Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Dacrah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 104
Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdini dari:
a, Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Bubbagian Administrasi dan Umum; dan
2, Subbagian Perencanaan dan Penganggaran.

c. Bidang Perumahan;

d. Bidang Kawasan Permukiman;
e. Bidang Pertanahan;

. UPT, dan

g kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 105

dan

(1] Dinas Perumahan Rakyvat dan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan memiliki tugas melaksanakan urusan
pemerintahan  bidang perumahan dan kawasan
permukiman serta urusan pemerintahan bidang

pertanahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

(2] Dalam menyelenggarakan  tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1), Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

mempunyval fungsi:

d. PEruamusan . . .
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a, perumusan kebijakan terkait perumahan, kawasan
permukiman, perumahan dan kawasan
permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan
utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi,
klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan
kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tansh
garapart, ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembanpgunan, subyek dan obyek redistribusi
tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat,
tamah kosong, mn membuka tanah, dan
penggunaan tanah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum terkait perumahan, kawasan
permukiman, perumahan dan kawasan
permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan
utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi,
klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan
kawasan permukiman, izin lokasi, sengheta tanah
garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan, subyek dan obyek redistnibusi
tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absenfee, tanah ulayat,
tanah kosong, ixin @ membuka tansh, dan
penggunaan tanah;

¢, pembinaan dan pelaksanaan  tugas  terkait
perumahan, kawasan péermuliman, perumahan
dan kawasan permukiman kumuh, prasarana,
sarana, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi,
kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang
perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi,
sengheta tanah garapan, ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan
obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee,
tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah,
dan penggunaan tanah;

d. pemantauan . . .

:
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. pemantausn, evaluasi dan pelaporan terkait
perumahan, kawasan permukiman, perumahan
dan kawssan permukiman lkumuh, prasarana,
sarand, dan utilitas umum (PSU), sertifikasi,
kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang
perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi,
sengketa tanah pgarapan, gant kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan
obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee,
tanah ulayat, taneh kosong, izin membuka tanah,
dan penggunaan tanah;

e. pelaksanaan  kesckretariatan  dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh
Walikota sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 106
Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 guna
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 107

Dalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 106, Kepala Dinas memiliki fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait perumahan, kawasan
permukiman, dan pertanahan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum lerkait perumahan, kawasan permukiman, dan
pertanahan;

pembinaan . . .

¢
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pembinaan dan pelaksanaan tugas terkail perumahan,
kawasan permukiman, dan pertanahan;
penyelenggaraan sisterm pengendalian  intern  terkait
perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan
dan penganggaran, administrasi dan umum serta
organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olech Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Selretariat

Pasal 108

Sekretariat dipimpin  oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas,

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
perencAnasn, pPENgangEaran, —manajemen  resiko,
monitoring, eévaluasi dan pelaporan, kepegawaian,
pengelolaan pendapatan, keuanpan dan  aset,
penpgembangan  kelembaganan dan  tata laksana
pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 avat (2], Sekretaris mempunyal fungsi:

penyelenggaraan perencanaarl, penganggaran, dan
evaluasi kinerja dinas;

penvelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah
kewenangan dinas;

penyelenggaraan administrasi urmum dinas;
penyelenggaraan administrasi barang milik daerah
pada dinas;

ponyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas

E. penyelenggaraan . . .

e
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penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang hingkup
dinas:

penyelenggaraan  layanan  pengadaan  barang/jasa
lingkup dnas;

penyelengparaan pelaksanaan pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata
laksana pelayanan publik serta  pengelolaan
kepegawaian;

penyelenggaraen kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas,
pengendalian, penelitian, dan pemertksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 110

Sekretarial, terdiri dari:
a, oubbagan Administrasi dan Umum;
b, Subbagian Perencanaan dan Penpganggaran; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungeional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
g, Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi;

dan
b. Jabatan Fungsional lainnya.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
& dan huruf b dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian.
Kepala Subbagian dan Sub Koordinator berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,
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Pasal 111

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum
mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan surat —menyurat,
pengelolaan arsip, pengelolaan sarana  prasarana
dinas, pengelolaan pelayvanan umum  dinas,
penatatausshaan barang milik daerah pada dinas,
seria pengelolaan administrasi keuangan dinas serta
administrasi pendapatan daerah kewenangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud

pada mvat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat,
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahasn arsip dinamis pada

dinas;

c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN,

d. melaksanakan penatausahaan dan

pengujian (verifikasi keuangan dinas;
menyvusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

f. menyusun laporan kruangan
bulanan/trivulanan fsemesteran dan akhir tahun
dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan
pemeriksaan;

h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran,

i.  menyusun dan mengelola jesa pelayanan umum
dinas;

j- menyusun dan mengelola kemponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan ...
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cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana  gedung
kantor,

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun peTencanan kebutuhan,
pPEnEaMmAanan, penilaian, pembinaan  dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penvelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik dasrah pada dinas;

melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
daerah;

melaksanakan analisa dan pengembangan
retribusi daerah, sérta penyusunan kebijakan
retribusi daerah;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan
kebijakan retribusi daerah;

melaksanakan pendataan dan pendaftaran ohjek
retribusi daerah;

melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;
melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi
daerah;

membagi  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan  memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

aa. melaksanakan . . .
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aa, melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanasan tugas; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 112

Kepala Subbapian Perencanaan dan Penganggaran

mempunyai  tugas pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas.

A, menyvusun dokumen perencanaan dinas;

b. menyusun dolumen RKA-dinas dan Perubahan
REA-dinas;

c, menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;

d. menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e,  memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dolumen bahan perencanaan pembangunan;

g. menyusun  kaidah  pelaksanaan rencana
pembangunan;

h. menyusun alternatif dan model hubungan
kausal / fungsional;

i.  menguji alternatif kriteria dan model;

j.  menyusun perencanaan  kebijakan  strategis
jangka pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas lidang;

.  menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkeup dinas;

m. menyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiavasn pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan . ..
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n. melakukan telagshan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

o, melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup
dinas.

p- membag: tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

g. mengendalikan, mencliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

r. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal puna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 113

Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait kelembaganan dan tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Kepegawalan dan

Organisasi mempunyai uraian tugas:

a. mendiagnosis struktur/kelembagaan/
tatalaksana/proses bisnis yang elekiifl untuk
instansi pemerintah;

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

d. penvediaan administrasi pelabsanaan tugas ASN;

e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

{. menyusun data dan pengelolasn administrasi
kepegawaian pada dinas;

g. melaksanakan . .

¥
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- melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan
aparatur sipil negara;

L menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi pegawai atau  proyeksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan aparatur sipil negara

J-  menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan aparatur sipil
negara;

|. memyusun rencana pengembangan  individu
pegawail (indivival development plan)

m. menyusun peta strategl (strategy map) unit
keerjaforganisasi finstansi pemerintah;

. mengelola proscs manajemen kinerja pegawai; dan

o, meleksangkan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Perumahan

Pasal 114

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang vang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perumahan mMempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pendataan
dan perencanaan perumahan, rumah umum dan
rumah khusus, dan pembangunan, rehabilitasi rumah.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 ayat (2], Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

H.

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pendataan
penyvediaan dan rehabilitasi, sosialisas dan persiapan

penyndiaan--.kl’
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penvediaan dan  rehabilitasi, pembangunan dan
rehabilitasi, pendistribusian dan serah terima rumah
begi korban bencana atau relokasi  program,
pembinaan pengelolasn rumah susun umum dan /atau
rumah khusus, pengendalian, pengawasan dan
evaluasi atas perizinan pembangunan dan
pengembangan  perumahan, penerbitan  sertifikat
kepemilikan bangunan gedung (SKBG) serta sertifikasi
dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang
melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah
seria perencanaan PEU tingkat kemampuan kecil.

penyelenggaraan pemerintahan  daerah terkait
pendataan penyediaan dan rehabilitasi, sosialisasi dan
persiapan penyediaan dan rehabilitasi, pembangunan
dan rehabilitasi, pendistribusian dan serah terima
rumah bagi korban bencana atau relokasi program,
pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau
rumah khusus, pengendalian, pengawasan dan
evaluasi atas  perizinan  pembangunan  dan
pengembangan  perumashan, penerbitan  sertifikat
kepemilikan bangunan gedung (SKBG) serta sertifikasi
dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang
melaksanakan perancangan dan perencanasn rumah
serta perencanaan PEU tingkat kemampuan kecil;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pendatann penyediaan dan
rehabilitasi, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan
rehabilitasi, pembangunan  dan rehabilitasi,
pendistribusian dan serah terima rumah bagl korban
bencana atsu relokasi program, —peémbinaan
pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah
khusus, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
perizinan pembangunan dan pengembangan
perumahan, penerbitan  sertifikat  kepemilikan
bangunan pgedung (SKBG) serta sertifikasi dan
registrasi bagi orang atau badan hukum yang

melaksanakan . . .
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melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah
serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil;
pembagian tupgas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik wertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas, dan

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh pimpinan

sesual tugas dan fungsinyva.

Pasal 116
Bidang Perumahan terdiri dari kelompok Jabatan
Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a, Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan
Perumahan;
b. Sub Koordinator Rumah Umum dan Rumah
Khusus;
e. Sub Koordinator Pembangunan, Rechabilitasi
Rumah; dan
d. Jabatan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 117

Sulbr Keoordinator Pendataan dan Perencanaan
Perumahan mempunyali tugns koordinasi dan
pengelolann kegiatan terkait pendataan penyediaan
dan rehabilitasi, sosialisasi dan persiapan penyediaan
dan rehabilitasi, pembangunan dan rehabilitasi,
pendistribiisian dan serah terima rumah bagi korban
bencana atau relokasi program.

(2) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pendataan dan
Perencanaan Perumahan mempunyai uraian tugas:

8.

melaksanakan identifikasi perumahan dilokasi
rawan bencana atau terkena relokasi program;
melaksanakan identifikasi lahan-lahan potensial
sebagai lokasi relokasi perumahan;
melaksanakan pengumpulan data rumah korban
bencana kejadian sebelumnya vang belum
tertangani, serta pendatazan tingkst kerusakan
rumah akibat bencana;

melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima
rumah bagi korban bencana alam atau terkena
relokasi program;

melaksanakan pendataan rumah sewa milik
masyarakat, rumah susun dan rumah khusus;
melaksanakan sosialisasi standar teknis
penvediaan dan rehabilitasi rumah kepada
masyarakat, sukarelawan tanggap bencana,
mekanisme penggantian hak atas tanah dan
bangunan, dan pengembangan perumahan baru
dan mekanisme akses perumahan Kredit
Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pemnbiayaan
Perumahan (KPR-FLFP);

melaksanakan pembentukan dan pelathan tim
satgas, tim pendamping dan fasilitator;
melaksanakan rembug warga uniuk menentukan
calon penerima rumah bagi korban bencana, dan
koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis
pelayanan;

melaksanakan rehabilitasi rumah, dan pengadaan
lahan untuk pembangunan rumah bagi korban
bencana;

melaksanakan penyusunan sife plan dan/atau
detail engineering design {DED) bagi rumah korban
bencana atau relokasi program;

k. melaksanakan . . .
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k. melaksanakan pembangunan rumah dan rumah
khusus beserta prasarsna, sarana dan utilites
umu (PSU) bapgi korban bencana atau relokasi
Prograin,

|. melaksanakan operasional dan pemeliharaan
lingkungan perumahan pada relokasi program;

m. melaksanakan pembagian rumah dan
penatausahasn serah terima rumah bag korban
bencana atau relokasi program; dan

n. melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 118

Sub Koordinator Rumah Umum dan Rumah Khusus

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait pembinaan pengelolaan rumah susun umum
dan/atau rumah khusus dan penerbitan sertifikasi
kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Keordinator Rumah Umum dan

Rumah Khusus mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan fasilitasi pengelolaan kelembagaan
dan pemilik/ penghuni rumah susun;

b. melaksanakan penatausahaan  pemanfaatan
rumah susun dan/atau rumah khusus;

c. melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi
penerbitan  sertifikat  kepemilikan bangunan
gedung (SKBG); dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 119
Sub Koordinator Pembangunan dan Rehabilitasi
Rumah mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan
kegiatan terkait rekomendasi teknis, pengendalian,
pengawasan dan evaluasi atas perizinan dibidang
pembangunan dan pengembangan perumahan.

(2) Dalam . , .

-
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[2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah mempunyai uraian tugas:

melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen
perolehan perizinen bidang pembangunan dan
pengembangan perumahan;

melaksanakan pengendalian, pengawasan dan
evaluasi atas perizinan bidang pembangunan dan
pengembangan perumahan;

melaksanakan penguatan dan pembinaan kepada
BLUD/BUMD untuk penyelenggaraan rumah
sederhana;

melaksanakan  koordinasi dan  sinkronisasi
pengendalian pembangunan dan pengembangan
perumahan;

melaksanakan  koordinasi  dan  sinkronisasi
kerjasama terkait perumahan umum/rumah susun
LITTLTTE;

melaksanakan perbaikan rumah tidak layek huni
untuk pencegahan, tumbuh dan berkembangnva
permukiman kumuh diluar kawasan permukiman
kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak
layak huni beserta Prasarana, S8arana dan Utilitas
Umum (P5U) diluar kawasan permukiman kumuh
dengan luas di bawah 10 {sepuluh) ha;
melaksanakan pemberian bantuan uang scwa
rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang
terkena program peremajaan permukiman kumuh;
dan

melaksanakan tupas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Paragraf 4
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 120

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang vang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
koordinasi penerbitan imin  pembangunan  dan
pengembangan Kawasan permukiman, penataan dan
peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, serta
penvelenggaraan urusan Prasarana dan Utilitas Umum
(FSU) perumahan.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 ayat (2), Kepala Bidang Kawasan Permukiman

mempunyai fungsi:

penyvelenggaraan kebijakan telnis terkait koordinasi
penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
Kawasan permukiman, penataan dan peningkatan
kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di
bawah 10 (sepuluh) ha, serta penyelenggaraan urusan
Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;
penyelenggaraan pemerintahan  daerah  terkait
koordinasi penerbitan  izin  pembangunan  dan
pengembangan Kawasan permukiman, penatasn dan
peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, scrta
penyelenggaraan urusan Prasarana dan Utilitas Umum
(PEU)} perumahan;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan tugas terkait koordinasi penerbitan izin
pembangunan dan  pengembangan  Kawasan

"

permukiman .
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permukiman, penataan dan peningkatan kualitas
Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah
10 (sepuluh] ha, serta penyelenggaraan urusan
Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan
tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 122
Bidang Kawasan Permukiman terdiri dar kelompok
Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan

Permukiman;

b. Sub Koordinator Penanganan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kumuh;

¢. Sub Roordmator Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (P5U) Perumahan; dan

d. Jabatan Fungsional lainnya.

Sub Koordinator sebagaimana dimalesud pada ayat (2)

huruf a, huruf b dan hurul ¢ berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 123
Sub Koordinator Pendatasn dan Perencanaan
Permukiman mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait penerbitan rekomendasi
teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
perizinan bidang pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman, serta penataan kualitas

kawasan . .

¥
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kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah

10 (sepuluh) ha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pendatasan dan

Perencanaan Permukiman mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen
perulehan perizinan bidang pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman.

b, melaksanakan pengendalian, pengawasan dan
evaluasi atas penzinan bidang pembangunan dan
pengembangan kawasan perrmmukiman.

¢. melaksanakan penyusunan dan/atau review serta
legalisasi rencana pembangunan dan
pengembangan kawasan  permukiman  dan
permukiman kumuh;

d. melaksanakan koordinesi dan sinkronisasi
pengendalian pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman dan permukiman kumauh;

¢, melaksanakan survei dan penctapan lokasi
perumahan dan permukiman kumuh;

f. melaksanakan penyusunan rencana pencegahan
dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

g. melaksanakan pembentukan / pembinaan
kelompok swadaya masyarakat di permukiman
kumuh, dan penyadaran publik pencegahan
tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;

h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pengendalian  penataan  pemugaran/ peremajaan
permukiman kumubh;

i. melaksanakan pembagian rumah, dan
penatausahean serah  terima  ramah  bag
masyarakat terdampak program pemugaran,
peremajaan permukiman kumuh;

j. melaksanakan penyusunan/ review, legalisasi

kebijakan  bidang Perumshan dan  Kawasan
Permukiman (PKP);

k. melaksanakan .
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k. melaksanakan tugas lain yang diberikan aleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 124

Sub  Koordinator Penanganan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas

koordinasi dan  pengelolaan  kegiatan  terkait

peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Penanganan

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

mMempunys uraian tugas:

a. melaksanakan perbaikan dan kerjasama perbaikan
rumah tidal layal huni;

b. melaksanakan koordinasi dan sikronisasi
pengendalian penyvelengEaraan pemugaran /
peremajaan permukiman kumth;

c, melaksanakan penyusunan rencana tapak (sie
plan) dan detail engineering desain [DED)
peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh;

d. melaksanakan pemberian bantuan uang sewa
rumah tinggal sementara bagi masyarakat yvang
terkena program peremajaan permukiman kumuh;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Fasal 125

Sub Keordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSU] Perumahan mempunvai tugas koordinasi dan
pengelolaan  kegiatan  terkait  penyelenggaraan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (P8U)
perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU} Perumahan mempunyai uraian

tugas:

a. melaksanakan . . .

¢
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a. melaksanakan perencanaan penyediaan  PSU
perumahan;

b. melaksanakan penyvediaan PSU di perumahan
untuk menunjang fungsi hunian;

c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam
rangka penyediaan PSU perumahan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pertanahan

Pasal 126

Bidang Pertanahan dipimpin cleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pertanahan mempunyal tugas
menyvelenggarnkan kebijakan daerah terkait
penyelesaian senghketa tanah, serta gant kerugian dan
penatagunaan dan pengelolaan tanah.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 ayat (2), Kepala Bidang Pertanahan mempunyai
fungsi:

.

penvelenggaraan kebijakan teknis terkail penyelesaian
sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian
masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan  oleh  pemerintah daerah, dan
penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu
daerah;

penyelenggaraan  pemerintahan  daecrah  terkait
penvelesaian senglketa tanah garapan dalam daerah,
penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah,
dan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu
dacrah;

c. penyelenggnraan . . .
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penvelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyelesaian sengketa tanah
garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti
kerugien dan santunan tanah untuk pembangunan
oleh pemerintah daerah, dan penggunaan tanah yang
hamparannya dalam satu dacrah;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian,  penelitian,  dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 128
Bidang Pertanghan terdin dan kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Penatagunaan dan Pengelolaan
Tanah;
b. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Tanah dan
Gant Kerugian; dan
c. Jabatan Fungsional lainnyva.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b berkedudukan di bawah dan
bertangpung fawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 129
Sub Koordinator Penatagunaan dan Pengelolaan Tanah
mempunyai koordinasi dan pengelolaan kegiatan tugas
terkait penggunaan tanah.
Dalam melaksanakan tugas schageimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Penatagunaan dan
Pengelolaan Tanah mempunyei uraian tugas:

a. melaksanakan . . .

2
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a, melaksanakan  koordinasi dan  sinkronisasi
perencansan penggunaan tanah;

b. melaksanakan koordinasi pemetaan zona nilai
tanah,

c. melaksanakan  koordinasi  dan  sinkronisasi
pelaksanaan konsolidasi tanah; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan lungsinya.

Pasal 130

Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Tenah dan

Ganti Kerugian mempunyai tugas koordinasi dan

pengelolaan kegiatan terkait penyelesaian sengketa

tanah garapan, dan penyelesaian masalah gant
kerugian dan santunan tensh untuk pembangunan
oleh pemerintah daerah;

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa

tanah dan Ganti Kerugian mempunyai uraian Dugas:

a. melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik, dan
perkara pertanahan;

b. melaksanakan mediasi penyelesaian senghketa
tanah garapan;

¢. melaksanakan penetapan daftar masyarakat
penerima santunan tanah;

d. melaksanakan |koordinasi dan  sinkronisasi
penvelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan; dan

¢. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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BAB VI
DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 131
Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan
bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah yang
dipimpin oleh Kepala Dinas sosial.
Dinas Sosial scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggpung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 132

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, yang terdiri dari Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

Bidang Pemberdavaan Sosial, Kepahlawanan, dan
Penanganan Bencana;

Bidang Rehabilitasi Sosial;

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan
Sosial;

UPT; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian . . .
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 133

(1) Dinas Sosirl memiliki tugas melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan,

(2} Dalam  menyelenggarakan tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai
fungsi:

a, perumusan kebijakan terkait pemberdayaan sosial,
penanganan  warga migran  korban  tindak
kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan
jaminan sosial, pPeENAnganan bencana,
pemeliharaan taman makam pahlawan.

b, penyelenggaraan uwrusan  pemerintahan  dan
pelayanan umum  terkait pemberdayvaan sosial,
penanganan warga migran  korban  tindak
kekerasan, rehabilitasi =sosial, perlindungan dan
jaminan sosial, pPEnAnganan bencana,
pemeliharaan taman makam pahlawan.

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
pemberdayvaan sosial, penanganan warga migran
korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, penanganan
bencana, pemeliharaan taman makam pahlawan.

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
pemberdayaan sosial, penanganan warga migran
korban tindak lkekerasan, rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, penanganan
bencana, pemeliharaan taman makam pahlawan;

¢. pelaksanaan  kesckretariatan  dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesusi dengan tugas dan fungsinya.

Bagian . . .

2
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Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 134

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan
tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133
dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan daerah.,

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 134, Kepala Dinas memiliki fungsi:

EI

perumusan kebijakan terkait pemberdayaan sosial,
kepahlawanan dan penanganan bencana, rehabilitasi
aosial, serta perlindungan sosial dan penanganan
fakir miskin;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum terkait pemberdayaan sosial,
kepahlawanan dan penanganan bencana, rehabilitasi
sosial, serla perlindungan sosial dan penanganan
fakir mskin;

pembinaan dan pelaksanaan tuges  terkait
pemberdayaan sosial, kepahlawanan dan penanganan
bencana, rehabilitasi sosial, serta perlindungan sosial
dan penanganan fakior miskn;

penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait
pemberdayaan sosial, kepahlawanan dan penanganan
bencana, rehabilitasi sosial, serta perlindungan sosial
dan penanganan fakir misking

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan . . .

¥
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 136

Sekretariatl dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertangsung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai ugas melaksanakan
pengelolaan péerencanasn, PpENEANEEAran, MANAJEMED
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, lkeuangan dan aset, pengembangan
kelembagasn dan tata laksana pelayanan publik,

k=shumasan dan kerjasama.

Pasal 137

Dalam melaksanakan migas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 ayat [2), Sekretaris mempunyai fungsi:

penvelengparaan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

penyelenggaraan  administrasi pendapatan daerah

kewenangan dinas;

penyelenggaraan administrasi umum dinas;

penyelenggaraan administrasi barang milik daerah

pada dinas;

penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas

penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup

dinas:

penyelenggaraan  layanan pengadaan  barang/jasa

lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
. penyelenggaraan . . .

¥
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penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata
laksana pelayanan publik serta pengelolaan
kepegawaian,

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanann tugas lain yvang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 138
Sekretariat, terdiri dari:
8. Subbagian Administrasi dan Umum;dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
b. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi; dan
¢, Jabatan Fungsional lainnya.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 139

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum
mempunyai  tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan surat  menyurat,
pengelolaan  arsip, pengelolaan sarana  prasarana
dinas, pengelolaan  pelayanan  umum  dinas,
penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,
pengelolaan administrasi keuangan dinas.

(2). Dalam . . .

v
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Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyai uraian tugas:

menyusun dan mengelola jasa surat menyurat;
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN,

melaksanakan penatausahaan dan
pengujian /verifikasi keuangan dinas;

menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
MEnyusun laporan keuangan
bulanan/ triwulanan / semesteran dan akhir tahun
dinas;

melaksanakan pengelolaan  dan  tanggapan
pemeriksaan;

menyusun pelaporan dan  analisis  prognosis
realisasi angparan;

menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas,

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi

Kunjungan tamu,

n. melaksanakan . . .

\
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melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
mMeEnyusun peErencanaan kebutuhan,
pPCRgAamMAanan, penilaian, pembinaan dan
pelaporan barang milik dacrah pada dinas;
melaksanakan penyelenggarsan rekonsiliasi dan
penvusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
daerah;

melaksanakan analisa dan  pengembangan
retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan
retribusi daerah;

melaksanakan penyuluhan dan penyebariuasan
kebijakan retribusi daesrah;

melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek
retribusi daerah;

melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;
melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi
daerah;

membagi  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 140

Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

kinera.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

[

b.

8 B0

g |

menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan
REKA-dinas;

menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memiormulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan;
menvusun  kaidah — pelaksanaan  rencana
pembangunan;

menyusun alternatii dan model hubungan
kausal f fungsional,;

menguji alternatif kriteria dan model;

menyusun  perencanaan kebijakan  strategis
jangka pendek pada lingkup dinas;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

MEnyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
melakukan telashan lingkup lingkup dinas
terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran
dengan mitra legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup
dinas dan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal .
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Pasal 141

Sub  Koordinator Kepegawaian dan Organisasi
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolasn kegiatan
terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepegawaian,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kepegawaian dan
Organisasi mempunyai uraian tugas:

mendiagnosis struktur/kelembagaan /
tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk
instansi pemerintah;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepepgawaian pada dinas;

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

menganalisis proses  penyusunan  kebutuhan
aparatur sipil negora;

menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi pegawai atau  proyeksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan aparatur sipil negara;

menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
Iingkup dinas;

menganalisis proses penugasan aparatur sipil
Negara;

menyusun rencana pengembangan individu
pegawal (indiviual development plan)

m. menyusun . .
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m. menyusun peta strategi (strategy map) unit
kerja forganisasi/instansi pemerintah;

n, mengelola proses manajemen kinerja pegawad dan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragral 3
Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan, dan
Penanganan Bencana

Pasal 142

Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan, dan
Penanganan Bencana dipimpin oleh scorang Kepala
Bidang yvang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan,
dan Penanganan Bencana mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah  terkait
pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam
pahlawan dan penanganan bencana.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 142 avat (2], Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,
Kepahlawanan, dan Penanganan Bencana mempunyai
fungsi:

B.

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait
pemberdayaan sosial, kepahlawanan, dan penanganan
bencana;

penvelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
pemberdayaan sosial, kepahlawanan, dan penanganan
bencana;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tagas terkail pemberdayaan  sosial,
kepahlawanan, dan penanganan bencana;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. pengendalian | | |

¢
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pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik wvertilal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesual tupas dan fungsinya.

Pasal 144

Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepahlawanan, dan
Penanganan Bencana terdiri dan kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
@,  Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial;
b. Sub Koordinator Pengelolaan Taman Makam

Pahlawan dan Penanganan Bencana; dan
¢, Jabatan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf a dan huruf b berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 145

Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial mempunyai
tugas koordinasi dan penpelolaan kegiatan terkait
pemberdayaan sosial; rekomendasi teknis,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan
dibidang sosial; pengembangan potensi sumber
leesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial
MEMPLUNYal Uraian [Ugas:

a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan sosial dan

peningkatan kapasitas dan pendampingan;

b. melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi

penerbitan izin dibidang sosial;

¢, melaksanakan . ..
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c. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi
pekerja sosial masyarakat dan tenaga
kesejahteraan sosial kecamatan;

d. melaksanakan peningkatan kemampuan potensi
sumber kesejahteraan sosial  keluarga dan
kelembagaan masyvarakat;

e. melaksanakan peningkatan kemampuan sumber
daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi
kesejahteraan keluarga (LK3);

f. melakukan pembinaan dan bimbingan bagi
penyeienggara undian;

g. memproses pemberian hibah dan bantuan sosial
dari pemerintah;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 146

Sub Keordinator Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

dan Penanganan Bencana mempunyai  tugas

koordinasi dan pengelolsan kegiatan  terkait
pengelolaan taman makam pahlawan dan penanganan
bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1}, Sub Koordinator Pengelolaan Taman

Makam Pahlawan dan Penanganan Bencana

Mempunyai uratan tugas.

a. melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana
taman makem pahlawan nasional di daerah;

b. melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan dan
pengamanan taman makam pahlawan nasional dan
makam tokoh penting di daerah;

c. melaksanakan penyediaan makanan, sandang dan
lempat penampungen pengungsi bagi  korban
bencana;

d. melaksanakan penanganan khusus bagi kelompok
rentan bag korban bencana;

e, melaksanakan |
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e. melaksanakan pelayanan dolkungan psikososial
bagi korban bencana;

f. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan
pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna
siaga bencana,

g, melaksanakan penangenan korban bencana alam
dan bencana sosial;

h. melaksanaken pengelolaan dan penyaluran logistik
bencana alam dan bencana sosial:

1. fasilitasi pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda
kehormatan kepahlawanan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 147

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin olch scorang
Kepala Bidang wang berkedudukan dibawah dan
bertanggpung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
rehabilitasi sosial dasar dan rchabilitasi sosial
Penyandang Masalah Kessjahteraan Sosial (PMKS)
lamnya.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 147 ayat (2), Kepala Bidang Rechabilitasi Sosial

mempunyai fungsi:

H.

penyelenggaraan kebijakan teknis rehabilitasi sosial
dasar dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial [PMKS) lainnya;

b. penyelenggaraan . . .
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penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
rehabilitas:  sosial dasar dan  rehabilitasi  sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMES)
lainnya;

penyvelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait rehabilitasi sosial dasar dan
rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, peneliian dan  pemeriksanaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 149

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dar kelompok
Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a, Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar;
b. Sub Koordinator Rehahbilitasi Sosial PMKS lainnya;

dan
¢. Jabatan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurufl a dan huruf b berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 150
Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolansn kegiatan terkait
rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta
gelandangan pengemis di luar panti sosial.

(2) Dalam . . .

¥
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial

Dasar meémpunyni urian tugas;

i,

melaksanakan penyediaan permakanan, sandang
dan penyediaan alat bantu;

melaksanakan pemberian pelayanan reunifikasi
keluargsa;

melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental,
spiritual, dan sosal;

melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada
keluarga penyandang disabilitas terlantar, analk
terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan
pengemis dan masyarakat;

melaksanakan fasilitasi pembuatan nomeor induk
kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan
kartu identitas anak;

melaksanakan pemberian akses ke layanan
pendidikan dan kesehatan dasar;

melaksanakan layanan data dan pengaduan;
layanan kedaruratan; pelayanan penslusuran
keluarga; serta pemberian layanan rujukan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 151

Sub Koordinator Rehabilitasi Sesial PMKS Lainnya
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait rehabilitasi  sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban
HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial serta warga
negara migran korban tindak kekerasan,

{2). Dalam . . .
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial PMKS
Lainnya mempunyai uraian tagas:

H.

melaksanakan layanan data, pengaduan dan
kedaruratan;

melaksanakan penyediaan permakanan, sandang,
penyediaan alat bantu serta penyediaan perbekalan
kesehatan di luar panti;

melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental,
spiritual, dan sosial;

melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada
keluarga penyvandang masalah kesejahteraan sosial
IPMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan
NAPZA,

melaksanakan fasilitasi pembuatan nomor induk
kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan
kartu identitas anak;

melaksanakan pemberian akses ke lavanan
pendidikan dan kesehatan dasar;

melaksanakan pelayanan penelusuran keluarga,
reunifikasi  keluarga dan pemberian layanan
rujukan;

melaksanakan kerjasama antar lembaga dan
kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial
daerah;

melaksanakan [asilitasi pemulangan warga negara
migran korban tindak kekerasan dari titik
debarkasi di daerah untuk dipulengkan ke daerah
asal; dan

melaksanekan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
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Paragraf 5

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial

(1)

(2]

Pasal 152

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan
Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan
Perlindungan Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pendataan
dan pengelolaan data kemiskinan, penyelenggarann
Jaminan sosial, penanganan falir miskin dan anak
terlantar, dan perlindungan sosial.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 152 ayat (2], Kepala Bidang Penanpganan Fakir Miskin
dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi:

al

penyelenggaraan kebijakan telknis terkait pemeliharaan
anak terlantar, pengelolaan data fakdr miskin dan
perlindungan sosial.

penyelenggaraan  pemerintahan daerah terkait
pemeliharaan anak terlantar, pengelolaan data fakir
miskin, dan perlindungan sosial,

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pemeliharaan anak
terlantar, pengelolaan data fakir miskin dan
perlindungan sosial.

membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing
bawahan dalam pelaksanaan tugas;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian dan pemeriksanaan
pelaksanaan tugas bawahan;

g. pelaksanaan . .
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(3)
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuail tugas dan fungsinya.

Pasal 154
Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan
Sosial terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Pendataan dan Pengelolaan Data
Kemiskinan;
b. Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin dan
Anak Terlantar;
c. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan
d. Jabatan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ vang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

Pasal 155
Sub Koordinator Pendatsan dan Pengelolaan Data
Kemiskinan mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan  kegiatan  terkait pengumpulan dan
pengelolaan data fakir miskin.
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pendataan dan
Pengelolaan Data Kemiskinan mempunyai uraian
tugas;
a. melaksanakan pendataan fakir miskin;
b. melaksanakan pengelolaan data fakir miskin; dan
dan;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal . . .
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Pasal 156
Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin dan Anak
Terlantar mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan  kegiatan  terkait  pemeliharsan  anak
terlantar,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Penanganan Fakir
Miskin dan Anak Terlantar mempunyal uraian tugas:
a. melaksanakan penjangkauan dan rujukan anak
terlantar;
b. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan
pemeliharann anak terlantar; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Pasal 157

Sub Koordinator Perlindungan Sosial mempunyai tugas

koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait-fasilitasi

bantuan sosial

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Perlindungan Sosial

MEMmpunyal uraian tugas:

a. melaksanakan fasilitasi bantuan sosial
kesejahteraan keluarga dan bantuan
pengembangan ekonomi masyarakat dan;

b. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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BAE VI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 158

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur
pelaksana urusan bidang letentraman dan ketertiban
umum gerta perlindungan masyarakat sub urusan
ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi
kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada avat (1) berkedudukan di bawah dan bertangpung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pa=zal 159

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

.
b

Kepala Satuan,

Sekretariat, terdiri dar

1. Subbagian Administrasi dan Umum;

2. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan

3. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi,

Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan

Ketertiban Umum, terdini dari:

1. Beksi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum; dan

2. Seksi Penindakan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum.

Bidang Penegakan Perda, terdiri dari:

1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan

2. Beksi . . .
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2. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negern Sipil
[PPNS]).

Bidang Pengembangan Kerjasama Trantibum dan

Pemberdavaan Satpol PP dan Linmas, terdiri dan:

1. Seksi Peningkatan Kepasitas dan Pemberdayaan
Satpol PP dan Linmas; dan

2. Scksl HKerjasama Pencegahan dan Penanganan
Gangpguan Ketenléraman dan Ketertiban Umam.

UPT; dan

kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 160
Satuan  Polisi  Pamong Praja memilila tugas
melaksanakan Urusan pemerintahan hidang
ketenteraman dan  ketertiban umum  serta
perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.
Dalam  menvelenggarakan  tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum terkait ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
ketenteraman dan  ketertiban umum  serta
perlindungan masyarakat;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
ketenteraman dan  ketertiban umum  serta
perlindungan masyarakat;

pelaksanaan . .
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e. pelaksanaan  kesckretariatan  dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serts organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanssn tugas lein yang diberikan aoleh
Walikota sesual dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Urasan Tugas

Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 161
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 160 dalam kerangka pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 162

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan

tupgas sebapgaimana dimaksud dalam pasal 161, memiliki

fungsi;

a. pengkoordinasian perumusan  kebijakan  terkait
penanganan pangguan ketenteraman dan ketertiban
umum, penegakan perda, dan pengembangan kerjasama
trantibum dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas;

b. pengkoordinasian penvelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum terkait penanganan
gangguan ketenteraman dan lketertiban  umum,
penegakan  perda, dan  pengembangan  kerjasama
trantibum dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas;

¢, pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas
terkait penanganan gangguan ketenteraman  dan
ketertiban umum, penegakan perda, dan pengembangan
kerjasama trantibum dan pemberdayaan Satpol PP dan
Linmas;

d. penyelenggaran . . .

2
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d. penvelengpgaraan sistem pengendalian intern terkait
penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban
umum, penegakan perda, dan pengembangan kerjasama
trantibum dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas;

e. pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Satuan
Polisi Pamong Praja terkait perencanaan dan
penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi
dan kepegawaian; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 163

[1] Sekretariat dipimpin oleh secorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas,

{2) SBekretaris — mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan perencanaan, penNEangEAran, mManajemen
resiko, monitoring, ecvaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan
kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik,

kehumasan dan kerjasama.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 163 ayat (2], Sekretaris mempunyal lungsi:

a4, penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

¢.  penyelengparaan administrasi umum dinas;

d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah
pada dinas;

e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas

. penyelenggaran . . .

v
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(2)

(1)
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penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup
dinas:

penyelenggaraan layanan pengadsan  barang/jasa
lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
penyelenggaraan pengembangan kelembapaan dan tata
laksana pelayanan publik serta pengelalaan
kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan keoordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 165
Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Administrasi dan Umum;
b. SBubbagian Perencanaan dan Penganggaran;
¢. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, dan
d. Jabatan Fungsional Lainnya.
Masing-masing Subbagian sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf ¢ dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 166
Kepala Subbagian Administrasi dan Umum
mempunyai  tugas pelaksanasan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan sumat menyurat,
pengelolaan  arsip, pengelolaan sarana prasarana
dinas, pengeiolaan pelavanan umum  dinas,

penatausahaan . . .

¥
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penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,
pengelolaan administrasi keuangan dinas,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1}, Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyal uraian hgas:

a.

menyusun dan mengelola jasa surat menyurat;
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN,

melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan dinas;

menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
MEryLUsLIn laporan keuangan
bulanan/trivalanan /semesteran dan akhir tahun
dinas;

melaksanakan  pengelolaan dan  tanggapan
pemeriksaan;

menyusun pelaporan dan analisis prognosis
realisas: anggaran;

menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana  gedung
kantor;

meclaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;
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rn. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;

0. mMmenyusun pCrencanasn kebutuhan,
pengamanan,  penilaian,  pembinaan  dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;

p. melaksanakan peényelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daerah pada
dinas,

gq. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik dacrah pada dinas;

r. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

8 mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

t. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanasn tugas; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 167
Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
mempunyai  tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan
Penganggaran mempunyai urajan tugas:
a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
b. menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan
REA-dinas;
menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memiormulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan;

= 0 A n

g. menyusun . ., .



(1)

(2)

. 194G .

menyusun  kaidah  pelaksanaan  rencana
pembangunan;

menyusun alternatif dan model hubungan
kausal/ fungsional;

menguji alternatif kriteria dan model;

menyusun perencanaan kebijakan strategis
jangka pendek pada lingkup dinas;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
Ingkup dinas;

. mMenyusun Tancangan rencana anggaran dan

pembiayasn pembangunan pada lingkup dinas;
melakukan telaahan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas;
membagi  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal puna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 168

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi
mempunyai  tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait kelembagaan dan tata laksana dinas
stria pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada avat (1), Kepala Subbagian Kepegawaian dan
Organisasi mempunyai uraian tugas:

a. mendiagnosis . . .

¥
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mendiagnosis struktur / kelembagaan /
tatalaksana/proses bisnis yang efektl untuk
instansi pemerintah;

menyusun pedoman dan  petunjuk teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

melaksanakan penyinpan bahan pengembangan
pelavanan publik;

penvediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

melaksanakan sosializasi dan bimbingan tekmnis

terkait produk hukum daerah;
menganalisis  proses  penyusunan  kebutuhan
aparatur sipil negara;

menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi  pegawai  atau  proveksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
Jabatan aparatur sipil negara;

menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

menganalisis proses. penugasan aparatur sipil
negara,

menyusun rencana pengembangan  individu
pegawai (indiviual development plan);

menyusun peta strategi  (strafegy map] unit
kerja/organisasi/instansi pemerintah;

mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
membagi  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalilean, menecliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

r. melaksanakan . . .

v
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r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan lungsinya.

Paragraf 3
Bidang Penanganan Gangguan Kententeraman dan
Ketertiban Umum

Pasal 169

(1] Bidang Penanganan Oangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melaln Sekretaris.

(2] Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum mempunyai tugas
menyvelengearakan kebijakan daerah terkait
penanganan gangguan, ketenteraman dan ketertiban

LETILETL,

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 169 ayat (2), Bidang Penanganan Gangguan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

a, penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pencegahan
dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban
umum;

b. penvelenggaraan pencegahan dan penindakan gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum;

¢. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pencegahan dan penindakan
gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum;

d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan
tugas bawahan;

[. pelaksannan konsultasi dan koordinasi baik wertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

E. pelaksanaan . . .

¢
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g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(1)

12)

(1]

(2)

sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 171
Bidang Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum, terdiri dari:
a. Seksi Pencegahan Ganppuan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum;
b, Seksi Penindakan Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum; dan
¢. Jabatan Fungsional lainnyva.
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huraf a dan huruf b dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi vang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 172

Seksi Pencegahan Ganpguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum mempunyai  tugas terkait

pencegahan gangpuan ketenteraman dan ketertiban

LImILIm,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Secksi Pencegahan Gangguan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum  mempunyai

uraian tugas:

a. menyiapkan  bhahan  perumusan  kebijakan
pencegahan gangguan, deteksi dini dan cegah dini
ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan
dan penyuluhan, pelaksanaan patroli,
pengamanan, dan pengawalan;

b. melaksanakan deteksi dini dan cegah dini
ketenleraman dan keterttban vumum;

c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan
ketenteraman dan ketertiban umum;

d. melaksanakan patroli, pengamanan, — dan
pengawalan;

e. melaksanakan . . .
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e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan  kKetertiban umum  serta
perlindungan masyarakat;

{. membagi tugas, memberdi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

g. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 173

Seksi Penindakan Gangguan Ketenieraman dan

Ketertiban Umum mempunyai tugas pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi terkait penindakan gangguan

ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimalksud

pada ayat (1), Seksi Penindakan Gangpuan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai

uraian tugas:

a, menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan
penindakan atas gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada
melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa;

b, melaksanakan  penindekan atas  gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan
Perda dan Perkada;

c. melaksanakan penertiban dan penanganan unjuk
rasa dan kerusuhan massa;

d. membagi tugas, memben petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. menpgendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

f. melaksanakan . . .
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f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain vang diberikan coleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Paragrafl 4
Bidang Penecgakan Perda

Pasal 174

Bidang Penegakan Perda dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretarnis.

Bidang Penegakan Perda mempunyai  tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penegakan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 174 avat (2), Bidang Penegakan Perda mempunyai
fungsi:

penyelenggaraan kebijakan teknis terakail penegakan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta
pembinaan penvidik pegawai negeri sipil (PPNS);
penvelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
penegakan peraturan dacrah dan peraturan kepala
daerah serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil
(PPNS);

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penegakan peraturan dacrah
dan peraturan kepala daerah serta pembinaan penyidik
pegawai negeri sipil [PPNS);

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawshan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

. melaksanakan . . .
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(1)
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melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 176

Bidang Pencgakan Perda, terdiri dari:
a. Secksi Pencgakan Peraturan Daerah; dan
b. Secksi Pembinaan Penyidik Pegawal MNegeri Sipil

(PPNS),
Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin olsh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Pasal 177

Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas

penegakan perda dan pérkada.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Penegakan Peraturan Dacrah

mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang
sosmalisasi, pengawasan  kepatuhan terhadap
pelaksanaan serta penanganan atas pelanggaran
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

b. melaksanakan sosialisasi penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah;

c. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan
terhadap pelaksanaan peraturan deerah dan
peraturan kepala daerah;

d. melaksanakan penanganan atas pelanggaran
peraturan daerah dan peraturan kepala dacrah;

e, membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

f. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa

pelaksanaan tugas bawahan;

g. melaksanakan , . .

v
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g melaksanakan konsultasi dan keordinasi baik
vertikal maupun honzontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 178

Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS)

mempunyai tugas pembinaan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksl Pembinaan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) mempunyai uraian tugas:

a, menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang
pengembangan kapasitas dan karir PPNS;

a. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas
dan karir PPNS;

b. membagi tugas, wmemberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

. mengendalikan, menelit, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

d., melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesual tugas dan lungsinya.

Paragral 5
Bidang Pengembangan Kerja Sama Trantibum dan
Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas

Pasal 179
Bidang Pengembangan Kerjasama Trantibum Dan
Pemberdayaan Satpol PP Dan Linmas dipimpin oleh
scorang Kepala Bidang vang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris,

(2) Bidang . . .

v
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Bidang Pengembangan Kerjasama Trantibum Dan
Pemberdavaan Satpol PP Dan Linmas mempunyai
tugas menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan
pemberdayaan Satpol PP dan linmas serta kerjasama
penocgahan dan penanganan gangguan ketenteraman
dan ketertiban umum.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 179 avat (2), Bidang Pengembangan Kerjasamsa
Trantibum Dan Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas

mempunyai fungsi

penyvelenggaraan kebijakan teknis terkait peningkatan
kapasitas dan pemberdayaan Satpol PP dan Linmas
serta  kerjnsama pencegahan dan  penanganan
gangpuan ketenteraman dan ketertiban umum;
penyvelenggaraan — peningkatan kapasitas dan
pemberdayasn Satpol PP dan Linmas

Penvelenggaraan kerjasama pencegahan dan
penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban
umum;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tuges terkait peningkatan kapasitas dan
pemberdayaan Satpol PP dan Linmas serta kerjasama
pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman
dan ketertiban umum;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

ptlaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pazal . . .
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Pasal 181

Bidang Pengembangan Kerjasama Trantibum dan

Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas, terdirt dar:

a. Scksl Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan
Satpol PP dan Linmas;

b. Seksi Kerjasama Pencegahan dan Penanganan
Gangpuan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
dan

¢. Jabatan Fungsional lainnva.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada

mayat (1} huruf a dan hurul b dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi wvang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paszal 182

Seksi Peninglkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Satpol

PP dan Linmas mempunyai tugas peningkatan

kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan

perlindungan masyarakat serta pemberdayaan
perlindungan masyvarakat dalam rangka ketentrarman
dan ketertiban umum,

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas dan

Pemberdayaan Satpol PP dan Linmas mempunyai

uraian tugas:

a. menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan
peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong
Praja dan satuan perlindungan masyarakat serta
pemberdayaan perlindungan masyvarakat dalam
rangka ketentraman dan ketertiban umum;

b. melaksanakan pemberdayaan perlindungan
masyvarakat dalam rangka ketenframan dan
ketertiban umum;

c. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Satpol
PP dan satuan perlindungan masyarakat;

d. membagi . . .

>
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d. membagi tugss, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. mengendalikan, meneliti, dan  memeriksa
ptlaksanaan tugas bawahan;

. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinva,

Pasal 183

Seksi  Kerjasama Pencegahan dan Penanganan

Ganggpuan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

mempunyal tugas melaksanakan kerjasama antar

lembapa dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan
penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban

LLFFTLATT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Kerjasama Pencegahan dan

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan
kerjagama antar lembaga dan kemitraan dalam
teknik pencegahan dan penanganan gangguan
Ketenteraman dan ketertiban umum, menyediakan
layanan dalam rangka dampak penegakan Perda
dan Perkada, pengadaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana ketenteraman  dan  ketertiban
umum, dan menyusun SOP ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

b. kerjasama antar lembaga dan kemitrman dalam
teknik pencegahan dan penanganan gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum;

¢. menyediakan layanan dalam rangka dampak

penegakan Perda dan Perkada;

d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;

e, MmMenyusun . . .

3
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e. menyusun SOP  ketertiban umum  dan
ketenteraman masyarakat;

f. membagi tugas, member petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

g. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawshan;

h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisast dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

i. meclaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 184
Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur
pelaksana urusan bidang ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat sub urusan
kebakaran yang menjadi kewenangan dacrah vang
dipimpin oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran,
Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalun Sekretaris Daerah

Bagpan Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 185

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri

clart:

W
b,

Kepala Dinas;
Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian. ..
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1. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan
Organisasi; dan

2.  Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Bidang Penyvelamatan Dan Penanganan Kebalkaran,

dan Pertolongan Korban, terdiri dari:

1. Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya
dan Beracun Kebakaran; dan

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan
Penangpulangan Kebakaran;

Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi

Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat,

terdir: dar:

1. Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; dan

2. 8eksi Pemberdayaan — Masyarakat  dalam
Pencegahan Kebakaran.

UPT, dan

kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 186

Dinas Pemadam = Kebakaran memiliki  tugas
melaksanakan urusan pemerintahan  bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang
menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam  menyelenggarakan  tugas — scbagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran

mempunyal fungsi:

A. perumusan kebijakan terkait ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
sub urusan kebakaran.

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum  terkait Ketenteraman dan

ketertiban . . .

\
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ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
sub urusan kebakaran;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
ketenteraman dan  ketertiban umum  serta
perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran,

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
ketenteraman  dan ketertiban  umum  serta
perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

e. pelaksanaan  kesekretariatan dinas  terkait
perencanaan dan kecuangan serta umum,
kepegawaian dan organisasi; dan

[. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 187

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dalam

kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 187, Kepala Dinas memiliki fungsi:

.

perumusan kebijakan terkait penyelamatan dan
penanganan kebakaran, dan petolongan korban, serta
inspeksi peralatan proteksi, investigasi kejadian
kebakaran dan pemberdayaan masyarakat;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait penyelamatan dan penanganan
kebakaran, dan petolongan korban, serta inspeksi

peralatan . . |

v




(1}

(2]

_ 143 -

peralatan protelesi, investigasi kejadian kebakaran dan
pemberdayaan masyarakat;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
penvelamatan dan penanganan  kebakaran, dan
petolongan korban, serta inspeksi peralatan proteksi,
investigasi  kejadian kebakaran dan pemberdayaan
masyarakat;

penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait
penvelamatan dan penanganan  kebakaran, dan
petolongan korban, serta inspeksi peralatan proteksi,
investigast kejadian kebakaran dan pemberdayaan
masyarakat;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan keuangan serta umum, kepegawaian
dan erganisasi; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragrafl 2
Sekretariat

Pasal 189

Sekretariat dipimpin oleh scorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan perencanasn, ponganggaran, manajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan
aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana
pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 189 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:

H.

penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaran . . .

-
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penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penyelenggaraan  administrasi  pendapatan daerah
kewenangan dinas;

penyelenggaraan administrasi umum dinas;
penyelenggaraan administrasi barang milik daerah
pada dinas;

penyelenggarpan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas
penyelengparaan penyediaan jasa penunjang lingkup
dinas:

penyelenggaraan  layanan pengadaan  barang/jasa
lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata
laksana  pelayanan  publik  serta  pengelolaan
kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual lugas dan fungsinya.

Pasal 191
Sekretariat, terdin dari:
a, Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan
Organisasi; dan
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
c. Jabatan Fungsional lainnya.
Masing-masing Subbagian scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh scorang

Kepala .
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Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 192

Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan
Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi terkait pengelolaan kelembagann, tata
laksana dinas, surat menyurat, pengelolaan arsip,
pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan
administrasi kepegawalan, administrasi  umum,
pengelolaan pelayanan umum dinas, penatausahaan
barang milik daerah pada dinas.

Dalam melaksanakan tuges scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi,

Kepegawaian dan Organisasi mempunyai uraian tugas;

a. mendiagnosis struktur/ kelembagaan /
tatalaksana/proses bisnis yang efcktif untuk
instansi pemerintah;

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publilk;

d, penyedinan administrasi pelaksanaan tugas ASN;

e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

[ menyusun data dan penpgelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah,

h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan
aparatur sipil negars;

i. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi pegawai atau  proyeksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan aparatur sipil negara;

. menyusun . . .
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menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

menganalisis proses penugasan aparatur sipil
NEegar;

menyusun rencana pengembangan  individu
pegawii [iIndividual development plan);

menyusun peta  strategi  (strategy map) unit
kerja/organisasi/instansi pemerintah;

mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
menyusun dan mengelola jasa surat menyurat;
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa
peralatan dan periengkapan dinas;

melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

menyvusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
mMenyusun perencanaan kebutuhan,
pengamansan, — penilaian, pembinaan  dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan
penviusunan laporan barang milik dacrah pada

dinas;

y. melaksanakan . . .

b
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v. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daerah pada dinas;

z. membagi tugas, memberi petunjule, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

aa. mengendalikan, meneliti dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

bb. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
keolancaran pelaksanaan tugas; dan

ce. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesudal tugas dan fungsinya.

Pasal 193

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai tugas terkait pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkail perencanaan, penganggaran, evaluasi
kinerja, serta pengelolaan administrasi keuangan
dinas, dan administrasi pendapatan daerah
kKewenangan dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan
Keuangan mempunyvai uraian tugas:
a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
b. menyusun dokumen RKA-dinas dan perubahan

EEKA- dinas;

e. menyusun DPA- dinas dan perubahan DPA- dinas;
d. menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e. memformulasikan sajian untuk analisis;

[. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

E. mMenyusun kaidah ptlaksanaan rencans
pembangunan;

h. menyusun alternatif dan model hubungan
kausal/ lungsional;

i.  menguji alternatif kriteria dan model;

j- menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka

pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun ., . .

b




i

bh.

- 148 -

menyusun perencanaan program dan  kegiatan
bidang;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

Menyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
melakukan telaahan lingkup dinas terhadap proses
dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra
legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan pada lingkup dinas;
melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
daerah;

melaksanakan analisa dan pengembangan retribusi
daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi
daerah;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan
kebijakan retribusi daerah;

melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek
retribusi daerah;

melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
melaksanakan penctapan wajib retribusi daerah;
melaksanakan pelaporan  pengelolaan  retribusi
daerah;

menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN;

meiaksanakan penatausahaan dan
pengujian /verifikasi keuangan dinas;

menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
menyusun laporan keuangan
bulanan/triwulanan /semesteran dan akhir tahun

dlirss:

. melaksanakan pengelolaan  dan tanggapan

pemeriksaan,
menyusun pelaporan dan analisis prognosis
redalisasi anggaran;

cc. membagi . . .




. 149 .

ce, membagt tugas, memberi petunjulk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

dd. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
petlaksanaan tugas bawahan;

ee. melaksanakan konsultasi dan  koordinasi  baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas, dan

ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragrafl 3

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan

(1)

12)

Pertolongan Korban

Pasal 194

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran,
dan Pertolongan Korban dipimpin oleh scorang Kepala
Bidang vang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Penyelamatan Dan Penanganan
Kebakaran, Dan Pertolongen Korban mempunyai
tugas menycienggarakan kebhijakan dacrah terkait
pencegahan, pengendalian, pemadaman,
penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan
beracun  kebakaran, operasi pencarian | dan
pertolongan  korban  kecbakaran, serta sarana dan

prasarana pencegahan dan penanggulangan
kebakaran

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam
Pasal 194 ayat (2), Kepala Bidang Penyelamatan dan
Penanganan Kebakaran, dan Pertolongan Korban
mempunyai fungsi:

penyelengparaan kebijakan teknis terkait pencegahan,
pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan
penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran

-
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(2]
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scrta  penyclengparaan  operasi  pencarian dan
pertolongan terhadap  kondisi | membahayakan
manusia;

penvelenggaraan  pemerintahan dasrah  terkait
pencegahan, pengendalian, pemadaman,
penvelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan
beracun kebakaran serta penyelenggaraan operasi
pencarian dan pertolongan terhadap kondisi
membahayakan manusia;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaen tugas terkait pencegahan, pengendalian,
pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan
berbahaya  dan beracun kebakaran seTtA
penvelenggarnan operasi pencarian dan pertolongan
terhadap kondisi membahayakan manusia;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 196

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran,

dan Pertolongan Korban terdiri dari:

g, Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penvelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya
dan Beracun Kebakaran;

b, Seksi Sarana dan Prasarana Pencepahan dan
Penanggulangan Kebakaran; dan

¢. Relompok Jabatan Fungsional;

Kelompok  Jabatan  Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Sub. ..
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a. Sub Koordinator Operasi Pencarlan dan
Pertolongan Korban Kebakaran; dan

b. Jabatan Fungsional lainnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi,

Kepala Seksi dan Sub Koordinator berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 197

Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Fenanganan Bahan Berbahaya
dan Beracun  Kebakaran mempunyai tupgas
pelaksanaan, monitoring dan  evaluasi  terkait
pencegahan, pengendalian, pemadaman,
penyvelamatan, dan penanganan bahan berbahaya
dan beracun kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala BSeksi Pencegahan,

Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

Kebakaran mempunyai uraian tugas:

a. melaksanskan pencegahan, pemadaman dan
pengendalian kebakaran;

b. melaksanaksn penyelamatan dan  evakuasi
korban kebakaran dan non kebakaran;

c. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan
beracun kebakaran,

d. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e, mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

[. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal puna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

¥
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Pasal 198

Sub Keordinator Operasi Pencarian dan Pertolongan
Korban Kebakaran mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait penyelenggaraan operasi
pencarian  dan  pertolongan terhadap kondisi
membahayakan manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada aval (1), Sub Koordinator Operasi Pencarian dan
Pertolongan Korban Kebakaran mempunyai uraian

tugas:

melaksanakan penyelenggaraan operasi
pencarian dan pertolongan pada  peristiwa vang
menimpa, membahayakan, dan /atau
mengancam kesclamatan manusia;
melaksanakan  standarisasi sarana dan
prasarana pencarian dan pertolongan terhadap
kondisi membahayakan manusia/penvelamatan
dan evakuasi;

melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana
pencarian dan  pertolongan terhadap kondisi
membahayakan manusiaf/penyelamatan dan
evakuasi;

melaksanakan pembinaan aparatur pencanan
dan pertolongan terhadap kondigi
membahayakan manusia/penyelamatan dan
evakuasi; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan olch

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 199

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan

Penanggulangan  Kebakaran mempunyai tugas
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi  terkait
standarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan, penangpgulangan  kebakaran dan alat
pelindung diri.

(2) Dalam . . .

¥
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{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Pencegahan dan  Penanggulangan — Kebakaran
mempunya uraian tugas:

a. melaksanakan standansasi sarana dan prasarana
pencegahan, penanggulangan  kebakaran dan
alat pelindung diri;

b. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat
pelindung diri;

c. melaksanakan pembinaan aparatur pemadam
kebakaran;

d. melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi
dan informasi kebakaran dan penyvelamatan

|SKIK])
e. melaksanakan penyelengparaan kerjasama dan
koardinasi antar daerah berbatasan, antar

lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan,
penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan
penyelamatan non kebakaran

f. membag: tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

g. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanasan tugas bawahan;

h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi Kejadian
Kebakaran Dan Pemberdayaan Masyvarakat

Pasal 200
(1] Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi
Kejadian Kebakaran Dan Pemberdayaan Masyarakat

dipimpin . . .

¥
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dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalul Sekretaris,

(2] Kepala Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi
Kejadian Kebakaran Dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah
terkait inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan
pemberdayaan masyarakat dalam  pencegahan
kebakaran.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 200 ayat (2), Kepala Bidang Inspcksi Peralatan

Proteksi, Investigasi Kejadian Kebakaran Dan

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan  kebijakan teknis terkait  inspeksi
peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian
kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan kebakaran,

b. penyelenggaraan inspeksi peralatan proteksi
kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan
pemberdayann  masyarakat dalam  pencegahan
kebakaran;

¢. penyclenggaraan monitoring, cvaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait inspeksi peralatan proteksi
kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan
pemberdavaan masyvarakat dalam  pencegahan
kebakaran;

d. membag tugas, memberi petunjuk, dan membimbing
bawahan dalam pelaksanaan tugas,

e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

I pelaksanaan konsultagi dan koordinasi baik wvertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinva.

Pasal . ..

b
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Pasal 202

Bidang Inspeksi Peralatan Proteksi, Investigasi
Kejadian Kebakaran Dan Pemberdayaan Masyarakat,
terdiri dari:
a. Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
b. Seksi Pemberdayaan Masvarakat  dalam

Pencegahan Kebakaran, dan
c. Jabatan Funggional lainnya.
Masing-masing Scksi scbagaimana dimaksud pada
ayvat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang
Kepala Beksi yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 203

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pencegahan Kebakaran Mempunyai tugas

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi  terkait

pemberdayaan masyarakat dalam  pencegashan
kebakaran;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pencegahan HKebakaran mempunyai uraian
tugas:

a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan dan  penanggulangan kebakaran
melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;

b. melaksanakan pembentukan dan pembinaan
relawan pemadam kebakaran;

c. melaksanakan dukungan pemberdayaan
masyarakat /relawan pemadam kebakaran melalui
penvediaan sarana dan prasarana;

d. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e, mengendalikan, menelin, dan memeriksa
pelaksanann tugas bawahan,

f. melaksanakan . . .

2
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melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan lungsinya.,

Pasal 204

kepala Seksi Inspelisi Peralatan Proteksi Kebakaran
mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait inspeksi peralatan proteksi kebakaran
dan investigasi kejadian kebakaran,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Scksi Inspeksi Peralatan Proteksi
Kebakaran mempunyai uraian tugas:

melaksanakan pendataan sarana prasarana
proteksi kebakaran;

melaksanakan penilaian  sarana  prasarana
proteksi kebakaran;

melaksanakan investigasi kejadian kebakaran,
meliputi penelitian dan pengujian penyebab
kejadian kebakaran

membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizonial guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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BAR X
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PELINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK

(1

[2)

DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu
Kedudulan

Pasal 205

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
Anak Serta Penpendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana merupakan unsur pelaksana urusan bidang
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta
urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana yang menjadi kewenangan daerah yang
dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Seria Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Orpanisasi

Pasal 206

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan
heluarga Berencana terdiri dari:

.
b,

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari Subbagian Administrasi dan
Urmnum.

Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan;
Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan
Khusus Anak;

e. Bidang . . .

t
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Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi
Keluarga, Gender dan Anak;

Bidang Keluarga Berencana;

Bidang Kesejahteraan Keluarga;

UPT; dan

kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 207

Dinas Pemberdayaann Perempuan Dan Pelindungan
Anak Seérta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana memiliki tugas melaksanakan wurusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak serta urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang
menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam  menyelenggarakan  tugas — sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayvaan

Perempuan Dan Pelindungan Anak Serta Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

da. perumusan kKebijakan terkait kualitas hidup
perempuan, periindungan perempuan, kualitas
keluarga, sistem data gender dan anak,
pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak,
pengendalian penduduk, keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan  umum  terkait  kualitas  hidup
perempuan, perlindungan perempuan, kualitas
keluarga, sistem data gender dan anak,
pemenuhan hak anak, perlindungan khusus ansk,
pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan
keluarga sejahtera;

c. pembinaan . . .
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c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kualitas
hidup perempuan, perlindungan perempuan,
kualitas keluarga, sistem data gender dan anak,
pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak,
pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan
keluarga sejahtera;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
kualitas hidup  perempuan, perlindungan
perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender
dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan
khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga
berencana, dan keluarga sejahters;

e. pelaksanaan kesekretanatan dinas terkait kualitas
hidup perempuan, perlindungan perempuan,
kualitas keluarga, sistem data gender dan anak,
pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak,
pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan
keluarga sejahtera; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragrafl 1
Kepala Dinas

Pasal 208
Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dalam
kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.

Pasal 209
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 208, Kepala Dinas memiliki fungsi:
a. perumusan kebijakan terkait kualitas hidup, dan
perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk,

sistem ., .

3
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sistem informasi keluarga, gender dan anak, keluarga
berencana, dan kesejahteraan keluarga;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait kualitas hidup dan perlindungan
perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
khusus anak, pengendalian penduduk, sistem
informasi keluarga, gender dan anak, keluarga
berencana, dan kesejahteraan keluarga;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kualitas
hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak
anak dan perlindungan khusus anak, pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, pender dan
anak, keluarga berencana, dan kesgjahteraan keluarga;
menyelenggarakan sistem pengendalian intern terkait
kualitas hidup dan perlindungan perempuan,
pemenuhan hak anak dan porlindungan khusus anak,
pengendalian penduduk, sistem informasi keluargs,
gender dan  anak, keluarga berencana, dan
kesejahteraan keluargs;

pelaksanaan kesckretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta kepegawaian dan organisasi; dan
pelaksanaan tugas lein yvang diberikan oleh Walikota
sesunl dengan tugas dan fungsimya.

Paragrafl 2
Sekretariat

Pasal 210

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan

kelembagaan . . .

%
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kelembagann dan tata laksana pelayvanan publik,
kehumasan dan kerjasama.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 210 ayat (2], Sekretaris mempunyai lungsi:

penyelenggaraan  perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja dinas;

penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penyelenggaraan administrasi umum dinas;
penyelenggaraan adminisirasi  barang milik
daerah pada dinas;

penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup
dinas

penvelengearaan  penyediaan  jasa  penunjang
lingkup dinas:

penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaan  pemeliharaan
barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah;

penyelenggaraan  pengembangan  kelembagaan
dan tata laksana pelayanan publik serta
pengelolaan kepegawaian;

penvelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

pengendalian, penelittan, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan  koordinasi  baik
vertikal maupun horizontal puna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan woleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 212
Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Administrasi dan Umum;dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Perencanaan dan
Penganggaran,
b.  Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi;
dan
- Jabatan Fungsional lainnya.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf
a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian; dan
Sub Koordinator dan Kepala Sub Bagian berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 213

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai
tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
pengelolaan surat  menyurat, pengelolaan arsip,
pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan
pelavanan umum dinas, penatatausahaan barang milik
daerah pada dinas, pengelolaan administrasi keuangan
dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, Kepala Subbagian Administrasi dan
Umuim mempunyai uraian tugas:

a.  menyusun dan mengelola jasa surat menyurat;
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b, melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

c. menyusun dan pembayvaran gaji dan tunjangan
ASN;

d. melaksanakan penatausahaan dan
pengujian fverifikasi keuangan dinas;

e. menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

menyusun . . .
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menyusun laporan keuangan
bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun
dinas;

melaksanakan pengelolaan  dan  tanggapan
pemeriksaan;

menyusun  pelaporan dan  analisis  prognosis
realisas: anggaran;

menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangea, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun PErenCanasn kebutuhan,
pengamanan, — penilaian, pembinaan dan
pelaporan barang milik dacrah pada dinas;
melaksanakan penvelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik dacrah pada dinas;

membagi  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

t. melaksanakan . . .
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t. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 214

Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait perencanaan, penganggaran, den evaluasi
kinerja

Dalam melaksanakan tmugas sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan
Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dokumen perencanaan dinas;

b. menyvusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan
RKA-dinas;

menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembanpunan;
g. menyusun  kaidah  pelaksanaan  rencana

o8 oan

pembangunan;

h. menyusun alternatii dan model hubungan
kausal/ fungsional;

t.  mengup alternatif kriteria dan model;

. menyusun perencanaan kebijakan strategis
jangka pendek pada linglkup dinas;

k. menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

. menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

M. MEenyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada linglup dinas;

n. melakukan . .
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melakukan telashan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran denpan
mitra legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana peéembangunan pada
dinas;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan lungsinya.

Pasal 215
Koordinator Kepegawaian dan Orpanisasi

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Sub Koordinator Kepegawaian dan
Organisas) mempunyai uraian tugas:

A,

mendiagnosis strukiur/kelembagaan /
tatalaksana/proses bisnis yeng efektif untuk
instansi pemerintah;

menyusun  pedoman dan  petunjuk  teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan puhblik;

penvediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
melaksanskan penyiapan bashan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

menganalisis proses penyusunan kebutuhan
aparatur sipil negara,

menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana  redistribusi pegawal  atau  proyveksi

kebutuhan . . .
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kebutuhan pegawali 5 (lima) tahun dan peta
jabatan aparatur sipil negara;

j.  menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan aparatur sipil
nNegara,

l. menyusun rencana pengembangan individu
pegawai (ndiviual development plan)

m, menyusun peta strategl (strategy map) unit
kerja/organisasi/instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai; dan

o. melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Kualitas Hidup Dan Pelindungan Perempuan

Pasal 216
Bidang Kualitas Hidup Dan Pelindungan Perempuan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Dan Pelindungan
Perempuan mempunyal tugas menvelenggarakan
kebijakan daerah terkait kualitas hidup perempuan
dan perlindungan perempuan.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 216 ayat (2), Kepala Bidang Kusalitas

Hidup dan Pelindungan Perempuan mempunyai

fungsi:

a. penyclenggaraan  kebijakan  teknis  terkait
pelembagaan  pengarusutamaan gender (PUG)
pada lembaga  pemerintah, pemberdayaan
perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan
ckonomi pada organisasi kemasvarakatan,

Penguatan . . ,

b
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penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan, pencegahan
kekerasan terhadap perempuan, penyediaan
layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban
kekerasan, penguatan dan  pengembangan
lembaga  penyedia layanan perlindungan
perempuan;

penyelenggaraan pelembagaan pengarusutamaan
gender (PUG)  pada  lembaga  pemerintah,
pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum,
sosial, dan  ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan, penguatan dan penpgembangan
lembaga  penyedia layanan  pemberdayaan
perempuan, pencegahan  kekerasan  terhadap
perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan
bagi perempuan korban kekerasan, penguatan dan
pengembangan  lembaga penyedia  layanan
perlindungan perempuan;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan tugas terkait
pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
pada lembaga pemerintah, pemberdayaan
perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan
ekonomi  pada organisasi  kemasvarakatan,
penguatan dan pengembangan lembapga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan, pencegahan
kekerasan terhadap perempuan, penyediaan
layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban
kekerasan, penguatan  dan  pengembangan
lembaga  penyedia  layanan  perlindungan
perempuan,

pembagian tugas, pemberian  petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

f. pelaksanaan . . .
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. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 218
Bidang Kualitas Hidup Dan Pelindungan Perempuan
terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (1), erdiri dari:
a. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan;
b. Sub Koordinator Pelindungan Perempuan; dan
¢. Jabstan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf & dan hurfl b berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 219
Sub Koordinator Seksi Kualitas Hidup Perempuan
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
pada lembaga pemerintah, pemberdayaan perempuan
bidang paolitik, hukum, sosial, dan ekonomi pada
organisasi kemasyarakatan, penguatan dan
pengembangan lembaga penyvedia layanan
pemberdayaan perempuan kewenangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kualitas Hidup
Perempuan mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
b. melaksanakan advokasi kebijakan dan
pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
¢. melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan

ekonomu;

d. melaksanakan . . .
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d. melaksanakan advolkasi kebijakan dan

pendampingan peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi;

¢. melaksanakan advokasi kebijakan kepada
lembaga penyedia layanan  pemberdayaan
perempLan;

L melaksanakan peningkatan kapasitas sumber
daya lembaga penyedia layanan pemberdayasn
perempLIn;

g, melaksanakan pengembangan komunikasi
informasi dan edukasi (KIE) pembeérdayaan
perempuan;dan

h. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 220

Sub Koordinator Pelindungan Perempuan mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
pencegahan kekerasan terhadap perempuan,
penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan
korban kekerasan vang memerlukan koordinasi, dan
penguatan dan  pengembangan lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pelindungan Perempuan

mempunyal uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan;

b, melaksanakan advokasi kebijakan dan
pendampingan layanan perlindungan perempuan;

e, penyediaan layanan pengaduan masyarakat bag
perempuan korban kekerasan;

d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan penvediaan layanan  rujukan
lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;

e. melaksanakan . . .

b
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g, melaksanakan advokasi kebijakan dan
pendampingan  penyediaan sarana prasarana
layanan bagi perempuan korban kekerasan;

f melaksanakan peningkatan kapasitas sumber
daya lembaga penyedia lavanan penanganan bagi
perempuan korban kekerasan;

g. melaksanakan penyediaan kebutuhan spesifik
bagi perempuan dalam situasi darurat dan
kondisi khusus;

h. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus

Analk

Pasal 221

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus
Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalu Sekretaris,

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dan Pelindungan
Khusus Anak mempunyai lugas menyelenggarakan
kebijakan daerah terkait pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak.,

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 221 ayat (2), Bidang Pemenuhan Hak Anak dan

Pelindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

.

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelembagaan
pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non
pemerintgh, dan dunia usaha, penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap

3

anale .
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anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus,
serta penguatan dan pengembangan lembagn penvedia
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus;

penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha,
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan
kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak,
penyediaan layanan bagi anak yang memerhikan
perlindungan  khusus, serta penguatan dan
pengembangan lembaga penvedia layanan bagi anak
yang meméerlukan perlindungan khusus;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pelembagaan pemenuhan
hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah,
dan dunia usaha, penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
anak, pencegahan keckerasan terhadap anak yang
melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak
yang memerlukan perlindungan khusus, serta
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal puna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan lungsinya.
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Pasal 223
Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan
Khusus Anak terdiri dari kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:
a. Sub Keordinator Pemenuhan Hak Anak;
b.  Sub Koordinator Pelindungan Khusus Anak; dan
A Jabatan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurul & dan huruf b berkedudukan di bawah dan
bertangpung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 224

Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, serta
penguatan dan  pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas hidup analk.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayvat (1), Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak

mompunyal urian tugas:

a. melaksanakan advokasi kebijakan dan
pendampingan  pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan
duma usaha;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pelembagaan pemenuhan hak anal;

c. melaksanakan penyediaan layanan peningkatan
kualitas hidup anak;

d. melaksanakan koordinasi dan  smkronisas:
pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas
hidup anak;

e. melaksanakan  pengembangan komunikasi,
informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi

lembaga . . .
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lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
hidup anak tingkat daesrah;

i melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
analk; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 225

Sub Keordinator Pelindungan Khusus Anak mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
pencegahan  kekerasan terhadap anak, penyediaan
layanan bag anak yang memerlukan perlindungan
khusus, serta penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi anak vang memerlukan
perlindungen khusus tinghat daerah;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Perlindungan Khusus

Anak mempunyail uraian tugas:

a. melaksanakan advokasi kebijakan dan
pendampingan pelaksanaan kebijakan, program
dan kepiatan pencegahan kekerasan terhadap
analk;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pencegahan kekerasan terhadap anak;

c. melaksanakan penyediaan layanan pengaduan
masyarakat bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

d. melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi
pelaksanaan pendampingan anak VENg
memerfukan perlindungan khusus;

e, melaksanakan  pengembangan  komunikasi,
informasi dan edukasi anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

f. melaksanakan penpuatan jejaring antar lembaga
penyedia layanan anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

g melaksanakan . . .
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g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penyedinan sarana prasarana layanan bagi anak
vang memerlukan perlindungan khusus tingkat
daerah;

h. melaksanakan koordinasi dan sinkromisasi
peningkatan  kapasitas sumber dava lembaga
penyedia layanan anak yang memerlukan
perlindungan khusus tingkat daerah;

i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penguatan jejaring antar lembaga penvedia
layanan anak yang memerlukan perlindungan
khusus tingkat daerah ;dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Paragrafl 5
Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi

Keluarga, Gender dan Anak

Pasal 226

Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi
Keluarga, Gender dan Anak dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sckretaris.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem
Informasi Keluarga, Gender dan Anak mempunya
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pengendalian penduduk, dan sistem informasi data
keluarga, gender dan anak,

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 226 ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Sistem Informasi Keluarga, Gender dan Anak mempunyai
fungsi:

a. penyelenggaraan . . .

¥
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penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pemaduan
dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian
kuantitas pendudulk, pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk, seria pengumpulan,
pengolahan analisis dan penyajian data gender dan
anak dalam Kelembagaan data;

penyelenggaraan pemerintahan daerah  terkait
pengendalian  kuantitas  penduduk, pemetaan
perkiraan pengendalian penduduk, SETTA
pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data
gender dan anak dalam kelembagaan data;
penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan tugas terkait pemaduan dan sinkronisasi
kebijakan  pemerintah  daersh  provinsi dengan
pengendalian . kuantitas  penduduk, pemetaan
perkiraan pengendalian penduduk, serta
pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data
pender dan anak dalam kelembagaan data;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas,
pengendalian, penclitian, dan pemeriksaan
pelaksanasan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 228
Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi
Keluarga, Gender Dan Anak terdini darn kelompok
Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (1), terdini dari:
a. Sub Koordinator Pengendalian Pendudulk;

b. Sub...
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b. Sub Koordinator Sistem Informasi Data Keluarga,

Cs

Gender dan Anak; dan
Jabatan Fungsional lainnya.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b berkedudukan di bawah dan
bertanppung jawab kepads Kepala Bidang.

Pasal 229

(1} Sub Keordinator Pengendalian Penduduk mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka
pengendalian  kuantitas penduduk, dan Pemetaan
Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan kota;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Sub Koordinator Pengendalian Penduduk

memplinyai Uraian Migas:

(2

melaksanakan penyerasian kebijakan
pembangunan daerah terhadap kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga
(Program KKBPEK);

meclaksanakan penyusunan dan pemanfaatan
grand design pembangunan kependudukan
IGDPK):

melaksanakan aurvei/ pendataan indeks
pembangunan berwawasan kependudukan, dan
indeks  pengetshuan  masvarakat  tentang
kependudukan;

melaksanakan penguatan Kerjasama pelaksanaan
pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal
dan nonformal;

menyediakan dan mengembangkan  mater
pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal
dan nonformal sesuai isu lokal;

melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi
pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur

formal, jalur non formal dan informal;

g. melaksanakan . . .

¥
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g. melaksanakan pendidikan kependudukan jalur

pendidikan formal, nonformal, dan informal di
kelompok kegiatan masyarakat binaan;

h. melaksanakan advokasi tentang pemanfaatan

kajian dampak kependudukan beserta model
solusi strategis sebagai peringatan dini dampak
kependudukan kepada pemangku kepentingan;
melaksanakan sosialisasi tentang pemanfaatan
kajian dampak kependudukan beserta model
anlusi strategis sebagai peringatan dini dampale
kependudukan kepada pemanglu kepentingan,
melaksanakan sarasehan hasil pemutakhiran data
keluarga dan rapat pengendalian  program
kependudukan,  keluarga  berencana  dan
pembangunan keluarga;

k. melaksanakan koordinasi pengendalian program

kependudukan,  keluarga  berencana  dan
pembangunan keluarga;
menyusun rumusan parameter kependudukan;

m. melaksanakan pemetaan kependudukan;
n. menyvusun kajian dampak kependudukan;

mengembanglan model solusi strategis
pengendalian dampak kependudukan;

p. melaksanakan pengukuran dan penghitungan

indikator kerentanan dampak kependudukan
[early waming system/ peringatan dini) ;dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 230
Sub Koordinator Sistem Informasi Data Keluarga,
Gender dan Anak mempunyai tugas keordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait pengumpulan, pengolahan
analisis dan penyajian data keluarga, gender dan anak
dalam kelembagaan data di tingkat daerah.
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i2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1], Sub Keordinator Sistemn Informasi Data

Keluarga, Gender dan Anak mempunyai uraian tugas:

a. membentuk rumah data kependudukan di
kampung KB untuk memperkuat integrasi
program Bangga Kencana di sektor lain;

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan sistemn informasi keluarga;

c. melaksanakan pemanfaatan data  hasil
pemutakhiran data keluarga;

d. menyediakan data dan informasi keluarga;

e. melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data
Keluarga;

. menyediakan dan pengolahan data
kependudukan;

g, melaksanakan penyusunan profil kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyvediaan data gender dan anak;

i melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data
gender dan anak dalam kelembagaan data;

j. melaksanakan pengolahan dan pelaporan data
pengendalian lapangan dan pelayanan KB;

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pencatatan dan  pelaporan  program  Bangga
Kencana ;dan

. melaksanakan tgas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya,

Paragraf 6
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 231

(1] Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang vang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris,

(2) Kepala . .,

-
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(2] Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyal tugas
menyelengearakan kebijakan daerah terkait advokast,
dan komunikasi, informasi edukasi (KIE] KB, dan
pelayanan KB,

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 231 ayat (2], Kepala Bidang Keluarga Berencana

mempunyal fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelaksanaan
advokasi, KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai
kearifan budaya lokal, pendayagunaan penyuluh
KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian
dan pendistribusian  kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga
berencana, dan pemberdayaan, peningkatan peran
serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan
pelavanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;

b, penyvelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
pelaksanaan advokasi, Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai
kearifan budava Iokal, pendayagunaan Tenaga
penyuluh  KB/Petugas lapangan KB (PEKB/PLKB),
pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan
obat hkontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan
Keluargn Berencana, dan pemberdayaan, peningkatan
peran  serta  organisasi kemasyarakatan dalam
pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-
KB;

€. penyclenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan tugas terkait pelaksanaan advokasi, KIE
pengendalian penduduk dan KB sesuai  kearifan
budava lokal, Pendavagunaan Tenaga Penyuluh
KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLEB], pengendalian
dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi scria pelaksanaan pelayanan KB, dan
pemberdayaan, peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan . . .

-
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kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan
pembinaan kesertaan Ber-KB;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
poengendalian, penelitian darn pemeriksasn
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan keordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
scsuai tugas dan fungsinya.

Pasal 233

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari kelompok
Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi

Informasi Edukasi KB;
h. Sub Koordinator Felayanan KB; dan
c. Jabatan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 234

Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi Informasi
Edukasi KB mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait pelaksanaan advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian
penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local,
pendayagurnaan tenaga  penyuluh KB/Petugas
lapangan KB (PKB/PLKBJ.

Dalam melaksanakan fgas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Sub Koordinator Advokasi dan

Komunikasi Informasi Edukasi KB mempunyai urian

tugas:

a. melaksanakan . . .

v
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melaksanakan advokasi Program Bangga Kencana
kepada stakeholders dan mitra kerja;
melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi
(KIE] program Bangga Kencana sesuai kearifan
budaya lokal;

melaksanakan penyediaan, distribusi sarana KIE
program Bangga Kencana;

melaksanakan promosi dan KIE program Bangga
Kencana melalui media massa cetak dan
elektronik serta media luar ruang;

melaksanakan peéngpunaan media massas cetak,
elektronik dan media lainnya sesuai kearifan
budaya lokal dalam pencitraan program Bangga
Kencana;

melaksanakan mekanisme operasional program
Bangga Kencana melalui rapat  koordinasi
kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa
(Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok);
melaksanakan pengelolaan operasional dan
sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana;
melaksanakan pengendalian program Bangga
Kencana;

melaksanakan pembinaan IMP dan program
Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB;
melaksanakan penyediaan sarana pendukung
aoperasional PKB/PLKE;

melaksanakan penguatan pelaksanaan
penyuluhan, penggerakan, pelayanan  dan
pengembangan program Bangga Kencana untuk
petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan
keluarga berencana (PKB/PLKB);

melaksanakan penggerakan  kader institusi
masyarakat pedesaan (IMP); dan

melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan flungsinya.
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Pasal 235

Sub Koordinator Pelayanan KB mempunyai tugas

koordinasi dan pengelolaan kegiatan  terkait

pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan
obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelavanan KB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Sub Koordinator Pelayanan KB

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pengendalian pendistribusian alat
dan obat kontraseps: dan sarana penunjang
pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk
jaringan dan jejaringnys;

b. melaksanakan peningkatan kompetensi pengelola
dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi
serta sarana penunjang pelayanan KB;

c. melaksanakan peningkatan kesertaan
penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MEJF);

d, melaksanakan penyedianan dukungan ayoman
komplikasi berat dan kegagalan penggunaan
MEJP;

e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan
alat dan obat kontrasepsi [alokon) dan sarana

penunjang pelayanan KB;

[. melaksanakan penyediaan sarana penunjang
pelayanan KB;

g- melaksanakan pembinaan pasca pelayanan bagi
peserta KB,

h. melaksanakan pembinaan pelayanan Keluarga
Berencana dan keschatan reproduksi di (asilitas
kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;

i.  melaksanakan promosi dan konseling kesehatan
reproduksi, serta hak-hak reproduksi di fasilitas
keschatan dan kelompok kegiatan;

j. melaksanalkan . . .
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iR melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga

pelayanan keluarga berencana dan kesehatan
reprodulks:;

k. melaksanakan promosi dan konseling KB pasca
persalinan dan pasca keguguran;

L melaksanakan peningkatan kesertaan KB pria;

m. melaksanakan penguatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam
pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan
ber-KB ;dan

n. meclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Paragral 7
Bidang Kesgjahteraan Keluarga

Pasal 236

Bidang Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang wvang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretans,

Kepala Bidang Kesgjahteraan Keluarga mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
kualitas keluarga, dan pemberdayaan dan peningkatan
keluarga sejahtera.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 236 ayat (2), Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga

mempunyai fungs::

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait peningkatan
kualitas keluarga, penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan  peningkatan  kualitas
keluarga, penyediaan layanan bagi keluarga dalam
mewujudkan Kesctaraan Gender (KG) dan hak anak,
serta  pelaksanaan pembangunan keluarga dan
peningkatan peran serta organisasi  kemasyarakatan

dalam . . ,

v
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dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
penvelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
peningkatan  kualitas  keluarga, penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan
peninghkatan kualitas, penyediaan layanan bagi
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG)
dan hak anak, serta pelaksanaan pembangunan
keluarga dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga
melaluwi pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait peningkatan kualitas
keluarga, penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga,
penyvediaan lavanan bagi keluarga dalam mewujudkan
kesctaraan gender [(KG) dan hak anak, serta
pelaksanaan pembangunan keluarga dan peningkatan
peran  seria organisasi  kemasvarakatan dalam
pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
seaual tugas dan lungsinva

Pasal 238
Bidang Kesejahteraan Keluarga terdiri dari kelompok
Jabatan Fungsional;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dar:

A Sub .,

¥
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a. Sub Koordinator Pembangunan Keluarga;

b. Sub RKeoordinator Pemberdayvaan Pembangunan
Keluarga; dan

c. Jabatan Fungsional lainnya.

(2] Bub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

11

(2)

huruf a dan huruf b berkedudukan d4i bawah dan
bertangpung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 239

Sub Koordinator Pembangunan Keluarga mempunyai

tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait

peningkatan  kualitas  keluarga, penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga dalam mewujudkan Ketahanan

Keluarga, penyediaan layanan bagi keluarga, serta

pelaksanaan pembangunan keluarga dan peningkatan

peran serta organisasi  kemasyarakatan dalam
pembangunan keluarga melalun pembinaan ketahanan
keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Keordinator Pembangunan Keluarga

mempunyai uraian tugeas:

a. melaksanakan advalkasi kebijakan dan
pendampingan untuk mewujudkan ketahanan
keluarga,

b. melaksanakan komunikasi, informasi dan
edukasi ketahanan keluarga;

. melaksanakan pembentukan dan  pembinaan
kelompok ketahanan keluarga meliputi Bina
Keluarga Balita [BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR], Pusat Informasi dan  Konseling
Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), dan Bina Keluarga
Lans:ia (BKL):

d. melaksanakan pengadaan sarana kelompok
ketahanan keluarga meliputi Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BER), Pusat

Informasi . . .

4
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[nformasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK
R/M), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
melaksanakan peningkatan kapasitas sumber
daya lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas keluargs;

melaksanakan orientasi dan pelatihen teknis
pengelola, pelaksana (kader) kelompok ketahanan
keluarga meliputi Bina Keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan
Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), dan
Bina Keluarga Lansia [BKL);

menyediakan biaya operasional bagi pengelola
dan pelaksana (kader] kelompok ketahanan
keluarga meliputi Bina Keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan
Kanseling Remaja/Mahasiswa [PIK R/M), dan
Bina Keluarga Lansia (BKL};

melaksanakan penyediaan layanan komprehensil
bagi keluarga dalam mewujudkan ketahanan
keluarga;

melaksanakan promosi dan sosialisasi Bina
Keluarga Balita (BEKB), Bina Keluarga Remaja
(BER), Pusat Informasi dan  Konseling
Remaja,/Mahasiswa [PIK B/M), dan Bina Keluarga
Lansia {(BKL);

melaksanakan pendayagunaan mitra kerja dan
organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan
operasional pembinaan program ketahanan
keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKH), Pusat Informasi dan
Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), dan
Bina Keluarga Lansia (BKL);

melaksanakan pelaksanaan peroingkatan
kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan
dalam pengelolaan program ketahanan keluarga
(BKB/BKR/BKL/PIK R/M); dan

|. melaksanakan . . .

Y
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L. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 240

Sub  Koordinator Pemberdayaan  Pemnbangunan

Keluarga mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan

kegiatan terkait pelaksanaan dan peningkatan peran

serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan
keluarga melalui Pemberdayaan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pemberdayaan

Pembangunan Keluarga mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembentukan  kelompok dan
pembinaan kelompok Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor [UPPKA) dan
pemberdayaan ekonomi keluarga;

b. melaksanakan pengadaan sarana kelompok Unit
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
(UPPKA] dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

c. melaksanakan orentasi dan pelatihan teknis
pengelola  pelaksana (kader) kelompok  Unit
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
(UPPKA) dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

d. menyediakan biaya operasional bagi pengelola dan
pelaksana (Kader] kelompok Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor [UPPKA] dan
pemberdayaan ekonomi keluarga;

e. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga/f
Usaha  Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS);

. melaksanakan promosi dan sosialisasi Unit
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
[UPPKA) dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

g melaksanakan promaosi dan sosialisasi
kessjahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat,
generasi berencana,  kelanjutusiaan  seria
pengelolaan keuangan keluarga);

h. melaksanakan . . .

v
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melaksanakan penyerasian kebijakan dalam
pelaksanaan program yang mendukung
tercapairya Indek Pembangunan Keluarga (IPK);
menyediakan dan mengembangkan mater: Indek
Pembangunan Keluarga {IPK);

melaksanakan advokasi, promosi, dan sosialisasi
Indek Pembangunan Keluarga (IPK);
melaksanakan hkoordinasi evaluasi pencapalan
Indek Pembangunan Keluarga (IPK);
melaksanakan penguatan kebijakan daerah dalam
rangka pemberdayaan dan peningkatan peran
serla orpganisasi kemasyarakatan dan mitra kerja
lninnya dalam usaha peningkatan kesejahteraan
keluarpa akseptor (UPPKA);

melaksanakan pendayagunaan mitra kerja dan
organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan
operasionsal pembinaan Program usaha
peningkatan  kessjahteraan keluarga akseptor
[UPPKA);

melaksanakan pelaksanaan peningkatan
kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan
dalam pengelolaan program usaha peningkatan
kesejahteraan keluarga akseptor (UPPKA);
melaksanakan promosi dan sosialisasi program
kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;
melaksanakan integrasi pembangunan lintas
sckior di kampung KB;

melaksanakan pelaksanaan dan pengelolaan
program Bangga Kencana di kampung KB;
melaksanakan pembinaan terpadu kampung KB;
darn

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan [ungsinya.
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BAB XI
DINAS KETAHANAN PANCGAN DAN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Hedudukan

Pasal 241

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan
unsur pelaksana urusan bidang ketshanan pangan,
urusan bidang pertanian wrusan  kelautan dan
perikanan yang menjadi kewenangan dacrah vang
dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

Bagian Kedua

sSusunan Organisasi

Pasal 242

susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan terdin dari:

.
b.

Eepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari Subbagian Administrasi dan
Umuam;

Bidang Ketahanan Pangan;

Bidang Pertanian dan Perikanan;

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner;

UPT; dan

kelompok Jabatan Fungsional.




(1]

(<)
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 243

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pangan, wrusan pemerintahan bidang
pertanian, dan urusan pemerintahan bidang Kelautan
dan  perikanan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.

Dalam  menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan,

Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi

a, perumusan kebjjakan terkait penyelenggarasn
pangan berdasarkan kedaulatan dan
kemandirian, penyelenggaraan ketahanan
pangan, penanganan kerawanan —pangan,
keamanan pangan, sarana dan prasarana
pertanian, kesehatan hewan dan masyarakal
veteriner, pengendalian dan  penanggulangan
bencana pertanian, perizinan usaha pertanian,
perikanan tangkap dan budidaya;

b. penvelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan  umum  terkait  penyelenggaraan
pangan berdasarkan kedaulatan dan
kemandirian, penyelenggaraan ketahanan
pangan, penanganan kerawanan — pangan,
keamanan pangan, sarana dan prasarana
pertanian, kesehatan hewan dan masyarakat
veteriner, pengendalian dan penanggulangan
bencana pertanian, perizinan usaha pertanian,
perikanan tangkap dan budidaya;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
penyvelenggaraan pangan berdasarkan
kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan
ketahanan pangan, penanganan kKerawanan

:
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pangan, keamanan pangan, sarana dan
prasarana pertanian, kesehatan hewan dan
masyarakat  wveteriner, pengendalian dan

penanggulangan bencana pertanian, perizinan
usaha pertanian, perikeanan tangkap dan

budidaya;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
penyelenggaraan PRngan berdasarkan

kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan
ketahanan pangan, penanganan kerawanan
pangan, keamanan pangan, sarana dan
prasarana pertanian, kesehatan hewan dan
masyarakat veteriner, pengendalian dan
penanggulangan bencana pertanian, perizinan
usaha pertanian, perikanan tangkap dan
budidaya:

€. pelaksanaan |kesekretanatan dinas terkait
perencanaan dan pengangparan, administrasi
dan umum serta organisasi dan kepegawaian;
dan

{. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tuges dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragrafl 1
Kepala Dinas

Pasal 244
Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 dalam
kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.

Pasal . . .
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Pasal 245

Dalam melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 244, Kepala Dinas memiliki fungsi:

(2]

perumusan  kebijakan terkait ketahanan pangan,
pertanian  dan  perikenan, keschatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait ketahanan pangan, pertanian dan
perikanan, keschatan hewan dan  kesehatan
masyarakat veteriner;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait ketahanan
pangan, pertanian dan perikanan, kesehatan hewan
dan keschatan masyarakat veteriner;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait ketahanan
pangan, pertanian dan perikanan, keschatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner;

pelaksanaan kesckretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 246
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
Sekretaria mempunyai  tugas melaksanakan
pengelolaan perencanaan, penganggaran, MAanajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan
kelembagaan dan tata laksana pelayvanan publik,
kehumasan dan kerjasama.




(1)

- 193 -

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 246 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:

b+
v

penyelengearaan peérencansan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja dinas;

penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penyelenggaraan administrasi umum dinas;
penyelenggaraan  administrasi  barang  milik
dacrah pada dinas;

penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup
dinas

penyvelenggaraan peéenyediaan jasa penunjang
linglcup dinas:

penvelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

penyvelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan
barang millk deerah penunjang urusan
pemenintahan daerah;

penyelengparaan pengembangan kelembagaan
dan tata laksana pelayanan publik serta
pengelolaan kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
penyvelengearaan pengembangan  kelembagaan
dan tata laksana pelayanan publik;

pembagian  tugas, pemberian petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanarn tugas,

pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksansan tugas; dan

pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual fugas dan fungsinya.



1)
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13)

(4]
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Pasal 248
Sekretariat, terdiri dari:
a, Subbagian Administrasi dan Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional,
Kelompok  Jabatan  Fungsional sebagaimana
dimaksud pada avat (1}, terdiri dari:
a. Sub Koordinator Perencanaan dan
Pengangpgaran;
b, Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi;
dan
g. Jabatan Fungsional lainnya.
Subbagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dipimpin oleh scorang Kepala Subbagian,
Kepala  Subbagian dan Sub Koordinator
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sckretaris.

Pasal 249

Kepala  Subbagian  Administrasi  dan  Umum
mempunyai  tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat,
pengelolaan  arsip, pengelolaan sarana  prasarana
dinas, pengelolsan pelayanen umum  dinas,
penatatausahaan barang milik daerah pada dinas, dan
pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat,
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas,

.  menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN;

d. melaksanakan . . .

\
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melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan dinas;

menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
MEenyusin laporan kcuangan
bulanan /trivnalanan/ semesteran dan akhir tahun
dinas;

melaksanakan pengelolaan dan tangpapan
pemeriksaan;

menyusun pelaporan dan analisis  prognosis
realisasi anggaran;

menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangea, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandasan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun perencanaan kebutuhan,
pengamanan,  penilaian, pembinaan dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daerah pada dinas;

membagi  tuges, memberi  petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

5. mengendalikan . . .

¥
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- 196 -

mengendalikan, menelid, dan memeriksa
pelaksanasn tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh

pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 250

Sub HKoordinator Perencanaen dan Penganggaran
mempunyai  tugas koordinasi dan  pengelolaan
kegiatan terkait perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kineria.

Dalam melaksanakan mugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen REKA-dinas dan Perubahan
EKA-dinas;

menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA-
dinas;

menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan;
menyusun  kaidah  pelaksanaan rencana
pembangunan;

menyusun  alternatif dan model hubungan
kausal/ fungsional;

menguji alternatif kriteria dan model;

menyusun perencanasn  kebijaksn strategis
jangka pendek pada lingkup dinas;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
hntas lidang;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

M. MEenyusun . . .
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Menyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
melakukan telsahan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 251

Sub  Keordinator Kepegawaian dan  Organisasi
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta

pengelolaan administrasi kepegawaian,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kepegawaian dan

Organisasi mempunyai uraian tugas:

a,

mendiagnosis struktur/ kelembagaan /
tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk
instansi pemerintah;

menyusun pedoman dan  petunjuk  teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

menganalisis  proses  penyusunan kebutuhan

aparatur =ipil negara;

i. menyusun . .,




(1]

(2)
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. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi pegawal atau provelosi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan aparatur sipil negara

J.  menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan aparatur sipil
negara;

l.  menyusun rencana pengembangan individu
pegawal (indiviual development plan)

m. menyusun peta strategi (strategy map] unit
kerja/organisasi/instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawal; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 252
Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris,
Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyal tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
ketersediaan dan distribusi pangan, cadangan dan
penganekaragaman konsumsi pangan, kerawanan
pangan dan keamanan pangan.

Pasal 253
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan
mempunva fungs:
a. penyelenggaraan  kebijakan  teknis  terkait
penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau
pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah

dalam . . .

v
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dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga
pangan daerah, pengelolaan dan keseimbangan
cadangan PATEAT daerah, pelaksanaan
pencapaian targel konsumsi pangan
perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan
gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan
pangan kecamatan, penanganan kerawanan
pangan kewenangan daerah, dan pelaksanaan
pengawasan keamanan pangan segar daerah.
penyelenggaraan pemerintahan daerah  terkait
penyediaan dan penyvaluran pangan pokok atau
pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah
dalarn ranpgka stabilisasi pasckan dan harga
pangan daersh, pengelolann dan keseimbangan
cadangan  pangan  daerah, pelaksanaan
pencapaian target konsumsi pangan
perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan
gid, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan
pangan kecamatan, penanganan Kkerawanan
pangan kewenangan daerah, dan pelaksanaan
pengawasan keamanan pangan segar daerah
penyelenggaraan  monitoring, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan tugas terkait penvediaan
dan penyaluran pangan pokok atau pangan
lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam
rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
daecrah, pengelolaan dan keseimbangan cadangan
pangan daerah, pelaksanaan pencapaian target
konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan
angka kecukupan giz, penyusunan peta
rerentanan dan ketahanan pangan kecamatan,
penanganan Kkerawanan pangan kewenangan
daerah, dan pelaksanaan pengawasan keamanan
pangan segar daerah;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

e. pengendalian . . .

%
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. pengendalian, pencliian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

[.  pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g, pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 254
Bidang Ketahanan Pangan terdin dan kelompok
Jabatan Fungsional;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Ketersediaan Pangan;
b. Sub Koordinator Cadangan dan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
¢. Sub Koordinator Kerawanan Pangan dan
Keamanan Pangan; dan
d. Jabatan Fungsional lainnva.
Sub Keordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 255
Sub Koordinator Ketersediaan Pangan mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
penyediaan dan penyaluran pangan pekok atau pangan
lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam
rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Ketersediaan Pangan
mempunyai uraian Dugas:
a. melaksanakan penyediaan informasi  harga
pangan dan neraca bahan makanan;
b. melaksanakan penyedinan pangan berbasis
sumber dava lokal,

c. melaksanakan . . .
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¢. melaksanakan  koordinasi, sinkronisasi dan
pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan
lainnya;

d. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan
harga pangan;

e. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan
jaringan distribusi pangan;

f.  melaksanakan pengembangan  kelembagaan
usgha pangan masyarakat dan toko tani
indonesia; dan

g- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 256

Sub Koordinator Cadangan dan Penganckaragaman
Konsumsi Pangan mempunyva tugas koordinasi dan
pengelolaan  kegiatan terkait pengelolaan dan
keseimbangan cadangan pangan daerah serta
pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan
perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Cadangan dan
Penganckaragaman Konsums: Pangan mempunyai
uraian tugas.

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

pengendalian cadangan pangan kota;
b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan

pangan lokal;

c., melaksanakan pengadann cadangan pangan
pemerintah kota;

d. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan
pemerintah kota;

e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penentuan harga minimum pangan pokok lokal
‘dan

[ melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal ...
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Pasal 257

Sub Koordinator Kerawanan Pangan dan Keamanan

Pangan mempunyal tuges koordinasi dan pengelolaan

kegiatan terkait penyusunan peta kerentanan dan

ketahanan pangan kecamatan, penanganan
kerawansen pangsn; dan pelsksanaan pengawasan
keamanan pangan segar;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Kerawanan Pangan dan

Keamanan Pangan mempunyal uraian [Ugas:

a. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan
analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;

b. melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi
penanganan keraswanan pangan kota;

¢. melaksanakan peénpgadsan, pengelolaan, dan
penyaluran cadangan pangan pada kerawanan
pangan;

d. melaksanakan penguatan kelembagaan
!{-I:'EI.ITI:HTIEH PAREANn scEEr;

e, melaksanakan sertifikasi, registrasi, dan
rekomendasi keamanan pangan segar  asal
tumbuhan;

. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana
pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal
tumbuhan;

g. melaksanakan penyusiunan dan penélapan target
konsumsi pangan per kapita per tahun;

h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam
penganckaragaman konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal;

i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per
tahun;

j. melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran

dan analisis peta ketahanan dan kerentanan
pangan daerah;
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k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penanganan kerawanan pangan daerah; dan

.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesua tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pertanian dan Peniltanan

Pasal 258

(1) Bidang Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Selretaris.

(2] Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai
tugas menyvelenggarakan hkebijakan daerah terkait
sarana dan prasarana pertanian, penanggulangan
bencana dan penyuluhan pertanian, serta perikanan.,

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 258 ayat (2), Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan

mempunyai fungsi:

8. penyelenggarasn kebijakan teknis terkait
pembangunan dan  pengembangan  prasarana
pertanian, pengawasan penggunaan sarana pertanian,
pengawasan obat hewan di tngkat pengecer,
pengendalian dan pengawasan penyediaan dan
peredaran  benih/bibit ternak, dan hijauan pakan
ternak dalam derah, penyediaan benih/bibit ternak
dan hijauan pakan termmak, pengendalian  dan
penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan
penvuluhan pertanian, pengkoordinasian perizinan
usaha pertanian dan izin usaha produksi benih/bibit
ternak dan pakan, pengelolaan penangkapan ikan di
wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air
lainnya, penerbitan izin usaha perikanan di bidang
pembudidavasn ikan, pemberdayaan pembudi daya

Ikan ., ..

%
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tkan kecil, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya
fkan kecil {(TDPIK]), pengelolaan pembudidayaan ikan,
penerbitan  tanda daftar usaha pengolahan hasil
pertkanan bagi usaha skala mikro dan kecil,
pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi
ussha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan
kecil, penyediaan dan penyvaluran bahan baku industri
pengolahan ikan;

penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan
prasarana pertanian, pengawasan penggunaan sarana
pertanian, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer,
pengendalian dan pengawasan penyediaan dan
peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan
termak dalam derah, penyediaan benih/bibit ternak
dan hijauan pakan ternak, pengendalian dan
penanggulangan bencana pertanian, pelaksanaan
penyuluban pertanian, pengkoordinasian perizinan
usaha pertanian dan izin usaha produksi benih/bibit
ternak dan pakan, pengelolaan penangkapan ikan di
wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air
lainnya, penerbitan min usaha perikanan di bidang
pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudi daya
tkan kecil, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya
ikan kecil (TDPIK), pengelolaan pembudidayaan ilan,
penerbitan  tanda daftar usaha pengolahan hasil
perikanan bagi usaha skala mikro dan  kecil,
pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi
usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan
kecil, penvediaan dan penyaluran bahan baku industri
pengolahan ikan;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan Lugas terkaitpembangunan dan
pengembangan prasarana pertanian, pengawasan
penggunaan sarana pertanian, pengawasan obat
hewan di tingkat pengecer, pengendalian dan
pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit
ternak, dan hijjauan pakan ternak dalam daerah,

penvediaan . . .

v
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penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan
ternak, pengendalian dan peéenanggulangan bencana
pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian,
pengkoordinasian perizinan usaha pertanian dan izin
usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan,
pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai,
danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya,
penerbitan  izin @ usaha perikanan di  bidang
pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudi daya
ikan kecil, penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya
ikan kecil (TDPIK), pengelolaan pembudidayaan ikan,
penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil
perikanan bagi usaha skala mikro dan  kecil,
pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi
usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan
kecil, penvediaan dan penyaluran bahan baku industr
pengolahan ikan;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 260

Bidang Pertanian dan Perikanan terdin dan kelompok
Jabatan Fungsional.
kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pertanian;
b. Sub Koordinator Penanggulangan Bencana dan

Penyuluhan Pertanian;
¢,  Sub Koordinator Perikanan; dan

Jabatan Fungsional lainnya.

(3) Sub . . .
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Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huaruf a, hurufl b dan hurul ¢ berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pagal 261

Sub Keordinator Sarana dan Prasarana Pertanian
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait pengawasan penggunaan sarana pertanian;
pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
pengendalian  dan  pengawasan penyediaan dan
peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan
ternak dalam daerah; penyediaan benih/bibit ternak
dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu
daerah, pengembangan  prasarana  pertanian;
pembangunan prasarana pertanian, serta rekomendasi
teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
penerhitan  izin usaha pertanian,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Sarana dan Prasarana

Pertanian mempunyai uraian tugas;

a, melaksanakan pengawasan penggunaan sarana
pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,
teknolom dan spesifik lokass;

B, melaksanakan pendampingan penggunaan sarana
pendukung pertanian;

c. melaksanakan fasilitasi rekomendasi teknis,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
perizinan usaha pertanian dan izin usaha
produlksi benih /bibit ternak dan pakan;

d. melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan
keamanan peredaran obat hewan;

e. melaksanakan penindakan atas penvimpangan
penyediaan dan peredaran obat hewan;

[.  melaksanakan penjaminan peredaran benih/bibit
ternak;

g. melaksanakan pengujian mutu benih dan bibit
ternak;

h. melaksanakan . . .

:
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melaksanakan pengawasan peredaran  dan
sertifikasi benih /bibit ternak;

melaksanakan penjaminan peredaran HPT, bahan
pakan/pakan;

meclaksanakan pengendalian penyediaan
benih fbibit ternak dan hijauan pakan ternak;
melaksanakan pengawasan produksi benih/bibit
ternak dan Hijauvan Pakan Ternalk (HPT), bahan
pakan/pakan;

melaksanakan pengadaan benih/bibit ternak yang
sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain;
melakzanakan pengadaan hijauan pakan ternak
yvang sumbernya dari dacrah kabupaten /kota lain;
melaksanakan pengelolaan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LCP2B);

melaksanakan penyusunan peta Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B);

melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi
prasarana pendukung pertanian lainnya;
melaksanakan pPEnyLSLNAn masterplan
pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan
komoditas perkebunan;

melaksanakan pembanpunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan embung pertanian, jalan usaha
tani, dam parit, long storage, pintu air, rumah
potong hewan, balai penyuluh di kecamatan serta
sarana pendukungnya dan prasarana pertanian
lainnya;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 262

(1} Sub Koordinator Penanggulangan Bencana dan

12]

Penyvuluhan Pertanian tugas |koordinasi dan

pengelolaan  kegiatan terkait pengendalian  dan

penanggulangan bencana pertanian, serta pelaksanaan
penyuluhan pertanian;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Penanppgulangan

Bencana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan pengendalian oIganisme
pengganggu tumbuhan (OFT) tanaman pangan,
hortukultura, dan perkebunan;

b. melaksanakan penanganan dampak perubshan
iklim [DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan;

c. melaksanakan pencegahan, pPénANEanan
kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman
pangan, hortikultura, dan perkebunan;

d. melaksanakan penanggulangan bencana non
alam yang bersifat zoonosis;

¢, melaksanakan penanggulangan pasca bencana
alam bidang tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;

. melaksanakan peningkatan kapasitas
kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan
den kelurahan;

g. melaksanakan pengembangan kapasitas
kelembagaan petani di kecamatan dan kelurahan;

h. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan
sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;

. melaksanakan pembentukan badan usaha milik
petani;

- melaksanakan pembentukan dan
penvelengearaan sckolah lapang kelompok tani
tingkat daerah; dan

k. melaksanalkan . . .
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k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 263

1) Kepala Sub Koordinator Perikanan mempunyai tugas
koordinasi dan  pengelolaan  kegiatan  terkait
pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai,
danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang
dapat diusahakan dalam satu daerah, rekomendasi
teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
izin usaha perikanan di bidang pembudidayvaan ikan,
pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, rekomendasi
teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
tanda daftar bagi pembudi dava ikan kecil [TDPIK],
pengelolaan pembudidayaan ikan, rekomendasi teknis,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas tanda
daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha
skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan
hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran
skala mikro dan kecil, penyediaan dan penyaluran
bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu
daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Perikanan mempunyai
uraian tugHas:

a. melaksanakan penyediaan data dan informasi
sumber daya ikan;

b. melaksanakan penyediaan prasarana usaha
perikanan tangkap;

c. melaksanskan penjaminan ketersediaan sarana
usaha perikanan tangkap;

d, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penerbitan  izin usaha perikanan  bidang
pembudidayaan ikan yang —menggunakan
teknologl sederhana, semi intensif, dan intensif,
serta tidak mengpunakan modal asing dan/atau
lenaga kerja asing;

e. melaksanakan . . .
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melaksanakan pengembangan kapasitas pembudi
daya ikan kecil;

melaksanakan fasilitasi pembentukan dan
pengembangan kelembapaan pembudi daya ikan
kecil;

melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan,
bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
melaksanakan pemberian pendampingan,
kemudahanan akses ilmu pengetahuan, teknologi
dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan;

melaksanakan  koordinasi dan sinkronisasi
penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan
kecil (TDPIK);

melaksanakan penyediaan data dan informasi
pembudidayaan ikan;

melaksanakan penyvediaan prasarana
pembudidayaan ikan;

melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana
pembudidayaan ikan;

melaksanakan pengelolaan keschatan ikan dan
lingkungan budidaya;

melaksanakan pembinaan dan pemantauan
pembudidavaan ikan di darat;

melaksanakan perencanaan, pengembangan,
pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk
pembudidayaan ikan di darat;

melaksanakan perencanaan, dan pengembangan
pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di
darat;

melaksanakan penyediaan data dan informasi
usaha pemasaran dan  pengolahan  hasil
perikanan;

melaksanakan  bimbingan dan  penerapan
persyaratan atau standar pada usaha pengolahan
dan pemasaran skala mikro dan kecil;

8. melaksanakan . . .

%
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5. melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan
untuk konsumsi dan usaha pengolahan;

t. melaksanakan pemberian [asilitas bagi pelaku
usaha perikanan skala mikro dan kecil; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Keschatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

VMeterner

Pasal 264

i1} Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalul Sekretaris.

(2] Kepala Kesehatan Hewan dan Keseshatan Masyarakat
Veteriner mempunyal tugas menyelenggarakan
kebiiakan daerah terkait kesehatan hewan, kesehatan
masyarakal veteriner, dan kesejahteraan hewan

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 264 ayat (2}, Kepala Bidang Keschatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

a.  penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penjaminan
keschatan hewan, penutupan dan pembukaan dacrah
wabah penyakit hewan menular, pengawasan
pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk
hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis
kesehatan masyarakat wveteriner, pencrapan dan
pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan,
pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa
medik veteriner dalam daerah, fasilitas pemeliharaan
hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah
potong hewan, izin usaha pengecer (toko, retail, sub
distributor] obat hewan;

b. penyelenggaraan . . .

¢
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penyelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan
pembukaan daesrah wabah penyakit hewan menular,
pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan
produk  hewan, penerapan dan  pengawasan
persyaratan teknis kesehatan masyarakat veleriner,
penerapan dan pengawasan persyaratan  teknis
kesejahteraan hewan, pengelolaan pelayanan jasa
laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah,
fasilitas  pemeliharaan  hewan, rumah  sakit
hewan/ paesar hewan, rumah potong hewan, izin usaha
pengecer (toko, retail, sub distributor] obat hewan;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinasn
pelaksanaan tuges terkait penjaminan  kesehatan
hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah
penyvakit hewan menular, pengawasan pemasuban dan
pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan
pengawasan persvaratan teknis kesehatan masyvarakat
veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan
teknis kesejahteraan hewan, pengelolaan pelayanan
jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam
daerah, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit
hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, izin usaha
pengecer (toko, retail, sub distnibutor) obat hewan;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksann
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 266
Bidang Keschatan Hewan dan Keschatan Masyarakat
Veteriner terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok . . .

N
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdin dari:

a. Bub Koordinator Kesehatan Hewan;

b.  Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner;
¢.  8ub Koordinator Kesejahteraan Hewan; dan

d. Jabatan Fungsional lainnya.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, hurul b dan huruf ¢ berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 267
Sub Koordinator Kesehatan Hewan mempunyai tugas
koordinasi dan pengelolaan  kegatan terkait
penjaminan  kesehatan hewan, penutupan dan
pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular
dalam daerah;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1), S5ub Koordinator Kesehatan Hewan
mempunyal uraian tugas.
a. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan
penyakit hewan dan zoonosis;
b. melaksanakan pembebasan penyakit hewan
menular dalam sata daerah;
c. melaksanakan penanggulangan daerah
terdampak wabah penyakit hewan menular; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan aoleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 268
Sub Koordinator Kesehatan Masyvarakat Veteriner
mempunyal tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait pengawasan pemasukan dan pengeluaran
hewan dan produk hewan; penérapan dan pengawasan
persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
seria pengelolaan pelayanan jasa laboratorium jasa
medik veteriner dalam daerah,

(2) Dalam . . .




(2]

(1]

(2]

-214 -

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Keordinator Keschatan Masvarakat
Veteriner mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan
dan keamanan produk hewan;

b. melaksanakan pengawasan atas penerapan
persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau
pengeluaran hewan dan produk hewan;

c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan
produk hewan di perbatasan lintas daerah;

d. melaksanakan pendampingan unit usaha hewan
dan produk hewan;

¢, melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan
produk hewan;

f. melaksanakan penetapan pemenuhan
persyaratan teknis;

g. melaksanakan pengujian laboratorium kesechatan
masyarakat veteriner;

h. melaksanakan penyediaan pelayanan jasa
laboratorium dan jasa medik veteriner;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 269

Sub Koordinator Kesejahteraan Hewan mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
penerapan dan pengawasan persyaratan teknis
kesejahteraan hewan, [asilitas pemeltharaan hewan,
rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong
hewan, rekomendasi teknis, pengendalian,
pengawasan dan cvaluasi atas izin usaha pengecer
(toko, retail, sub distributor] obat hewan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kesejahteraan Hewan
mempunyai uraian tugas:
A, melaksanakan pendampingan penerapan unit

kesejahteraan hewan;

b. melaksanakan . . .

°



- 215 -

b. melaksanakan penanganan atas pelanggaran
kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya;

c. melaksanakan |koordinasi dan  =sinkronisasi
penerbitan izin usaha pengecer abat hewan;

d. melaksanakan pengawasan pelaksanasn izin
usaha pengecer obat hewan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X1
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 270

(1] Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana
urusan bidang lingkungan hidup wyang menjadi
kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas
Lingkungan Hidup.

{2} Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 271
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
a. hepala Dinas;
b. Sekretariat, terdin dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
2. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
b. Bidang Tata Kelola Lingkungan;
¢. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
d. Bidang Penataan Pengendalian Dan Pengelolaan
Lingkungan;

e UPT. ..
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UPT; dan
kelompok Jabatan Fungsional,

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 272

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas

melaksanakan  urusan  pemerintahan  Bidang

Lingkungan Hidup wyang menjadi kewenangan

Pemenntahan Dacrah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan,

Dalam  menyelenggarakan tugas  sebapaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi:

8. perumusan kehijakan terkait perencanaan
lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup
strategis, pengendalian pencemaran dan/atag
kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman
hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah
bahan bashaya dan beracun, pembinaan dan
pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin
periindungan dan pengelolaan ingkungan hidup,
pengakuan keberadaan masvarakat hukum adat,
kearifan local dan hal masyarakat hukum adat
yvang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan
dan penyuluhan lingkungan hidup untuk
masyarakat, penghargaan lingkungan hidup
untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup
dan persampahan;

b, penyelenggaraan wurusan pemerintahan  dan
pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian
hngkungan  hidup  strategis, pengendalian
pencemaran  danfatau  kerusakan lingkungan
hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya
dan beracun dan limbah bahan bahava dan
beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap

LEIL & 4 »
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izin |mgkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan
keberadaan masvarakat hukum adat, kearifan
local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait
dengan PPLH, pendidikan , pelatihan dan
penvuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat,
penghargaan lingkungan hidup untuk
masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan
persampahan;

pembinaan dan pelaksanaan  tugas terkait
lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup
strategis, pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman
hayati, bahan berbahava dan beracun dan limbah
bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan
pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan ingkungan hidup,
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan local dan hal masyarakat hulkum adat
yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan
dan penyuluhan lingkungan hidup untuk
masyarakat, penghargaan linglungan hidup
untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup
dan persampahan;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
linglungan hidup, kajian lingkungan hidup
strategis, pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, keanckaragaman
hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah
bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan
pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan nghungan hidup,
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan local dan hal masyarakat hukum adat
yvang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan
dan penyuluhan lingkungan hidup untuk
masyarakat, penghargaan lngkungan hidup

¢
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untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup
dan persampahan;

pelaksanaan  kesckretariatan  dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bapan Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 273

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 272 dalam
kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

daecrah.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 273, Kepala Dinas memiliki fungsi:

a.

perumusan  kKebijakan tata  kelola lingkungan,
pengelolaan sampah dan limbah B3, penataan
pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
penyelenggaraan urusan pemeriniahan dan pelayanan
umum ferkait tata kelola lingkungan, pengeloiaan
sampah dan limbah B3, penataan pengendalian dan
pengelolaan lingkungan,

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait tata kelola
lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3,
penataan pengendalian dan pengelolaan lingleungan;
penvelengraraan sistem pengendalian intern terkait
tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah dan
limbah B3, penataan pengendalian dan pengelolaan
lingkungan;

e. pelaksanaan . . .

-
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(2

(1)
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pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencangan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh Walikota
sesual dengan mgas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 275

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris MempUnyai tLugas melaksanakan
pengelolaan perencanaan, penganggaran, Imanajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan
aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana
pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 275 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyelenggarasn perencanaasn, penganggaran,
dan evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penyvelenggaraan administrasi pendapatan daerah
kewenangan dinas;
penyelengearaan administrasi umum dinas;

e, penyelenggaraan administrasi  barang milik
dacrah pada dinas;

f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemeriniah daerah lingkup
dinas

g penyvelenggaraan  penyediaan  jasa  penunjang
lingkup dinas:

h. penyelenggaraan . . .

-




12)

(3)

(4]

. ) -

h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

i. penyelenggaraan  pelaksanaan  pemeliharaan
barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah;

j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan
dan tata laksana pelayanan publik serta
pengelolaan kepegawalan;

k. penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;

. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

m. pengendalian, peneliian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

n. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

0. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan lungsinya.

Pasal 277
Sekretariat, terdini dar:
a. Subbagian Administrasi dan Umum;
b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
0. Kelompok Jaebatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdin dan:
a. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi.
b, Jabatan Fungsional lainnva.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
Sub Koordinator dan Kepala Sub Bagian vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawsb
kepada Sekretaris.




(1)
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- 221 -

Pasal 278

kKepala Subbagian Administrasi dan Umum
mempunyai  tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan  surat  menyurat,
pengelolaan  arsip, pengelolaan sarana prasarana
dinas, pengelolaan pelayanan umum  dinas,
penatatausahaan barang milik daesrah pada dinas,
serta pengelolaan administrasi keuangan dinas, serta
adminisirasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas,

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat;
jasa komunikasi, sumber daya air dan histrik; jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b. meleksanakan penatausshaan arsip dinamis pada
dinas;

c. menvusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
ASN;

d. melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan dinas;

. menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
Menyusun laporan keuangan
bulanan/ triwulanan/semesteran dan akhir tahun
dinas;

g. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan
pemeriksaan;

h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran;

1. menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

}. menyusun dan mengelola komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor;
k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah

tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang

cetakan , . .




.
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cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadsan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana  gedung
kantor,

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun perencanasn kebutuhan,
pengamanan,  penilaian, pembinaan dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
daerah;

melaksanakan analisa dan pengembangan
retribusi daerah, serta penvusunan kebijakan
retribusi daerah;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan
kebijakan retribusi daesrah,;

melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek
retribust daerah;

melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;
melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi
dasrah;

membagy  tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

an. melaksanakan . . .

v
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aa, melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksansan tugas; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan [ungsinya.

Pasal 279

Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
mempunyai  tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan
Penganggaran mempunyal uraian tugas:
A,  menyusun dokumen perencanaan dinas;
b. menyusun dokumen REKA-dinas dan Perubahan
REA-dinas;
menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasillean
dokumen bahan perencanaan pembangunan;
g mMmenyusun katdah pelaksanaan TEncans

pembangunan;
h, menyusun alternatiil dan model hubungan

mon oA

kausal/ fungsional;
1. menguji alternatif kriteria dan model,

j. menyusun perencanaan  kebijakan  strategis

jangka pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

. menyusun peréencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

m. menyusun TancAnNgan rencana anggaran dan

pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
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melakukan telaahan hngkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada linglup
dinas;

membag tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 280

Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Sub Koordinator Kepegawaian dan
Organisasi mempunyal uralan 1ugas:

B.

mendiagnosis struktur, kelembagaan /
tatalaksana/proses bisnis yang efektil untuk

instansi pemerintah;

menyusun pedoman dan  petunjuk teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan Kerija;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

penvediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

g. melaksanakan , . .

v
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g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan
aparatur sipil negara;

i,  menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi  pegawai atau  proyeksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan pets
jabatan aparatur sipil negara

iB menvusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan aparatur sipil
negara,

l. menyusun rencana pengembangan  individu
pegawal (ndividual development plan)

M. menyusun peta strategl ([(strategy map) unit
kerja /organisasi/instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai dan;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragral 3
Bidang Tata Kelola Lingkungan

Prsal 281

Bidang Tata Kelola Lingkungan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang wang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Kepala Bidang Tata Kelola Linghungan mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan
hidup.

Passal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 281 ayat (2), Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan

mempunyal fungsi:

a. penyelenggaraan . . .

-




1]

(2]
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penyelenggaraan kebijakan teknis terkait dokumen
instrument perencanaan lingkungan, pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
persctujuan  lingkungan yang kewenangannya di
terbitkan oleh Pemerintah Daerah;

penyelenggaraan rencana perlindungan dan terkait
dokumen instrument perencanaan lingkungan;
penyelenpggaraan kajian lingkungan hidup strategis
[KLHS); pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang kewenangannyva di terbitkan
oleh Pemerintah Daerah;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait rencana perlindungan dan
terkait dokumen instrument perencanaan lingkungan;
penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis
(KLHS); pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan
dampak pencemaran lingkungan,  persetujuan
lingkungan wvang kewenangannyva diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
himbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
seaual tugas dan fungsinya.

Pasal 283
Bidang Tata Kelola Lingkungan terdiri dari kelompok
Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dan:
a. Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup;

b. Sub. ..



(3)

(1]

(2)

(1)
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b, Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan
Lingkungan Hidup; dan

¢. Jabatan Fungsional lainnya.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurul a dan hurul b berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 284

Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup

mempunyal tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait rencana perlindungan dan terkait dokumen
instrument perencanaan lingkungan; penyelenggaraan
kajian lingkungan hidup strategis [KLHS);

Dalam melaksanakan tugas scbageimana dimaksud

pada ayat (1}, B8ub Koordinator Perencanaan

Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan dan penectapan terkait
dokumen instrument perencanaan lingkungan
Daerah;

b. melaksanskan pengendslian pelaksanaan terkait
dokumen instrument perencanaan lingkungan
Dacrah;

c. melaksanakan pembuatan dan pelaksanaan KLHS
rencana lata roang;

d. melaksanakan pembuatan dan pelaksanaan KLHS
RPJPD/RPIMD;

e. melaksanakan pembuatan dan pelaksanaan KLHS
untuk KRP wyang berpotensi  menimbullean
dampak/resiko lingkungan hidup; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinva.

Pasal 285
Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan
Lingkungan Hidup mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan  terkait  pembinesn dan
pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan vang

persctujuan . . .

\




- 228 -

persetujuan lingkungan dan kewenangannva yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

|2] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pembinaan dan
Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai uraian
tugas:

melaksanakan fasilitasi pemenuhan ketentuan
dan kewajiban i#n lingkungan danjatau izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH]J;

melaksanakan pengembangan kapasitas pejabat
pengawas lingkungan hidup;

melaksanakan pengawasan wusaha dan/atau
kegiatan yang persetujuan lingkungan dan
kewenangannya diterbitkan oleh Pemerintah
Dacrah;

melaksangkan koordinasi dan  sinkronisasi
pengawasan dan penerapan sanksi terhadap
pelanggaran dari rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
melaksanakan pengelolaan pengaduan
masyvarakal terhadap Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) daerah;
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penerapan  sanksi  administrasi, penyelesaian
sengketa, dan/atau penyidikan linglkungan hidup
di luar pengadilan atau melalul pengadilan dan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 286

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya Beracun (B3) dipimpin oleh scorang Kepala

Bidang . . .

%
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Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
mempunyai tugas menyelenggaraskan kebijakan daerah
terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan Limbah
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (B3).

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 286 ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3 mempunyai fungsi:

H,

penyelenggaraan kebijakan dan strategi, pengelolaan
sampah dan limbah Bahan Berbahava Beracun (B3],
penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir
sampah yang diselenggarakan cleh swasta, pembinaan
dan pengawasan — pengelolaan sampah  yang
diselenggarakan oleh pihak swasta;

penyelenggaraan pengelolaan sampah kota, dan limbah
Bahan Berbahaya Beracun (B3) penerbitan izin
pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah
yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan
pPengawasan pengelolaan sampah yang
disclenggarakan oleh pihak swasta;

penyelenggaraan monitoring, cvaluasi dan pembinaan
pelaksanaan  tugas  terkait kebersihan  kota,
pengelolaan  sampah kota, dan limbah Bahan
Berbahaya ~ Beracun (B3]  penerbitan  izin
pendaurulangan sampah /pengelolaan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah
yang diselengparakan oleh swasta, pembinaan dan
PENEAWASILN pengelalaan sampah Yang
diselengearakan oleh pihak swasta;

pembapgian tugas, pemberian petunjul, dan pembenan
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

¢. pengendalian . . .

\
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pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelalisanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 288
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri
atas kelompok Jabatan Fungsional;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari;
a. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah;
B. Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3; dan
¢. Jabatan Fungsional lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurufl a dan huruf b berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 289

Sub Koordinator Pengelolaan Sampah mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
pengelolaan  kebersihan kota dan sampah kota,
penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir
sampah vang diselenggarakan oleh swasia serta
pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah vang
diselenggarakan oleh pithak swasta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
mempunyai uraian lugas:

a, melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi

pengelolaan sampah daerah;

b, melaksanakan pengurangan sampah dengan

melakukan pembatasan, pendauran ulang dan
pemanfaatan kembali;

c. melaksanakan . . .

!
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melaksanakan  penanganan  sampah  dan
kebersihan kota;

memberikan  rekomendasi  terkait  perizinan
berusaha terintegrasi secara clektronik di bidang
persampahan yang diselenggarakan oleh swasta;
melaksanakan peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi
penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan;

melaksanakan penyusunan kebijakan kerjasama
pengelolaan persampahan;

melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA
daerah,

melaksanakan pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik;

melaksanakan fasilitasi pemenuhan ketentuan
terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan
sampah;

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
penilaian kinerja pengelolaan sampah;
melaksanakan monitoring dan evaluasi
pemenuhan  target dan  standar pelavanan
pengelolaan sampah; dan

melaksanakan tugas lain yvang diberikan olch
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 290

Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3 mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan
Limbah B3 dalam 1 [satu) Daerah;

Dalam melaksanalkan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Keordinator Pengelolaan Limbah B3

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan . . .

Y
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melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen
iZin penyimpanan sementara Limbah Bahan
Berbahaya Beracun (B3) dilaksanakan melaluai
sistern pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik;

meiaksanakan  veriikasi lapangan untuk
memastikan pemenuhan persyaratan adminisirasi
dan teknis penyimpanan sementara Limbah
Bahan Berbahaya Beracun (B3},

melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen
izin  pengumpilan  limbah Bahan Berbahaya
Beracun (B3) dilaksanakan melalui sistem
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elekironik;

melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi
pengelolaan mbah Bahan Berbahaya Beracun
(B3] dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka
pengangkutan,  pemanfaatan,  pengolahan,
dan/atau penimbunan;

menyusun program kegiatan Seksi Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
berdazarkan peératuran  perundang-undangan
yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan  peraturan  perundang-
undangan agar pelaksanaan tugas scsuai dengan
ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di Seksi
Limbah B3;

menyiapkan bahan perumusam kebijakan di Selksi
Limbah B3;

menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian
dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun
dan hmbah bahan berbahaya dan beracun;
melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi
dan  penyelenggaraan pengendalian  dan

pengelolaan . |

%
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pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan
limbah bahan berbahaya dan beracun;
melaksanakan  pengendalian dan  evaluasi
pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan bahen
berbahava dan beracun dan lmbah bahan
berbahava dan beracun;

melaksanakan pemantausan dan pengawasan
penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya
dan beracun,

melaksanakan pemetaan  sumber penghasil
limbah bahan berbahaya dan beracun;
malaksanakan pemantauan dan pengawasan
terhadap pengolahan, pemanfaatan,
penganghutan dan penimbunan limbah bahan
berbahaya dan beracun skala kota;
melaksanakan pemetaan pihak pengumpul,
pemanfaat, pengolah, penimbun dan
pengangkutan limbah bahan berbahaya dan
beracun;

mengembangkan pengelolaan limbah padat dan
hmbah bahan berbahaya dan beracun serta daur
ulangnya untuk dapat dimanfaatkan dan
mempunyai nilai tambah;

melaksanakan sosialisasi di bidang pengelolaan
limbah bahan berbahayva dan beracun (limbah
B3

melaksanakan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di  pengelolagn  limbah
bahan berbahaya dan beracun; dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungeinya.
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Paragraf 5
Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan

Lingkungan

Pasal 291

{1) Bidang Penatsan Pengendalian dan  Pengelolaan
Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawsh dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2} Kepala Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan
Lingkungan mempunyal fugas menyelenggarakan
kebijakan daerah terkait pengendalian pencemaran
lingkungan hidup, pengelolaan keanckaragaman
hayati serta penataan dan peningkatan kapasitas
lingkungan.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebaganimana dimaksud dalam

Pasal 291 ayat [2), Kepala Bidang Penataan Pengendalian

dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi:

8. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan
masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (PPLH) daerah, pengelolaan
keanekaragaman hayati daerah, penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan
hidup untuk lembaga kemasyvarakatan dan pemberian
penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;

b, penvelenggaraan pencegahan, penangpulangan dan
pemulihan  pencemaran  danfatau  kerusakan
lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan
masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (PPLH] daerah, pengelolaan
keanckaragaman haeyati daerah, penyelenggaraan
pendidikan, pelatthan, dan penvuluhan lingkungan

i

hidup . . .
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hidup untuk lembaga kemasyarakatan dan pemberian
penghargaan hngkungan hidup tingkat daerah;
penvelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan pencemaran danfatau
kerusakan lingkungan hidup, penyelesaian pengaduan
masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (PPLH) daersh, pengelolaan
keanekaragaman hayati daerah, penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan
hidup untuk lembapa kemasyarakatan dan pemberian
penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan,

pelaksanaan konsullasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugns dan fungsinya.

Pasal 293
Bidang Penataan Pengendalian dan Pengelolaan
Lingkungan terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional schagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati;
b. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup;
c. Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan; dan
d. Jabatan Fungsional lainnyva.
Sub Koordinator dimaksud pada ayat (2] huraf a, hurufl
b dan huraf ¢ berkedudukan di bawah dan
bertangpung jawab kepada Kepala Bidang,
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(2]
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Pagal 204

Sub Koordinator Pengelolaan Keanckaragaman Hayati

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait pengelolaan keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayut (1), Sub Koordinator Pengelolaan

Keanckaragaman Hayati mempunyai uraian tugas:

A. melaksanakan penyusunan dan penetapan
rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;

b. melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH];

. melaksanakan pengembangan kapasitas
kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati;

d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana
kegnekaragaman hayati;

e. melaksanakan pengelolaan taman
keanekaragaman hayati;, menyiapkan bahan
pengkajian  pemberian ijin penebangan pohon
pada jalur hijau dan taman kota, menyiapkan
konsep persyaratan izin penebangan pohon pada
jalur hijau, taman kota dan ruang terbuka hijau
(RTH);

f.  melaksanakan inventarisasi, identifikasi,
konservasi, pemetaan jumlah dan jemis pohon
pada taman kota dan ruang terbuka hijau (RTH);
dan

g- melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 295
Sub Eoordinator Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait kerusakan lingkungan
hidup daerah serta penyelesalan pengaduan

masyarakat . . .

v
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masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup (PPLH) daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (1), Sub Koordinator Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyail uraian

tugas:

a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan
pelaksanaan pencegahan pencemaran lngkungan
hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air,
dan udara;

b. melaksanakan  koordinasi, sinkronisasi dan
pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca,
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

¢c. melaksanakan pengelolaan laboratorium
lingkungan hidup daerah, monitoring kualitas air,
udara dan tanah;

d. memberikan rekomendas: pembuangan air limbah
ke badan air;

e. melaksanakan pemberian informasi peringatan
pencemaran  danfatau  kerusakan lingkungan
hidup pada masyarakat;

i melaksanakan pengisolasian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

g. melaksanakan penghentian pPencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penghentian sumbser pENCemaran dan
pembersihan unsur pencemar;

1.  melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan
pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi;

1. melaksanakan pengelolaan pengaduan

masyarakatl terhadap PPLH daerah;

k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penerapan  sanksi administrasi, penyelesaian
sengketn, dan/atau penyidikan lingkungan hidup
di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan

. melaksanakan . . .

v




(1)

(2]

- 438 -

|.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 206

Sub Koordinator Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan mempunyai tugas koordinasi dan

pengelolaan  kegiatan  terkait  penyelenggaraan

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan
hidup untuk lembaga kemasyarakatan serta pemberian
penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuad

pada ayat (1), Sub Koordinator Penataan dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyvai uraian

tugas:

a. melaksanakan peningkatan kapasitas dan
kompetensi  sumber daya manusia bidang
lingkungan hidup untuk lembaga
kemasyarakatan;

b, melaxsanakan pendampingan gerakan peduli
lingkungan hidup;

. melsksanakan penyuluhan  dan kampanye
lingkungan hidup;

d. melaksanakan penilaian kinerja masyarakat/
lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia
pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup ;dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fongsinya.
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BAB XIII
DINAS ADMINISTRAS] KEPENDUDUEAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 297

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil merupakan unsur pelaksana urusan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang
menjad| kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggpung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 298

Susunan Organisas: Dinas Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2.  Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
Bidang Pelayanan Pendaltaran Penduduak;
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
UFT; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungs

Pasal 299

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil memiliki tugas melaksanakan — urusan

pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan  sipil  yvang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan,

Dalam  menvelenggarakan  tugas  scbhagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai

fungsi:

a, pelaksanaan  kesckretariatan dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian;

b. perumusan  kebijakan terkait pendaftaran
pendudulk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan profil
kependudukan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan
pelayanan umum terkait pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan profil
kependudukan;

d. pembinaan dan pelaksanasn tugas terkait
pendaftaran pendudulk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan profil kependudukan;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
pendaltaran  penduduk, pencatatan  sipil,
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan profil kependudukan; dan

f. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian . . .

-
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Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf |
Kepala Dinas

Pasal 300

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 dalam
kerangka pencapalan tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 300, Kepala Dinas memiliki fungsi:

i

perumusan kebijakan terkait pendaftaran pendudulk,
pencatatan sipil, serta penpelolaan informasi
adminstrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
serta pengelolaan informasi adminstrasi
kependudukan dan pemaniaatan data;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan
informasi adminstrasi kependudukan dan
pemanfaatan data;

penvelenggaraan sistem pengendalian intern terkait
pendaftaran  penduduk, pencatatan sipil, serta
pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan dan
pemanfaatan data;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum sérta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual dengan tugas dan fungsinya.
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Paragral 2
Sekretariat

Pasal 302

(1} Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

(2]

(11

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris  mempunyai  tugas  melaksanakan
pengelolaan perencanaan, pENganEgaran, MAanajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan
kelembagaan dan tata laksana pelayanan publil,
kehumasan dan kerjasama,

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 302 ayat (2}, Sekretaris mempunyai fungsi:

#. penyelenggaraan  perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja dinas;

b, penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

¢c. penyvelenggaraan administrasi umum dinas;

d. penyelenggaraan administrasi barang milik
daerah pada dinas;

e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup
dinas;

.  penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang
lingkup dinas:

g  penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

h. penyelenggaraan  pelaksanaan  pemelibaraan
barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah;

1. penyelenggaraan  pengembengan  kelembagaan
dan tata laksana pelayanan publik serta
pengelolaan kepegawalan;

i- penyelenggaran . . .




(1]

(2)

(1
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j-  penyelengparaan kehumasan dan kerjasama;

k. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

.  pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

m. pelaksanaan konsultasi dan  koordinasi  baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
mmpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 304
Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian |
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Mazing-masing Subbagian scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufl a dan huruf b dipimpin cleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sckretaris,

Pasal 305

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
mempunyal tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan  surat  menyurat,
pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana
dinas, pengelolaan pelayanan umum  dinas,
penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,
kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan
administrasi kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), Kepala Subbagian Subbagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat,

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan . . .

\
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melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacasn dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanskan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun perencanaan kebutuhan,
pPEnNgaAmMAanan, penilaian, pembinaan  dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penvelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik dacrah pada dinas;

mendiagnosis struktur/ kelembagaan /
tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk
instansi pemerintah;

menyusun pedoman dan  petunjuk  teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

penyedinan administrasi pelaksanaan tugas
Aparatur Sipil Negara (ASN);

p. melaksanakan . . .

v
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p. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

4. menyusun data  pengelolaan administrasi
kepogawaian pada dinas;

r. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terleait produk hukum daerah;

s, menganalisis proses penyusunan  kebutuhan
Aparatur Sipil Negara [ASN);

L. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi  pegawai  atau  proveksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN];

u.  menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

v. menganalisis proses penugasan Aparatur Sipil
Negara (ASN]:

w. menyvusun rencana pengembangan  individu
pegawai (individual development plan);

X. menyusun peta strategl (strategy map) unit
kerja/organisasifinstansi pemerintah;
mengelola proses manajemen kinerja pegawad;

z. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas:

aa. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

bb. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

cec. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 306
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait  perencanaan, pengangearan,
pengelolaan administrasi keuangan dan  evaluasi
kinerja.

(2} Dalam . . .

v
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan
Penganggaran mocmpunyai uraian tugas:

HI

I R

menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen REEKA-dinas dan Perubahan
REA-dinas;

menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijjakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan;
manyusun kaidah pelaksanaan rencana
pembangunan;

menvusun  alternatiil dan model hubungan
kausal/ fungsional;

menguji alternatif kriteria dan model;

menyusun perencanaan Kebijakan strategis
jangka pendek pada lingkup dinas;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

menyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
melakukan telaahan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas;
menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
Aparatur Sipil Negara (ASN});

melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/ verifikasi keuangan dinas;

menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
MEnyusLn laporan keuangan
bulanan/trivulanan/semesieran dan akhir tahun

dinas;

L. melaksanakan . . .

¥
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t. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan
pemeriksaan;

u. menyusun pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran;

v. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksansan tugas;

w, mengendalikan, meneliti, dan  memeriksa
pelaksanaan tigas bawahan:

x. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

y. melaksanaken tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragral 3
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 307

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin
aleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalul Sekretaris.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pelayanan pendaftaran penduduk, penyelenggaran
pendafiaran penduduk, penatsan, pembinaan dan
pengawasan pendaftaran penduduk.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 307 ayat (2), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

mempunyai fungsi:

A,

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelayanan
dan penyvelenggaraan identitas penduduk, pindah
datang penduduk dan pendataan penduduk;

penvelenpgaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas  terkait | pelayanan dan

v
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penyelenggaraan identitas pendudulk, pindah datang
penduduk dan pendataan penduduk;

pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuail tugas dan fungsinya.

Pasal 309
Bidang Pelavanan Pendaftaran Penduduk terdinn dan
kelompok Jabatan Fungsional.
Eelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Keordinator I[dentitas Pendudulk;
b. Sub Koordinator Pindah Datang Penduduk;
c. Sub Koordinator Pendataan Penduduk; dan
d. Jabatan Fungsional Lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 310

Sub Koordinator ldentitas Penduduk mempunyai tugas

koordinas: dan pengelolaan kegiatan terkait pelayanan

pendaftaran penduduk.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (1), Sub Koordinator ldentitas Penduduk

mempunyai uraian tugas:

4. melaksanakan pendataan penduduk non
permanen dan rentan administrasi
kependudukan;

b. melaksanakan pencatatan, penatausahaan dan
penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk;

¢. melaksanakan penyelesaian masalah pendaftaran
pendudulk;

i, melaksanakan . . .

"
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melaksanakan peningkatan pelayanan
pendaftaran penduduk;

melaksanakan pencatatan, penatausahaan dan
penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa

kependudukan;
melaksanakan  pencatatan atas  pelaporan
peristiwa kependudukan;

melaksanakan penerbitan dokumen atas hasil
pelaporan peristiwa kependudukan;
melaksanakan pengumpulan, analisis, dan
diseminasi data terkait pendaftaran dan
perkembangan penduduk; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 311

Sub Keordinator Pindah Datang Penduduk mempunyal
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
penyelenggaran pendaftaran pendudule.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pindah Datang

Penduduk mempunyai uraian tugas:

.

melaksanakan  koordinasi antar  lembaga
pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam
penertiban pelayanan pendaftaran penduduk;
melaksanakan pelayanan pendaftaran dan
pencatatan peristiwa kependudukan;
melaksanakan fasilitasi pendaftaran penduduk;
melaksanakan pemanfaatan data kependudukan
terkait pendaftaran penduduk;

melaksanakan sosialisasi pendaftaran penduduk;
melaksanakan kerja sama dengan organisasi
kemasyvarakatan dan perguruan tinggi  terkait
pendaftaran penduduk;

melaksanakan komunikasi, informasi, dan
edukasl kepada pemangku kepentingan dan
masyarakat terkait pendaftaran pendudulk;

h. melaksanakan . . .

\
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melaksanakan pendokumentasian dan penyajian
data peristiwa kependudukan yang akurat dan
dapat dipertangpungjawabkan; dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 312

Sub Koordinator Pendataan Penduduk mempunyai
tugas hoordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
penataan pendaftaran penduduk serta pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
Dalam melaksanakan tuges scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pendataan Penduduk

mempunyai uraian tugas:

menyusun tata cara perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan
pelaporan penyelenggaraan;

melaksanakan  administrasi  kependudukan
terkait pendaftaran penduduk;

melaksanakan pengadaan dokumen
kependudukan selain blangko KTP-El, formulir,
dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai
dengan kebutuhan;

melaksanakan  pengelolaan dan  pelaporan
penggunaan blangke dokumen kependudukan,
formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran
pendudulk;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terkait pendaftaran penduduk;

melaksanakan bimbingan  teknis  terkait
pendaftaran pendudulk; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Paragraf . . .
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Paragraf 4
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal 313

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang vang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melahai
Sekretaris,

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan dacrah terkait
pelavanan pencatatan sipil seria  penyelenggaraan,
pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 313 ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil mempunyai fungsi:

al

penvelenggaraon kebijakan teknis terkait pelayanan
pencatatan  kelahiran, perkawinan dan perceraian,
serta perubahan status anak, pewarganegaraan dan
kematian;

penyelenggaraan pemerintahan daerah  terkait
pelayanan pencatatan kelahiran, perkawinan dan
perceraian, SErta perubahan status anak,
pewarganegaraan dan kematian;

penyelenggaraan menitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pelayvanan pencatatan
kelahiran, perkawinan dan perceraian, serta
perubahen status anak, powarganegaraan dan
kematian;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan . . .

)
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan lungsinya.

Pasal 315
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri  dari
kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1), terdiri darni ©
a. Sub RKoordinator Kelahiran;
b, Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian;
¢, Sub Roordinator Perubahan Status Anak,

Pewarganegaraan, dan Kematian; dan

d. Jabatan Fungsional Lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 316

Sub  Koordinator Kelahiran mempunyai tugas

koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pelayanan

pencatatan sipil,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

paca ayat (1], Sub Koordinator Kelahiran mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan pencatatan, penatausahaan dan
penerbitan dokumen atas pelaporan peristiva
pentng;

b, melaksanakan peningkatan dalam pelayanan
pencatatan sipil;

c. melaksanakan pengumpulan, analisis, dan
diseminasi data pencatatan sipil;

d. menyusun tata cara perencenaan, pelaksanaan,
pemantauan,  evaluasi, pengendalian dan
pelaporan penyelenggaraan administrasi
kependudukan terkait pencatatan sipil;

e. melaksanakan pengadaan dokumen
kependudukan selain blangko KTP-El, formulir,

%
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dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan
kebutuhan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsmya.

Pasal 317

(1] Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian

4]

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait penvelenggaraan pencatatan sipil  serta

pembinaan dan  pengawasan  penyelenpggaraan
pencatatan sipil.

Dalam melasksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1}, Sub Koordinator Perkawinan dan

Perceraian mempunyail uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain
yang berkaitan dengan pencatatan sipil;

bh. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan
pencatatan peristiwa penting;

c. melaksanskan penerimaan dan permintaan data
kependudukan dari  perwakilan  Republik
Indonesia melalui menteri terkait pencatatan sipil;

d. melaksanakan fasilitasi terkait pencatatan sipil;

e. melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan
data kependudukan terkait pencatatan sipil;

.  melaksanakan sosialisasi terkait pencatatan sipil;

g, melaksanakan kerja sama dengan organisasi
kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait
pencatatan sipil;

h, melaksanakan komunikasi, informasi, dan
edukasi kepada pemangku kepentingan dan
masyarakat terkait pencatatan sipil;

i. melaksanakan pendokumentasian dan penyajian
daia peristiwa penting vang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan; dan

j-  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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(2}
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Pasal 318

Sub Koordinator  Perubahan Status  Anak,

Pewargancgarsan, dan Kematian mempunyai tugas

koordinasi dan pengelolasn kegiatan terkait pembinaan

dan pengawasan penyelénggaraan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Sub Koordinator Perubahan Status Anak,

Pewarganegaraan, dan Kematian mempunyai uraian

tugas:

a. melaksanakan pengelolasn  dan  pelaporan
pengeunaan blangko dokumen kependudukan,
formulir, dan buku untuk pelayanan pencatatan
sipil;

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terkait pencatatan sipil;

¢, melaksanakan supervisi bersama instansi terkait
mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak,
ceral, dan rujuk bagi penduduk yang beragama
islam dalam rangka pembangunan basis data
kependudukan terkait pencatatan sipil;

d. meclaksanakan himbingan teknis  terkait
pencatatan sipil; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Paragral 5

Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan

(1)

(2]

dan Pemanfaatan Data

Pasal 319

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang vang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai

¢

tugas . . .
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tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pengumpulan, pemanfaatan, penyajian, dan
pengelolaan  informasi administrasi kependudukan,
penataan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan
informast  administrasi  kependudukan,  serta
penyusunan profil kependudukan.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 319 ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Admimistrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

mempunyai fungsi:

e

penyelenggarasn kebijakan teknis terkait penyusunan
profil kependudukan; pengumpulan, pemanfaatan dan
penyajian data kependudukan; penataan,
penyelenggaraan, pembingan dan  pengawasan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
penyelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
penyusunan profil kependudukan; pengumpulan,
pemanfaatan dan penyajian data kependudukan;
penataan, penvelenggaraan, pembinaan dan
pengawasan  pengelolaan  informasi  administrasi
kependudukan;

penyelenggaraan monitoring, eveluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyusunan  profil
kependudukan; pengumpulan, pemanfaatan dan
penyajian data kependudukan; penataan,
penyelenggaraan, pembinaan dan  pengawasan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horzontal guna sinkromsasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

g pelaksanaan . . .
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L

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 321
Bidang Pengelolaan Informesi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari
kelompaok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan;
b. Sub Koordinator Sistem Pengplahan dan Penyajian
Data Kependudukan;
¢. Sub Koordinator Kerja Sama dan Inovasi
Pelayanan; dan
d. Jabatan Fungsional Lainnya.
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 322
Sub  Koordinator 3Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolann kegiatan terkait penataan pengelolasn
informasi administrasi kependudukan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan mempunyal uraian tugas:
a. melaksanakan PCNYLSUNAD tata Cara
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, pengendalian dan pelaporan
penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan
informasi administrasi kependudukan; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 323
Sub Koordinator Penpgolahan dan Penyajisn Data
Kependudukan mempunyal tugas koordinasi dan
pengelolaan  kegiatan  terkait  penyelenggaraan,
pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Sub Koordinator Penpolahan dan
Penyajian Data Kependudukan mempunyai uraian

tugas:
a, melaksanakan pengolahan dan penyajian data
kependudukan;

b. melakukan inventarisasi data untuk kepentingan
pembangunan Dacrah;

¢, menyediakan data kependudukan;

d. menyusun profil data perkembangan dan proyeksi
kependudukan serta kebutuhan yang lain; dan

e. melaksanskan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Pasal 324

Sub Koordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait penyelengparaan, pembinaan dan pengawasan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Dalam melaksanalkan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Kerja Sama dan Inovasi

Pelayanan mempunyal uraian tugas.

a. melaksanakan kerja sama pemanfaatan data
kependudukan;

b. melaksanakan  koordinasi antar lembaga
pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam
penertiban  pengelolaan informasi administrasi
kependudulkan;

im. melaksanakan . . .
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melaksanakan penerimaan dan permintaan data
kependudukan dari perwakilan Republik
Indonesia melalul menteri;

melaksanakan [asilitasi terkait pengelolaan
informasi administrast kependudukan;
melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan
data kependudukan;

melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan
informasi administrasi kependudukan;
melaksanakan kerja sama dengan organisasi
kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

melaksanakan komunikasi, informasi, dan
edukasi kepada pemangku kepentingan dan
masyarakat;

melaksanakan penyajian data kependudukan
yang akurat dan dapat dipertanggungjawablkan;
melaksanakan pembinaan dan  pengawssan
terkait pengelolaan informasi  administrasi
kependudukan;

melaksanakan supervisi bersama instansi lain
mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak,
ceral, dan rujuk bagi penduduk yang beragama
islam dalam rangka pembangunan basis data

kependudukan;
melaksanakan bimbingan teknis terkait
pengelolaan informas: administras:

kependudukan dan  pendayagunaan data
kependudukan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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BAB XIV
DINAS PERHUBUNGAN
Bagian Késatu
Kedudukan

Pasal 325

i1) Dinas Perhubungan merupalkan unsur pelaksana
Lrusan bidang  perhubungan  vang menjadi
kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas
Perhubungan.

(2] Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalul Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 326
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdini dari
8. Kepala Dinas;
b. Sckretariat, terdiri dar:
1. Subbagian Administrasi dan Umum;
2.  Subbagian Perencanaan, dan Penganggaran; dan
3. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.
c. Bidang Lalu Lintas terdini dar:
1. Seksi Manajemen dan Rekayvasa Lalu Lintas; dan
2. Seksi Pusal Penpgendalian dan Pengembangan.
d. Bidang Angkutan dan Perparkiran terdiri dari:
1. Seksi Angkutan; dan
2. Beksi Perparkiran.
e. Bidang Penpujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:
1. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan; dan
2. Seksi Pengujian Kendaraan.
g. UPT; dan
h, Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian . . .
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 327

Dinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan

urusarn pemerintahan bidang perhubungan vyang

menjadi kewenangan pemerintahan dacrah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantaan,

Dalam  menyelenggarakan tugas  scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait lalu lintas dan
angkutan jalan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan  dan
pelayanan umum terkait lalu lintas dan anghkutan
Jalan;

c. pembinaan dan pelaksanasn tugas terkait lalu
lintas dan angkutan jalan;

d. pemantavan, evaluasi dan pelaporan terkait lalu
lintas dan angkutan jalan;

e, peclaksanaan  kesekretariatan dinas  terkait
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan,
dan umum dan kepegawaian; dan

.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 328

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 dalam
kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.
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Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 328, Kepala Dinas memiliki fungsi:

B

[1)

{2)

perumusan kebijjakan terkait lalu lintas, angkutan,
perparkiran dan pengujian kendaraan bermotor;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait lalu lintas, anglkutan, perparkiran dan
pengujian kendaraan bermotor;

pembinasn dan pelaksanaan tugas terkait lalu lintas,
anglutan, perparkiran dan pengujian kendaraan
bermotor;

penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait
lalu lintas, angkutan, perparkiran dan pengujian
kendaraan bermotor,

pelaksansan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksansan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragrafl 2
Sckretariat

Pasal 330

Sckretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala inas.

Sekretaris mempunyai ugas melaksanakan
pengelolaan perencanaan, pengangearan, mAanajemen
resiko, monitoring, evaluasl dan  pelaporan,
kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan
aset, pengembangan kelembapaan dan tata laksana
pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Pasal . .
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Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud
dalam Pasal 330 ayat (2], Sekretaris mempunyai fungsi:

penyelenggaraan perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja dinas:

penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah
kewenangan dinas;

penyelenggaraan administrasi umum dinas;
penyelénggaragan  administrasi  barang milik
daerah pada dinas;

penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah dacrah lingkup
dinas;

penyelenggaraan  penvediaan  jasa  penunjang
lingkup dinas:

penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

penyelengparaan  pelaksanaan pemeliharaan
barang millk daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah;

penyelenggaraan  pengembangan  kelembagaan
dan tata |aksana pelayanan publik serta
pengelolaan kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal puna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 332
Sekretariat, terdiri dari:
Subbagian Administrasi dan Umum;
Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional,
Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufl a, huruf b, dan huraf ¢ dipimpin
olch seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di
bawah dan bertangpung jawab kepada Sekretaris.

f oo op

Pasal 333

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum
mempunyai  tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat,
pengelolaan arsip, pengelolann sarana prasarana
dinas, pengelolaan pelayanan umum  dinas,
penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,
serta pengelolaan administrasi keuangan dinas, serta
administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas.

Dalam melaksanakan tugas scbhagaimana dimaksud

pada myst (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyal uraian tugas:

a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat,
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanskan penatausahasn arsip dinamis pada
dinas;

. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan
pengujian (verifikasi kevangan dinas;

e, menvusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

I menvusun laporan keuangan
bulanan/ triwulanan / semesteran dan akhir
tahun dinas;

g, melaksanakan . . .
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melaksanakan pengelolaan dan tanggapan
pemeriksaan;

menyusun pelaporan dan analisis  prognosis
realisasi anggaran;

menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan  prasarana gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun PErenCAnaan kebutuhan,
pengamanan, — penilaian,  pembinaan dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penvelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
daerah;

melaksanakan a&nalisa dan pengembangan
reiribusi daerah, serta penyusunan kebijakan
retribusi dacrah;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan
kebijakan retribusi daerah;
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u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek
retribusi daerah;

v. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

w, melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

®x. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi
daerah;

y. membagi tugss, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

z. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

an. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan scsual tugas dan fungsinya.

Pasal 334
Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluas: terkait perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan
Penganggaran mempunyai uraian tugas:
a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen RKA-dinas dan perubahan
RKA-dinas;
menyusun DPA-dinas dan perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan;
E. menyusun  kaidah — pelaksanaan rencana

™ 8 o n

pembangunan;
h. menyusun alternatif dan model hubungan

kausal /fungsional;
1. mengup alternatif kriteria dan model;

j. menyusun . . .

%
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J. menyusun perencanaan kebijakan stratepis
jangka pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun perencansan program dan kegiatan
lintas bidang;

.  menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

m. MmEenyusun rEncANgan [(ENcana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telashan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

0. melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup
dinas;

p. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bewahan dalam pelaksanaan tugas;

q. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

r. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 335
Kepala Bubbagian Kepegawaian dan Organisasi
mempunyal tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait kelembagaan dan tata laksana dinas
acrta pengelolaan administrasi kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Subbagian Kepegawaian dan
Organisasi mempunyal uraian tugas:
8. mendiagnosis struktur/ kelembagaan /
tatalaksana/proses bisnis yang efektl untuk
instansi pemerintah;

b. menyusun . .
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menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
ketatalaksanasn dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

penyediaan  administrasi  pelaksanaan tugas
Aparatur Sipil Negara [ASN);

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepepawaian pada dinas;

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

menganalisis proses penyusunan  kebutuhan
Aparatur Sipil Negara {ASN);

menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi  pegawai  atau  proyeksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);

menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
linglkup dinas;

menganalisis proses penugasan Aparatur Sipil
Negara (ASN);

menyusun rencana  pengembangan  individu
pegawai (individual development plan);

menyusun peta strategl (strategy map) unit
kerja/organisasi /instansi pemerintah;

mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal puna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas,; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai ugas dan fungsinya.

Paragrafl . . .

b
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Paragral 3
Bidang Lalu Lintas

Pasal 336

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh secorang Kepala
Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
Jjowab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan ~ daerah terkait
manajemen dan rekayasa lalu lintas, bimbingan
kesclamatan dan ketertiban serta pusat pengendalian

dan pengembangan.

Pa=al 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 336 ayat (2), Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai
fungsi:

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyediaan
perlengkapan  jalan di  jalan  kota, pelaksanaan
manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan
jalan kota, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu
lintas {andalalin) untuk jalan kota;

penyelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
penvediaan perlengkapan jalan di  jalan  kota,
pelaksanaan manajemen dan relkayasa lalu lintas
untuk jaringan jalan kota, dan persetujuan hasil
analisis dampak lalu lintas [andalalin) untuk jalan
kota;

penyelengparaan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyediaan perlengkapan
jalan di jalan kota, pelaksanaan manajemen dan
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, dan
persetujuan  hasil analisis dampak lalu  lintas
(andalalin) untuk jalan kota;

penyelenggaraan Kerja Sama Pemeérintah deéngan
Badan Usaha Penerangan Jalan Umum;

e. pembagian . . .

2
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pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan peineriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertilkal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya,

Pasal 338
Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
a.  Beksi Manajemen dan Rekavasa Lalu Lintas;
b. Secksi Pusat Pengendalian dan Pengembangan ;
dan
. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, terdiri dari;
A, Bub Koordinator Bimbingan Keselamatan dan
Ketertiban; dan
b. Jabatan Fungsional Lainnya.
Masing-masing Scksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh secorang
Kepala Seksi.
Kepala Seksi dan Sub Koordinator berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 339

Kepala Secksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
mempunyai tugas terkait pelaksanasan, monitoring dan
evaluasi terkait penyediaan perlengkapan jalan di jalan
kota; dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu
lintas untuk jaringan jalan kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan . . .

4
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a. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di
jalan kota;

b. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan
periengkapan jalan;

¢, melaksanskan penataan manajemen  dan
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;

d. melaksanakan sosialisas dan simulasi
pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu-lintas
untuk jaringan jalan kota;

e. melaksanakan peningkatan kapasitas penilai
analisis dampale lalu lintas (andalalin);

. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penilaian  hasil analisis dampak lalu lintas
fandalalin);

g melaksanakan pengawasan pelaksanaan
rekomendasi analisis dampak Ialu lintas
tandalalin),

a, membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

h. mengendalikan, meneliti, memeriksa pelaksanaan
tugas bawahan;

i. melaksanakan konsullasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

J.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan lungsinya.

Pasal 340

Kepala Seksi Pusat Pengendalian dan Pengembangan
mempunyai tugas terkait pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan perlengkapan jalan.
Dalam melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud
pada avat (1], Kepala Scksi Pusat Pengendalian dan
Pengembangan mempunyal uraian tugas:
a. melakukan kegiatan perencanaan,

penyediaan/pembangunan, pemeliharaan  dan

rehahilitasi . . .

v
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rehabilitasi serta  pengendalian/pengawasan
penerangan jalan umum,

b. penvelenggaraan kerja sama terkait Penerangan
Jalan Umum;

¢, melaksanakan pembangunan prasarana jalan di
jalan kota;

d. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan
prasarana jalan;

e. membagi tugas, memberd petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

. mengendalikan, meneliti, memeriksa pelaksanaan
tugas bawahan;

g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 341
Sub  Koordinator Bimbingan Keselamatan dan
Ketertiban mempunyal tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait pelaksanaan manajemen
dan  rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota
serta persetujuan hasil anahlisis dampak lalu lintas
[andalalin) untuk jalan kota.
Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud
pada avat (1), Sub Koordinator Bimbingan Kesclamatan
dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan
pengendalian lalu lintas;
b. melaksanakan penindakan pelanggaran di bidang
perhubungan;
c. melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan;
d. melakukan penyiapan bahan sosialisasi serta
melaksanakan sosialisasi keselamatan jalan;

e, melakukan . ..

3
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e. melakukan analisis data kecelakaan lalu lintas
serta menyusun rekomendasi penanganannya;

f. melakukan  penyiapan bahan  penyusunan
indikator dan pengukuran kinerja kesclamatan
jalan; dan

E- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Angkutan dan Perparkiran

Pasal 342

(1} Bidang Angkutan dan Perparkiran dipimpin oleh

(2

scorang Kepala Bidang vang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris,

Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
engkutan orang, angkutan barang, pengembangan,
penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, dan
operasional parkir.

Pasal 343

Dalam melaksanakan mugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 342 ayat (2), Kepala Bidang Angkutan dan Perparkiran
mempunyai fungsi:

a,

penyelenggaraan kebijjakan teknis terkait audit dan
inspelsi keselamatan Lalu Lintas dan Anghutan Jalan
(LLA.) di jalan, penyediaan angkutan umum untuk jasa
angkutan orang dan/atau barang antar kota dalaml
(satu} daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe c;
penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan, penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
barang antar kota dalam 1 (satu) daerah; pengelolaan
terminal penumpang tipe c;

¢, penyelenggaran . |
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penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait audit dan inspeksi
keselamatan Lalu Lintas dan Anghutan Jalan (LLAJ) di
jalan, penyediaan angkutan umum untuk jasa
angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1
(satu) daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe c;
penyiapan pemberian bimbingan teknis {jin angkutan
Orang dan barang seria pENgawasan
penvelenggaraannys,
perencanaan, penetapan, peninjavan lokast,
pembangunan dan pengembangan terminal tipe C dan
halte untuk angkutan orang dan barang;
pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta pengendalian
ketertiban terminal dan halte untuk angkutan crang
dan barang;
perencanasn, Pemeliharaan, dan Pengembangan
Kebijakan terkait Anghutan Wisata dalam kota;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;
pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas;
penyelenggarnan kebijakan teknis terkait
pengkoordinasian perizinan bidang penyelenggaran
dan pembangunan fasilitas parkir;
penyelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
pengkoordinasian perizinan bidang penyelenggaran
dan pembangunan fasilitas parkir;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;
pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
P pelaksanaan . . .

:

pelaksanaan tugas;
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pelaksanaan pendataan, pengaturan, pembinaan dan
pengendalian Pengelola dan petugas parkir;
pemberian saran dan pertimbangan izin pengelolaan
parkir di lahan milik pemerintah;

pelaksanaan pengembangan system dan teknologi
informasi perparkiran;

pelaksanaan sosialisasi di bidang perparkiran; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 344
Bidang Angkutan dan Perparkiran, terdiri dari:
a. Seksi Angkutan;
b.  Seksi Perparkiran; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Masing-masing scksi scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf & dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawsab kepada Kepala Bidang.

Pasal 345

Eepala Seksi Angkutan mempunyai tugas pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi terkait audit dan inspeksi

keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di

jalan, penyedisan angkutan umum uniuk jasa

angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1

[satu] daerah, pengelolaan terminal angkutan barang

dan penyediaan angkutan barang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Seksi Anpgkutan mempunyai

uraian tugas:

a, melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan
pemenuhan persyaratan penyelengganaan
kompetensi penpgemudi kendaraan bermotor;

b, menyediakan angkutan umum untuk jasa
angkutan orang danfatau berang antar kota
dalam 1 (satu) daerah;

¢, melaksanakan . . .
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melaksanakan pengendalian dan  pengawasan
ketersediran angkutan umum untuk Jasa
Anghkutan Orang dan/atau Barang antar Kota
dalam 1 (satu] dasrah;

menyiapkan pemberian bimbingan telmis {in
angkutan orang dan barang serta pengawasan
penyvelenggaraannya;

menyusun penetapan jaringan lintas angkutan
orang dan barang pada jaringan jalan kota ;
menghimpun data sebagai bahan penyusunan
program  percncanaan pembangunan | dan
pengembangan terminal anghkutan orang dan
barang;

melaksanakan peninjauan lokasi untuk
penetapan  pembangunan  halte dan  terminal
angkutan orang maupun angkutan barang;
melaksanakan koordinasi dengan instansi lain
dalam upava peningkatan dan pengembangan
terminal baik angkutan orang dan angkutan
barang;

menghkoordinasikan pengelolsan  terminal dan
fasilitas pendukungnys;

melaksanakan pemeliharaan fisik serta
pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk
anglutan orang dan barang;

melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan
kebijakan terkait Anghutan Wisata dalam kota;
melaksanakan Pembangunan Gedung Terminal;
melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
menyediakan angkutan barang antar kota dalam
1 (satu) daerah;

membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, memeriksa pelaksanaan

tugas bawahan;

q. melaksanakan . . .
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melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan togas; dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 346

Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan, monitoring dan  evaluasi  terkait
pengembangan,  penyelenggaraan, — pengawasan,
pengendalian dan operasional parkir.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Seksi Perparkiran mempunyai

uraan tugas:

melaksanakan fasilitasi rekomendasi teknis,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
perizinan  penyvelenggaraan dan  pembangunan
fasilitas parkir kewenangan kota dalam sistem
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik;

melakukan perencanaan pendapatan dari potensi
parkir dan melakukan penagihan wajib retribusi
di tepi jalan umum dan tempat khusus
parkir/tanah milik pemerintah;

melaksanakan fasilitasi rekomendasi  teknis
pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
perizinan penyelenggaraan dan pembangunan
fasilitas parkir;

membagi agas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, memeriksa pelaksanaan
tugas bawahan,

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan lungsinya.

Paragraf . . .

1




(1]

(2)
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Paragrafl 5
Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 347

Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh
scorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Kepala Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
mempunyai tugas teknik kendarnan dan perbengkelan
dan pengujian kendaraan,

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 347 ayat (2], Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

mempunyai fungsi:

{1

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengujian
berkala kendaraan bermotor;

penyelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
pengujian kendaraan bermaotor;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pengujian  kendarsan
bermotor;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
gesual tugas dan fungsinya.

Pasal 349
Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
a. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan;

b. Scksi . ..

3
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b. Seksi Pengujian Kendaraan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional,

[2) Masing-masing scksi schagaimana dimaksud pada ayat
(1) buruf a dan huruf b dipimpin clch seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
Jjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 350

(1) Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai
tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait
penyedigan SArena  dan prasarana pengujian
kendaraan bermotor dan kelengkapannya.

(2} Dalam meclaksanakan tugas schagaimana dimaksud
pada ayat (1), Secksi Teknik Kendaraan dan
Perbengkelan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengujian berkala kendaraan bermotor;

b. melaksanakan pengendalian dan  pengawasan
ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkuotan
arang dan/atau barang antar kota;

c, melaksanakan monitoring dan evaluasi
penyelenggarasn  pengujian  berkala kendaraan
bermotor;

d. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e, mengendalikan, meneliti, memeriksa pelaksanaan
tugas bawahan;

f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun honzontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Paszal 351
[1) Seksi Pengujian Kendaraan mempunyal tugas
pelaksanaan, monitoring dan  evaluasi  terkait

penyelenggaran |, . .

%




(2)

(1]

-7~

penyelenggaraan  pengujian  berkala  kendaraan

bermotor,

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pengujian kendaraan bermotor

mempunyal uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan
pengujian berkala kendaraan bermotor;

b. menyediakan bukti lulus uji pengujian berkala
kendaraan bermotor;

c. pemeliharsan sarana dan presarana  pengujian
berkala kendaran bermotor;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pengujian  berkala kendaraan
bermotor;

e. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tupgas;

f. mengendalikan, meneliti, memeriksa pelaksanaan
tugas bawahan;

g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XV

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 352
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian merupakan wunsur pelaksana wurusan
bidang kemunikasi dan informatika, urusan bidang
statistik dan urusan bidang persandian yang menjadi

kewenangan . . .

)
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kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas
Eomunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian,
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sckretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 353

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian terdiri dari:

(2]

Kepala Dinas;

Sekretaniat, terdin dar Subbagian Administrasi dan
Umum;

Bidang Teknologi dan Informatika;

Bidang Penyelenggaraan E-Gopernment;

Bidang Statistik;

UPT; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 354

Dinas Komunikasi, Informatika, Statisttk dan
Persandian memiliki tugas melaksanakan wurusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,
urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan
pemerintahan bidang persandian yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Dacrah berdasarkan asas
ntonomi dan tugas pembantuan.

Dalam  menyelenggaraken  tugas  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian mempunyal

fungsi:

a. perumusan . . .
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perumusan  kebijakan terkait  informasi  dan
komunikast publik, aplikasi informatilea, statistilk
stktoral, dan persandian untuk pengemanan
informasi;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelavanan umum  terkait informasi dan
komunikasi publik, aplikas: informatilea, statistile
sektoral, dan persandian untuk pengamanan
informasi;

pembinaan dan pelaksanaan  tugas  terkait
informasi dan  komunikasi publik, aplikasi
informatika, statistik scktoral, dan persandian
untuk pengamanan informasi;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
informasi dan komunikasi publik, aplikasi
informatika, statistik sektoral, dan persandian
untuk pengamanan informasi;

pelaksanaan  kesekretariatan  dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 355

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 dalam
kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

dacrah.



(1)

{1)

(2}
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Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 355, Kepala Dinas memiliki fungsi:

A. peramusan kebijakan terkait teknologi
informatika dan keamanan informasi, pengelolaan
e-gorernment, pengelolaan informasi dan
komunikasi publik, serta statistik;

b. penyelenggaraan wrusan pemerintahan dan
pelayanan umum terkait tcknologi informatika
dan keamanan informasi; pengelolaan e-
government, pengelolaan informasi dan
komunikasi publik, serta statistik;

c. pembinaan dan  pelaksanaan  tugas  terkait
teknologi informatika dan keamanan informasi,
pengelolaan e-government, pengelolaan informasi
dan komunikasi publik, serta statistile;

d. penyelenggaraan sistem pengendalian  intern
terkait teknologi  informatika dan lkeamanan
informasi, pengelolaan egovernment, pengelolaan
informasi dan komunikasi publik, serta statistik;

e. pelaksanaan  kesekretariatan  dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
uwmum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 357

Sekretariat dipimpin oleh seorang Seloretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyal  tugas — melaksanakan
pengelolaan perencanaan, PeNgangEaran, mManajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,

kepegawaian . . .

%



(1)
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kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan
kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik,
kehumasan dan kerjasama.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 357 ayat (2), Sekretaris mempunyai lungsi:

A

penyelenggaraan perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja dinas;

penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penvelengearaan administrasi umum dinas;
penyelenggaraan administrasi  barang milik
daerah pada dinas;

penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup
dinas;

penyelenggaraan penvediaan jasa penunjang
lingkup dinas;

penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

penyelenggaraan  pelaksanaan  pemeliharaan
barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah;

penyelengparaan pengembangan  kelembagaan
dan tata laksana pelayanan publik serta
pengelolaan kepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas:

pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi  baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tupas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Pasal 359
Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional,
Kelompok  Jabatan Fungsional scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Sub Koordinator Perencanaan dan
Penganggaran;
b. Sub Keordinator Kepegawaian dan Organisasi;
dan
¢. Jabatan Fungsional Lainnya.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dipimpin cleh secrang Kepala Subbagian.
Kepala Sub Bagian dan Sub  Koordinator
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretars,

Pasal 360

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum
mempunyai tugas pelaksansan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolasn surat menyurat,
pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana
dinas, pengelolaan pelayanan umum  dinas,
penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,
serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbapian Administrasi dan

Umum mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dan mengelols jasa surat menyurat,
jasa komunikasi, sumber daya air dan hlstrik,
jasa peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausshasn arsip dinamis
pada dinas;

c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
Aparatur Sipil Negara (ASN),

d. melaksanakan . . .
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melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan dines;
menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
menyusun laparan keuangan
bulanan/triwulanan /semesteran dan  akhir
tahun dinas;

melaksanakan pengelolann dan  tanggapan
pemeriksaan;

menyusun pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran;

menyusun dan mengelola jasa pelayanan
umum dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan keantor,
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangega, bahan logistik kantor, penyedisan
barang cetakan dan penggandaan, bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan pengadasn dan pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan
rapat koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun perencanaan kebutuhan,
pengamanan, penilaian, pembinaan dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penyelenggaraan rekonailiasi
dan penyusunan laporan barang milik daerah
pada dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan
pemanfaatan barang milik daerah pada dinas;

r. membagi . . .
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2]
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meémbagi  tugas, memberi  petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan
tugas;

mengendalikan, menelid, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi
dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 361
Koordinator Perencanaan dan Penganggaran

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkail perencanaan, penganggaran, dan evaluas

kinera.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a.
b.

=8 g0

k.

menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan
REA-dinas;

menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
ményusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajan untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan;
menyusun  kaidah — pelaksanaan TenCAans
pembangunan;

menyusun alternatil dan model hubungan
keausal f fungsional;

menguji alternatil kriteria dan model;

menyusun perencanaan  kebijakan  strategis
Jangka pendek pada ingkup dinas;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

l. menyusun ., . .

¢
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l.  menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

M. [MEenyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telanhan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

o. melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas;
dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 362

Sub Koordinator Kepegawaian dan  Organisasi

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait kelembagean dan tata laksana dinas seria
pengelolaan administrasi kepegawaian,

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Kepegawaian dan

Organisasi mempunyal uraian tugas:

a. mendiagnosis struktur/kelembagaan/
tatalaksana/ proses bisnis yang efektil untuk
instansi pemerintah;

b. memyusun pedoman dan petunjuk teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

d. penvediann administrasi pelaksanaan tugas
Aparatur Sipil Negara (ASN);

e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokras:;

[ menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepepawamn pada dinas;

g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis . . .

b
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h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan
Aparatur Sip:l Negara [(ASN]);

. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi  pegawal atau proyeksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);

J.  menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

k. mengansalisis proses penugasan Aparatur Sipil
Negara (ASN);

L menyusun rencana  pengembangan  individu
pegawai (individual development plan);

m. menyusun peta strategi (strategy map) unit
kerja/organisasi/instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai
dan

o, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Teknologi dan Informatika

Pasal 363

Bidang Teknologi dan Informatika dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris,

Kepala Bidang Teknologi dan Informatilea mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pengelolaan domain dan sub domain serta keamanan
informasi dan persandian.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 363 ayat (2), Kepala Bidang Teknologi dan Informatika

meéempunyai fungs:

a. penyelenggaran . . .

\
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penyelenggaraan kebijakan teknis mempunyai tugas
terkait pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup
pemerintah daerah, serta penyelenggaraan persandian
untuk pengamenan informasi pemerintah daerah;
penyelenggaraan  pemerintahan daerah terkait
pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh
pemeérmntah pusat dan sub domain di lingkup
pemerintah daerah, serta penyelenggaraan persandian
untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
penyelengearaan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pengelolaan nama domain
vang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub
domain di [linglkkup pemerintah daerah, seria
penyelenggaraan  persandian  untuk pengamanan
informasi pemerintah daerah;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan,

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasgal 365
Bidang Teknologi dan Informatika terdiri dari kelompok
Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksad
pada ayat (1), terdiri dari
a. Sub Koordinator Pengelolaan Domain dan Sub
Domain;
b. Sub Koordinator Keamanan Informasi dan
Persandian; dan
. Jabatan Fungsional Lainnya.

(3} Masing . . .

12
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(L)
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(2]
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Masing-masing Sub Koordinator scbagaimana
dimaksud pada avat (2) huraf a8 dan huraf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang,

Pasal 366

Sub Koordinator Pengelolaan Domain dan Sub Domain

mempunyai tugas keordinas: dan pengelolaan kegiatan

terkait pengelolaan nama domain yvang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat dan sub doemain di lingkup
pemerintah daerah kabupaten [ kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pengelolaan Domain

dan Sub Domain mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pendaftaran nama domain
pemerintah daerah;

b. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan
nama domain dan sub domain dalam
penvelengegaraan pemerintahan daerah;

¢, melaksanakan penvelenggaraan sistem jaringan
intra pemerintah daerah; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 367
Sub Koordinator Keamanan Informasi dan Persandian
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi pemerintah daerah.
Dalam melaksanakan tugas scbapgaimana dimaksud
pada ayatl (1), Sub Koordinator Keamanan Informasi
dan Persandian mempunyai urajan tugas:
a, menetapkan kebijakan tata kelola keamanan
informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah
daerah;
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b. menyusun analisis kebutuhan dan pengelolaan
sumber daya keamanan informasi pemerintah
dacrah;

e. melaksanakan keamanan informasi pemerintahan
daerah berbasis elektronik dan non elektronil;

d. menyediakan layvanan keamanan informasi
pemerintah daerah;

e. melaksanakan operasionalisasi jaring komunikasi
sandi pemerintah dasrah; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Penyelenggaraan E-Government

Pasal 368

Bidang Penyelenggaraan E-Govermnment dipimpin oleh
scorang Kepala Bidang vang berkeduduksan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Kepala Bidang Penvelenggaraan E-Government
mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah
terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik,
pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi
informasi serta pengelolaan e-government,

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 363 ayat (2], Kepala Bidang Penvelenggaraan E-
Crovernment mempunyal fungsi;

.

penvelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan
informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah,
dan penyelenggargan e-government di  lingkup
Pemerintah Daerah;

penyelenggaraan pemerintahan  daerah terkait
pengelolaan informasi dan komunmikasi  publik

Pemerintah . . .

;
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(2)

(3]
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Pemerintah  Daerah, dan  penyelenggaraan e-
governmeni di lingkup Pemerintah Daerah;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pengelolaan informasi dan
komunikasi publik Pemerintah Daerah, dan
penyelenggaraan di lingkup Pemerintah Daerah;
penyusunan rekomendasi tekrus pengendahan,
pengawasan dan evaluasi atas perizinan sistem
jaringan telekomunikasi;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya,

Pasal 370
Bidang Penyelenggaraan E-Govermment terdiri dari
kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (1), terdiri dari:
a. Bub Koordinator Pengelolaan [Informasi dan
Komunikasi Publik;
b. Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan
Sumber Daya Teknologi Informasi;
c. Sub Koordinator Pengelolaan E-Government; dan
d. Jabatan Fungsional Lainnva.
Masing-masing Sub  Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurufl a, hurufl b, dan huruf c
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.



(1)

(2]
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Pasal 371

Sub  Hoordinator Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik mempunyai tugas koordinasi dan

pengelolaan kegiatan terkait penpelolaan informasi dan

komunikasi publik Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat [1}, Sub Keordinator Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan Teknis
Bidang Informasi dan Komunikasi: Publik;

b. melaksanakan pengelolaan layanan  aduan
masyarakat;

c. melaksanakan monitoring opini dan aspirasi
publik;

d. melaksanakan  monitoring informasi dan
penetapan  agenda  prioritas  komunikasi
pemerintah daerah;

e. memiasilitasi pengelolaan konten dan
perencanaan media komunikasi publik;

. melaksanakan pengelolaan media komunikasi
publik;

g. memfasilitasi pelayanan informasi publik;

h. memfasilitasi layanan hubungan media;

1. melaksanakan kemitraan dengan pemangku
kepentingan;

j-  melaksanakan manajemen komunikasi krisis;

k. memfasilitasi penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik;

' memfasililasi penguatan tata kelola komisi
informasi di daerah;

m. melaksanakan penyelenggaraan hubungan
masyarakat, media dan kemitraan komunitas;

n. menyediakan/pengadaan sarana dan prasarana
pendukung informasi dan komunikasi publik
pemerintah daerah; dan

o. melaksanakan . |, .
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0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 372

Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan

Sumber Daya Teknologi Informasi mempunyai tugas

koordinasi dan  pengelolann  kegiatan  terkait

pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi
informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalsuad

pacda ayat (1), Sub Koordinator Pengembangan dan

Pengelolaan  Sumber Daya Teknologi Informasi

mempunyal uralan tugas:

a. melaksanakan penyclenggaraan sistemn
komunikasi intra pemerintah daerah;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sistem
keamanan informasi;

c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data
dan informasi elektronik;

d. melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses
bisnis pemerintahan berbasis elektronik;

e, melaksanakan penyelenggaraan sistem
penghubung layanan pemerintah;

f. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan
ekosistern  kabupaten/kota cerdas dan  kota
cerdas;

g. melaksanskan pengembangan dan pengelolaan
sumber daya teknologi informasi dan komunikasi
pemerintah daerah; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 373
Sub Koordinator Pengelolaan E-Government
mempunyail tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada awyat (1), Sub Koordinator Pengelolaan E-
CGovernment mempunyai uraian tugas:

a, melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan
e-goverrumeril dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten /kota;

b. melaksanakan sinkronisasi pengelolaan rencana
mduk dan anggaran pemerintahan berbasis
elektronik;

c, melaksanakan pengelolaan pusat data
pemerintahan daerah;

d. melaksanakan pengelolaan Government Chief
Information Officer (GCIOY);

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengembangan ekosistern Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE); dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragral 5
Bidang Statistik

Pasal 374
Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
vang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sckretanis.
Kepala  Bidang  Statistik  mempunyai  tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah  terkait
pengumptlan dan pengolahan data statistik sektoral,
dan peningkatan mutu statistik daerah.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 374 ayat {2), Kepala Bidang Statistik mempunyai
fungsi:

EI

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait
penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;

d. penyelenggaran . . .

b
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b. penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;

c. penyelenggarasan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyelenggaraan statistik
sektoral di lingkup daerah;

d. pembagian tugas, pemberian pétunjulk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

¢, pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

[ pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas, dan

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 376

(1) Bidang Statistik terdii dari kelompok Jabatan
Fungsional.

(2} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimalesudd
pada ayat (1), terdiri dar:

a. Sub Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan
Data Staustik Sektoral;

b. Sub Koordinator Pemingkatan Mutu Statistik
Daerah; dan

¢. Jabatan FPungsional Lainnva.

(3] Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] hurufl a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang,

Pasal 377

(11 Sub Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data
Statistik Sektoral mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait penyelenggaraan statistik
selktoral di lingkup daerah.

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pengumpulan dan

Pengelolaan . .

v
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Pengolahan Data Statistik Sektoral mempunyai uraian

tugas:

.

melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi
pengumpulan, pengalahan, analisis dan
diseminasi datn statistik sektoral;

melaksanakan survey kebutuhan data: dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 378

Sub Koordinator Peningkatan Mutu Statistik Daerah
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait peningkatan mutu statistik daerah di lingkup
daerah.

Dalam melaksangkan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Peningkatan Mutu
Statistik Daerah mempunyai uraian tugas:

B.

melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM) pemerinteh daerah dalam
peningkatan  mutu  statistik  daerah  yang
terintegrasi;

membangun metadata statistik sektoral;
melaksanakan peningkatan kapasitas
kelembagaan statistik sektoral;

melaksanakan pengembangan infrastruktur;
melaksanakan penyclenggaraan otorisasi statistik
sektoral di daecrah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB...
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BAB XV]

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN

(1}

2]

PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 379

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan
Pernindustnian merupakan unsur pelaksana urusan
bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan urusan
bidang perindustrian yang menjadi kewenangan
dacrah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian,

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan
Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 380

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah dan Perindustrian terdiri dar;

a.
b.

| He a D

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

2. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran,
Bidang Koperasi;

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM,
Bidang Perindustrian;

UPT; dan

kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 381

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan

Perindustrian memiliki tugas melaksanakan urusan

pemerintahan  bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah, dan bidang perindustrian yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan,

Dalam  menyelenggarakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah dan Pernindustnian mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait izin usaha simpan
pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian
kesehatan, koperasi simpan pinjam / unit simpan
pinjam koperasi pendidikan dan latihan,
perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan
koperasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Usaha Menengah (UMKM), pengembangan
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
(UMKM]), perencanaan pembangunan industri,
perizinan, sistem informasi industri nasional;

b, penyelengparaan  urusan pemerintahan  dan
pelayanan umum terkait izin usaha simpan
pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, penilaian
kesehatan, koperasi simpan pinjam / unit simpan
pinjam koperasi pendidikan dan  latihan,
perkoperasian pemberdayaan dan perlindungan
koperasi pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil
dan Usaha Menengah (UMKM), Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMEM].
perencanaan pembangunan industri, perizinan,
sistem informasi industri nasional;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait izin
usaha simpan pinjam, pengawasan dan
pemeriksaan, penilaian kesehatan, koperasi

Simpan . . .

v
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simpan pinjam [/ unit simpan pinjam koperasi
pendidikan dan latihan, perkoperasian
pemberdayvaan dan  perlindungan  kKoperasi
pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Usaha Menengah (UMKM), pengembangan Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah [UMKM],
perencanaan pembangunan industri, perizinan,
sistem informasi industri nasional;

d. pemantausn, evaluasi dan pelaporan izin usaha
simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan,
penilaian kesehatan, koperasi simpan pinjam [
unit simpan pinjam koperasi pendidikan dan
latihan, perkoperasian pemberdayaan dan
perlindungan  koperasi  pemberdayaan Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM],
pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Usaha  Menengah  (UMEKM), perencanaan
pembangunan  industri, perizinan, sistem
informasi industri nasional;

e. pelaksanaan  kesckretariatan dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
Walikota sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kecmpat
Uraian Tugas

Pasal 382
Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 dalam
kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.

Pasal 383
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 382, Kepala Dinas memiliki fungsi;

a. perumusan . . .

|3




(1)

(2)

- 301 -

perumusan kebijakan terkait koperasi, pemberdayaan
dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Usaha Menengah (UMEKM], dan perindustrian;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum  terkait koperasi, pemberdayaan dan
pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha
Menengah (UMKM), dan perindustrian;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait koperasi,
pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), dan
perindustrian;

penyelengEaraan sistem pengendalian intern terkait
koperasi, pemberdayaan dan pengembangan Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM), dan
perindustrian;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum sérta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual denpgan tupas dan fungsinya.

Paragral 2
Sekretariat

Pasal 384

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan
pengelolasn perencanaan, Penganggaran, mManajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,
kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan
kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik,
kehumasan dan kerjasama.
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Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 384 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi;

a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja dinas;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penyelenggaraan administrasi umum dinas;

d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah
pada dinas;

e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemeriniah daerah lingkup dinas;

f. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup
dinas;

2 penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

h. penyelenggaraan pelaksanasan pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

1.  penyelenggarasn pengembangan kelembagaan dan tata
laksana  pelayanan publik serta pengelolaan
kepegawaian;

J-  penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;

k., pembagan tugas, pembenan petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

l. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

m. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesumi tugas dan fungsinya.

Pasal 386
(1) Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Administrasi dan Umum;
b. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompo . . .

¥
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huni ¢, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Kepegawamian dan Organisasi;

dan

b. Jabatan Fungsional Lainnya.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf
a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 387

Kepala  Subbagian  Administrasi dan  Umum
mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan  surat  menyurat,
pengelolaan  arsip, pengelolaan sarana  prasarana
dinas, pengelolaan pelayanan umum  dinas,
penatatausabaan barang milik daerah pada dinas,
serta pengelolaan administrasi keuangan dinas;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyai uraian tugas:

a. menvusun dan mengelola jasa surat memyurat,
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b, melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/
verifikasi keuangan dinas,

e. menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
MENVLSUn laporan keuangan bulanan /
triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dinas;

g melaksanekan pengelolaan  dan  tanggapan
pemeriksaan;

h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran;

i, menyusun , .,

%
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menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menvusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor, penvediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sisiem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
MEnyusun perencanaan kebutuhan,
pengamanan,  penilaian, pembinaan  dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penvelenggaraan rekonsiliasi dan
penvusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daerah pada dinas;

membagi  tugas, memberi  petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, menelits, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 388

(1} Kepala Subbagian Peréncanaan dan Penganggaran
mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja.

(2] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan
Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen RKA-dines dan Perubahan
EKA-dinas;

c. menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
d. menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;

e.  memiormulasikan sajian untuk analisis;

.  melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

E.  menyusun kaidah pelaksanaan rencana
pembangunan;

h. menyusun alternatifl dan model hubungan
kausal/fungsional;

i.  menguji alternatifl kriteria dan model;

.  menyvusun perencanaan  kebijakan  strategis
janghka pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

l. menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

M. MEenyuslun rancangan rencana anggaran dan
pembiavaan pembangunan pada linglup dinas;

n. melakukan telanhan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

0. melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas;

p. membagi  tagas, memberi  petunjuk, dan
membimbing bawshan dalam pelaksanaan tugas;

q. mengendalikan . . .

2
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mengendalikan, menelid, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Pasal 389

Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait kelembagaan den tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kepegawaian dan

Organisasi mempunyal uraian tugas:

mendiagnosis struktur/ kelembagaan /
tatalaksana; proses bisnis yang efektif untuk
instansi pemerintah;

menyusun  pedoman dan  petunjuk  teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

melaksanakan penyediaan administrasi
pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN);
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

menyusun data dan pengelolaan  administrasi
kepegawaian pada dinas;

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

menganalisis proses penyusunan  kebutuhan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi  pegawai  atau  proyeksi

Kebutuhan . . .
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kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

j. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan

lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan Aparatur Sipil
Negara (ASN);

. menyusun rencana pengembangan  individu
pegawal (individual development plan),

m. menyusun peta strategi (strategy map) unit
kerja/organisasi/instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Koperasi

Pasal 390

Bidang Koperasi dipimpin oleh secorang Kepala Bidang
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melaluil Sekretaris.

Kepala  Bidang  Koperasi meémpunyai — tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
kelembagaan dan  perizinan, koperasi, penilaian
Kesechatan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi,
pemberdayaan dan perlindungan usaha koperasi serta
monitoring evaluasi data perkembangan koperasi.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 390 ayat (2), Kepala Bidang Koperasi mempunyai
fungs;

H.

penyelenggarann kebijakan teknis terkait
pengkoordinasian  periginan di  bidang koperasi,
pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan
kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi,
pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi,

pemberdayaan , . .

¢
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pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penilaian
kesehatan koperasi simpan pinjam/unit  simpan
pinjam koperasi, pemeriksaan dan pengawasan
koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
koperasi;

penyelengparaan  pemerintahan  daerah  terkait
pengkoordinasian  perizinan di  bidang koperasi,
pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan
kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi,
pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi,
pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penilaian
kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi, pemeriksaan dan pengawasan
koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
koperasi;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pengkeordinasian perizinan
di bidang koperasi, pembukaan kantor cabang, cabang
pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam
untuk koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian
bagi koperasi, pemberdavaan dan perlindungan
koperasi, penilaian keseshatan koperasi simpan
pinjam funit simpan pinjam koperasi; pemeriksaan dan
pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam koperasi;

pembagian tugas, pembenan petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun hornzontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan lungsinya.

Pasal . . .




Pasal 392

(1) Bidang Koperasi terdirl dari kelompok Jabatan
Fungsional.

(2] Kelompok Jabatan Fungsional sebagrimana dimalesud
pada ayat (1), terdiri dari:

a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Perizinan;

b. Sub Koordinator Penilaian Keachatan,
Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi; dan

c. Jabatan Fungsional Lainmya.

[3] Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimakeud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertangpgung jawab
kepada Kepala Bidang.

Pasal 393

(1) Sub Koordinator Kelembagaan dan  Perizinan
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian,
pengawasan dan evaluasi atas ixin usaha simpan
pinjam untuk koperasi.

(2] Dalam melaksanakan tugas schbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kelembagaan dan
Perizinan mempunyai uraian tupgas:

a. melaksanakan fasilitasi rekomendasi teknis
pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
perizinan di bidang usaha simpan pinjam dan
pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan
kantor kas koperasi simpan pinjam;

b. melaksanakan rekomendasi teknis pengendalian,
pengawasan dan evaluasi atas perizinan usaha
pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan
kantor kas Koperasi simpan pinjam;

. melaksanakan peningkatan pemahaman dan
pengetahuan perkoperasian;

d. melaksanakan pendataan, monitoring dan
evaluasi data perkembangan koperasi; dan

e, melaksanakan | . .

%
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e, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 394

Sub Koordinator Penilaian Kesechatan, Pengawasan dan

Pemeriksaan mempunyal  tugas koordinasi  dan

pengelolaan  kegiatan terkait penilaian  kesechatan

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi
srin pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator penilaian kesehatan,

pengawasan dan pemeriksaan koperasi mempunyai
uraian tupas:

. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP)
koperasi;

b. melaksanakan penghargaan kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP)
koperasi;

c. melaksanakan pengawasan kekuatan, keschatan,
kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas
koperasi,

d. melaksanakan pemeriksaan Kepatuhan Koperasi
terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai lugas dan lungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

(L)

Kecil dan Menengah (UMEKM)

Pasal 395
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah [(UMKM) dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang vang berkedudukan dibawah

L
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dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretars,

Kepala Bidang Pemberdaysan dan Pengembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah
pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah [UMEKM) .

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 395 ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayvaan dan
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
mempunyail fungsi:

a,

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait
pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui
pendataan,  kemitraan, kemudahan  perizinan,
penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para
pemangku kepentingan, serta pengembangan usaha
mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha
menjadi usaha kecil;

penvelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui
pendataan, |lkemitraan, kemudahan periZinan,
penguatan kelembagasn dan koordinasi dengan para
pemangku kepentingan serta pengembangan usaha
mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha
menjadi usaha kecil;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pemberdayaan usaha mikro
yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,
kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan
koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta
pengembangan usaha mikro dengan  orientasi
peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. penpendalian . . .

2




- 312 -

e. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik wvertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

g  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 397

(1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah [UMKM) terdiri dar
kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dar:

a, Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro Keeil
dan Menengah (UMEM);

b. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM):; dan

€. Jabatan Fungsional Lainnya.

(3} Masing-masing Sub  Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Pasal 398

{1} Sub Keordinator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait pemberdayaan usaha
mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan,
kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan
koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

(2] Dalam melaksanakan tugas sebagaimans dimalesud
pada avat {1), Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah {(UMEKM) mempunyai uraian
Lugas:;

a, melaksanakan pendataan potensi dan
pengembangan usaha mikro;

b. melaksanakan . . .
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b. melaksanakan fasilitasi kemudahan perizinan
usaha mikro;

c. melaksanakan pemberdayaan melalui kemitraan
usaha mikro;

d. melaksanakan  pemberdayaan — kelembagaan
potensi dan pengembangan usaha mikro;

¢. melaksanakan hkoordinasi dan sinkronisasi
dengan para pemangku  kepentingan dalam
pemberdayaan usaha mikro; dan

{i, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tupas dan lungsinya.

Pasal 399

Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) mempunyai tugas koordinasi dan

pengelolaan kegiatan terkait pengembangan usaha

mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha
menjadi usaha kecil;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pengembangan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah {UMKM) mempunyai uraian

tugas:

a. melaksanakan [asilitasi usaha mikro menjadi
usaha kecil dalam pengembangan produksi dan
pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia
[SDM]), serta desain dan teknologi; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan ungsinya.

Paragrafl 5
Bidang Perindustrian

Pasal 400
Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertangpung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2) Kepala . , .
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(2] Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugss
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
Perencanaan dan Pembangunan Industr, Pengelolaan
Sistem Informasi Industri, serta Pengendalian izin
usaha Industri.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 400 ayat {2), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai

fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyusunan
dan evaluasi rencana pembangunan industri,
penyediaan informasi industri untuk informasi industri
untuk UL, IPUL, IUKI dan IPKI, penerbitan izin ussha
mdustn [IU]), izin perluasan usaha industr {IPUL), izin
usaha kawasan industri (IUKl} dan izin perluasan
kawasan industri (IPKl) berbasis sistem informasi
industri nasional (SIINAS);

b. penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan
mdustri, penyedigan informas: industri  untuk
informas: industn untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI,
penerbitan zin usaha industri {IUl), =in perluasan
usaha industri ([PLI), izin usaha kawasan industri
(IUKI} dan imn perluasan kawasan industri (IPKI)
berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS);

c. penyvelenggaraan monitoring, cvaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyusunan dan evaluasi
rencana pembangunan industri, penyediaan informasi
industri untuk informasi industri untuk UL, [PUL, IUKI]
dan IPKI, penerbitan izin usaha industri (IUI), izin
perluasan usaha mdustri (IPU), 2in usaha kawasan
industri [IUKI) dan izin perluasan kawasan industri
(IPKI) berbasis sistem informasi industri nasional
(SIINAS):

d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
himbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e, pengendalian . . .

-
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pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 402

Bidang Perindustrian terdiri dari kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (1), terdiri dari:
a. BSub Koordinator Perencanaan dan Pengelolaan

Sistem Informeasi;
b. Sub Koordinator Pembangunan Industri; dan
c. Jabatan Fungzional Lainnya.
Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] hurufl a dan huraf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Pasal 403

Sub Koordinator Perencanaan dan Pengelolaan Sistem
Informasi mempunyai  tugas  koordinesi dan
pengelolaan kegiatan terkait penyusunan dan evaluasi
rencana pembangunan industrd, penyediaan informasi
industri, monitoring dan evaluasi terkait penerbitan
izin perindustrinn berbasis Sistem Informasi Industri
Masional (S[1Nas).
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan
Pengelolaan  Sistem  Informasi meémpunyai uraian
tugas!
A, MEeEnYUsun rencana pembangunan industri;
b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pelaksanaan kebijakan prrocpatan

pengembangan . . .
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pengembangan, penyebaran dan perwilayahan
industri;

melaksanakan evaluasi terthadap pelaksanaan
rencana pembangunan industri;

melaksanakan fasilitasi pengumpulan,
pengolahan dan analisis data industri, data
kawasan industri serta data lain lingkup kota
melalul  sistem informasi  industri  nasional
(SHNas);

melaksanakan diseminasi dan publikasi data
informasi dan analisa industri kota melalui SiINas;
melaksanakan  pemantauan dan  evaluasi
kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan
kawasan industri lingkup  kota  dalam
penyampaian data ke sistem informasi industri
nasional {S1INasj;

melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen
perolehan izin usaha industri (IU1), izin perluasan
usaha industri [IPLI), izin usaha kawasan industri
(IUKI) dan izin perluasan kawasan industri {IPKI)
kewenangan kota dalam sistem informasi industri
nasional (SlINas) yang terintegrasi dengan sistem
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik berbasis sistern informasi industri
nasional {(SlINas}):

melaksanakan  koordinasi dan  sinkronisasi
pengawasan perizinan di bidang industri dalam
lingkup izin usaha industri (IUl), izin perluasan
usaha industri (IPUI), in usaha kawasan industn
(IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)
kewenangan kota berbasis sistem informasi
industri nasional (SIINas); dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal | ..
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Pasal 404
Sub Koordinator Pembangunan Industri mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
pembangunan dan pemberdayaan industri.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pembangunan Industri
MEempUnya uraian tugas:
a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaransa
industri;
¢. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran
serta masyarakat; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XVII
DINAS TENAGA KERJIA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 405

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana
urusan bidang tenaga kerja dan urusan bidang
transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah yang
dipimpin oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Dinas Tenaga Kerja schagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretans Daerah

Bagian . . .
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Bagian Kedua

sSusunan Organisasi

Pasal 406

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:

A.
b,

™ N B o

(1

(2}

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan
Organisas:; dan

2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan,

Bidang Perencanaan Dan Produktivitas Tenaga Kerja;

Bidang Hubungan Industrial;

UPT; dan

kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 407

Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas melaksanakan

urusan pemerintashan bidang Tenaga Kerja dan bidang

Transmigrasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Dalam  menyvelenggarakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga
Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan
Kawasan Transmigrasi;

b. penyelenggaraan wurusan pemerintahan dan
pelayanan umum terkait Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga
Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan

Kawasan Transmigrasti;

c. pembinaan . . .
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c. pembinaan dan  pelaksanaan  tugas  terleait
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,
Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial
dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

d. pemantauvan, evaluasi dan pelaporan terkait
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenags Kerja,
Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial
dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;

e. pelaksanaan  kesekretariatan dinas  terkait
percncanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragrafl 1
Kepala Dinas

Pasal 408

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 dalam
kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 408, Kepala Dinas memiliki fungsi:

perumusan  kebijakan terakait Perencanaan dan
Produktivitas Tenaga Kerja serta Hubungan Induatrial;
penyvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait Perencanaan dan Produktivitas Tenaga
Kerja serta Hubungan Industrial;

pembinaan dan  pelaksanaan tugas  terkait
Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta
Hubungan Industrial;

d. penyelenggaran . . .
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penyelenggaraan sistem pengendalian mmtern terkait
Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta
Hubungan Industrial;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual dengan tugaes dan fungsinya.

Paragraf 2
Selkretariat

Pasal 410

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyal  tugas  melaksanakan
pengelolaan perencanaan, Penganggaran, manajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan
aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana
pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 410 ayat {2), Sekretaris mempunyai fungsi:

8, penyelenggaraan perencanaan, penganggaran,
dan evaluas: kinena dinas;

b. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah
kewenangan dinas,;

c. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

d. penyelenggaraan administrasi umum dinas;

&, penyelenggaraan administrasi barang milik
dasrah pada dinas;

f. penvelenggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerinteh daerah lingkup
dinas;

g. penyelengparan . . .
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penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang
lingkup dinas:

penyclenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

penyelengearann pelaksanaan  pemeliharasn
barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah;

penvelengraraan  pengembangan kelembagaan
dan tata laksana pelavanan publik seria
pengelolaan kepegawaian;

penyvelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi  baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kkelancaran pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 412

Sekretariat, terdiri dari:

b.

=

Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan
Organizasi;

Subbagian Perencanaan dan Keuvangan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud
pada avat 1) huruf a dan huruf b dipimpin olch scorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertangrung jawab kepada Sckretaris .

Pasal 413

Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan
Organisas] mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi terkait pengelolaan kelembagaan, tata

laksana . ..

¥
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laksana dinas, sural menyurat, pengelolaan arsip,

pengelolaan sarana prasarana  dinas, pengelolaan

administrasi kepegawaian, administrasi umum,
pengelolaan pelayanan umiim dinas dan
penatatausahaan barang milik daerah pada dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala BSubbagian Administrasi,

Kepegawailan dan Organisasi mempunyai uraian tugas:

a. mendiagnosis struktur/ kelembagaan /
tatalaksana/ proses bisnis yang efektif untuk
imnstansi pemernntah;

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

¢. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

d. penyeodigan administrasi  pelaksanaan tugas
Aparatur Sipil Negara (ASN);

e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

 menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan
Aparatur Sipil Negara [ASN);

i. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi  pegawai  atau  proyeksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);

j.  menyusun dokumen standar kompetensi jabatan

lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan Aparatur Sipil
Negara (ASN);

. menyusun rencana pengembangan individu
pegawal (individun! development plan);

. MEnYUusun . . .
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menvusun peta strategi (strotegy map)  unit
kerja/organisasi/instansi pemerintah;

mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
menyusun dan mengelola jasa surat menyurat,
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
hatrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dean penggandasn, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penvelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan,
penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik
daerah pada dinas;

melaksanakan penvelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik dacrah pada dines;

membagli tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas,
mengendalikan, meneliti  dan  memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

bb. melaksanakan . . .

v
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(2]
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bb. melaksanakan konsultasi dan koordinasi bail
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya,

Pasal 414
Kepala BSubbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai  tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
terksit perencansan, penganggaran, dan evaluasi
kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan dinas,
dan administrasi pendapatan daerah kewenangan
dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan dan
Keuvangan mempunyai uraian tugas:
a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen RKA-dinas dan perubahan
REKA- dinas;
menyusun DPA- dinas dan perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan

dokumen bahan perencanaan pembangunan;

=8 oA

g menyusun  kaidah  pelaksanaan TCNCana
pembangunan;

h. menyusun alternatif dan model hubungan
kausal/ lungsional;

i.  menguji alternatil kriteria dan model;

j. menyusun perencanaan  kebijakan  strategis
jangka pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

i mMEeENyusun perencanaan program dan kegatan
lingkup dinas;

m, menyusun , ..
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m. Menyusun Trancangan rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaahan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

o.  melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada linglkup
dinas;

p- melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
daerah;

. melaksanakan analisa dan pengembangan
retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan
retnbusi dacrah;

r. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan
kebijakan retribusi daerah;

s. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek
retribusi daecrah;

L melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

v. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi
daerah;

w. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

x. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/
verifikasi keuangan dinas;

y. menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
MEnYUsUn laporan keuangan bulanan/
triwulanan; semesteran dan akhir tahun dinas;

aa. melaksanakan pengelolaan dan tanggapan
pemenksaan;

bb. menyusun pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran;

cc. membagi  tugas, memberi  petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

dd. mengendalikan, meneliti, dan  memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

ee. melaksanakan . . .

"
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ee. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran peleksanaan tugas; dan

fi. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

FParagraf 3

Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenagn Kerja

Pazal 415

Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga Kerja
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalun Sekretaris.

Kepala Bidang Perencanaan dan Produktivitas Tenaga
Kerja mempunyal tugas menyelenpparakan kebijakan
daerah terkait perencanaan, penempatan,
Produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 415 ayat [2), Kepala Bidang Perencanaan dan
Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

B.

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait Pelayanan
Antarkerja di Dacrah, Pengelolaan Informasi Pasar
Kerja, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra
dan Purna Penempatan), Penerbitan Perpanjangan
lzin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang
Lokasi Kerja dalam 1 {satu) Dasrah Kota, Penyusunan
Rencana Tenaga Kerja (RTK), Penataan Persebaran
Penduduk yang Berasal dari 1 {zatu) Daersh,
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi,
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan
dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi
Produktivitas pada Perusahaan Kecil, Pengukuran
Produktivitas Tingkat Dacrah;

b. penyelenggaran . . .
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penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
Pelayanan Antarkerja di Daerah, Pengelolaan Informasi
Pasar Kerja, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) (Pra dan Purna Penempatan), Penerbitan
Perpanjangan lzin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA] vang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota,
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), Penataan
Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu)
Daerah, Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit
kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan
Keeil, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah;
penvelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait Pelayanan Antarkerja di
Daerah, Pengelolaan Informasi  Pasar Kerja,
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan
Purna Penempatan), Penerbitan Perpanjangan Izin
Menggunakan Tenaga Kerja Asing {IMTA) yang Lokasi
Kerja dalam 1 (satu] Daerah Keta, Penyusunan
FRencana Tenaga Kerja (RTK), Penataan Persebaran
Penduduk vang Berasal dari 1 (satu] Daerah,
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unil kompetensi,
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan
dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi
Produktivitas pada Perusahaan Kecil, Pengukuran
Produktivitas Tingkat Daerah;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penclitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik wertikal
maupun horizontal puna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan fugas; dan

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh pimpinan
acsuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 417

(I} Bidang Perencanaan Dan Produktivites Tenaga Kerja
terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

(2] Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:

a. Sub Koordinator Perencanaan, Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b.  Sub Koordinator Produktivitas Tenaga Kerja; dan

c. Jabatan Fungmional Lainnya.

{3)] Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang,

Pasal 418

(1] Sub Koordinator Perencanaan, Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas koordinasi
dan pengelolaan kegiatan terkait Pelayanan Antarkerja
di Daerah, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja,
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) {Pra dan
Purna Penempatan|, Penerbitan Perpanjangan Izin
Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi
Kerja dalam 1 (satu} Daerah Kota, Penyusunan
Rencana Tenaga Kerja (RTK), Penataan Persebaran
Penduduk yang Berasal dan 1 (satu) Daerah.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan,
Penempatan Tenaga Kerja dan  Transmigrasi
mempunyai uraian tugas:

a. menyediakan Sumber Daya Pelayanan antar
Kerja;

b. melaksanakan Pelayanan antar Kerja;

c. melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan
Jabatan bag Pencari Kerja;

d. menyelenggarakan Unit Layanan
Disabilitas Ketenagakerjaan;

e. melaksanakan Perluasan Kesempatan Kerja;

{. melaksanakan . . .

%
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f.  melaksanakan Pemeliharaan dan Operasional
Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;

g- melaksanakan Pelayanan dan  Penyediaan
Informasi Pasar Kerja Oniine;

h. menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Job
Fair/ Bursa Kerja;

I melaksanakan Peningkatan Pelindungan dan
Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia
{PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI);

j.  Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja
Migran;

k. melaksanakan Pemberdayaan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) Purna Penempatan;

.  melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi
Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA);

m. menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro;

menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro;

melaksanakan Pemindahan dan Penempatan

=

Transmigran;
p. melaksanakan Penyuluhan Transmigrasi; dan
q- melaksanakan tugas lain yang diberikan olech

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 419

Sub Koordinator Produktivitas Tenaga  Kerja
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit
kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelathan Kerja
Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan
Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan
Kecil serta Pengukouran Produktivitas Tingkat Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Produlktivitas Tenaga
Kerja mempunyai uraian tugsas:

a. melaksanakan . . .

%
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(2)
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a. melaksanakan Proses Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan bz Pencari
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;

b. melaksanakan Koordinasi Lintas Lembaga
dan Kera Sama dengan Selktor Swasta
untuk  Penyedinan Instruktur serta Sarana dan
Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;

c. melaksanakan Pengadaan Sarana Pelatihan
Kernja;

d. melaksanakan Pembinaan Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta;

¢, menyediakan Sumber Daya Perpzinan
Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi;

. melaksanakan Konsultasi Produktivitas
kepada Perusahaan Kecil;

g. melaksanakan Pengukuran Kompetensi dan
Produktivitas Tenaga Kerja; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Hubungan Industrial

Pasal 420

Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait bina
perusahann dan pencegahan, penyelesajan
perselisihan dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 421
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 420 ayat (2), Kepala Bidang Hubungan
Industrial mempunyai fungsi:

a penyelenggaran . . .

b
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a. penyvelenggaraan  kebijakan teknis  terkait
Pengesahan  Peraturan Perusshaan  dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perusahaan, serta Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja
dan Penutupan Perusahaan.

b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perusahaan, serta Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja
dan Penutupan Perusahaan;

€. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan tugas terkait Pengesahan
Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama untuk Perusahaan, serta
Pencegahan dan  Penyelesaian  Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
Perusahaan;

d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan
pembenian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas,

e. pengendalian, penelitian, dan pemerikesaan
pelaksanaan tugas bawahan;

. pelaksanasn konsultasi dan koordinasi  baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanasn tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pazal 422
Bidang Hubungan Industrial terdin dari kelompok
Jabatan Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdin dari:
a. Sub Koordinator Bina Perusahaan;

b. 8ub...




(3]

(1)

(2]

(L)

(2)
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b. Sub Koordinator pencegahan, Penyelesaian
Perselisihan dan Kesejahteraan Pekerja; dan

c. Jabatan Fungsional Lainnya.

Masing-masing Sub  Koordinator sebagaimana

dimaksud pada ayvat (2) hurul a8 dan humaf b

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang,

Pasal 423

Sub Koordinator Bina Perusahaan mempunyai tugas

koordinasi dan  pengelolaan  kegiatan  terkait

pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran

perjanjian kerja bersama untuk perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Bina Perusahaan

mempunyal uraian tugas:

6. melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan
bagi perusahaan;

b. melaksanakan pendaftaran perjanjian kerjasama
bagi perusahaan;

¢. menyelenggarakan pendatsan dan  informasi
sarana hubungan industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja serta pengupahan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan ingsinya.

Pasal 424

Sub Koordinator pencegahan, Penyelesaian
perselisihan dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan;

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1}, Sub Koordinator pencegahan,
Penyelesaian perselisihan dan Kesejahteraan Pekerja

mempunyai uraian tugas:

a, melaksanakan . .
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a.  melaksanakan Pencegahan dan penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,
dan Penutupan Perusahaan;

b. menyelenggarakan Verifikasi dan Rekapitulasi
Keanggotaan pada Organisasi  Pengusaha,
Federasi dan Konfederasi Serikat Pelkerja/Serikat
Buruh serta Non Afiliasi;

¢. melaksanakan Operasional Lembaga Kerjasamea
Tripartit;

d. melaksanakan  Pengembangan — Pelaksanaan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas
Kesejahteraan Pekerja; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

BAB XV

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

(1)

(4]

SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 425

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu merupakan unsur pelaksana urusan bidang
penanaman modal dan fungsi penunjang pelayanan
terpadu satu pintu yvang menjadi kewenanpan daerah
yvang dipimpin oleh Kepala Dinas Dinas Penanaman
Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu S8atu
Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah




(1)

(2)

{1

12)
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Bagian Kedusa

Susunan Organisasi

Pasal 426

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari;
i, Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdin dari:

1. Subbagian Administrasi dan Umum.
¢. UPT; dan
d. Relompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) hural d, terdinn dan ;
a. Koordinator Pelayanan Penanaman Modal; dan
k. Koordinator Pelayanan Perizinan,

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 427

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu memiliki tugas membantu kepala daerah

melaksanakan urusan pemerintahan di  bidang

penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan
berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintahan

Daerahi  berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan,

Dalam  menyelenggarakan  tugas  secbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan

Pelavanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang
pengembangan iklim penanaman modal,
kkerjasama PEnANASMmAn modal, promosi
penanaman modal, pelayanan penanaman modal,
penpendalian  pelaksanaan penanaman maodal,
serta data dan sistem informasi penanaman
modal;

b. pelakanaan . . .

&
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pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
iklim penanaman modal, kerjasama penanaman
modal, promosi penanaman modal, pelayanan
penanaman modal, pengendalian pelaksanaan
penanaman modal, serta data dan  sistem
informasi penanaman modal;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan  iklim  penanaman  modal,
kerjasama penanaman maodal, promosi
penanaman modal, pelayanan penanaman maodal,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
serta data dan sistem informasi penanaman
modal;

pelaksanaan administrasi dinas di pengembangan
iklim penanaman modal, kerjasama penanaman
modal, promosi penanaman modal, pelayvanan
penanaman modal, pengendalian pelaksanaan
penanaman modal, serta data dan sistem
informasi penanaman modal;

pelaksanaan  Kesekretariatan  dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragrafl 1
Kepala Dinas

Pasal 428

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 dalam
kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
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Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 428 Kepala Dinas memilila fungsit

H.

(1)

(<}

penvusunan dan perumusan  kebijakan  terleait
pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pinfu;

penyelengearaan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu ;

pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pelayanan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
penyelenggaraan sistcm pengendalian intern  terkait
pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu
aatu pintu;

pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 430

Sekretariat dipimpin oleh secrang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan perencanaen, penganggaran, Mmandjemen
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan
aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana
pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Puasal | .
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Paszal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 430 ayat (2], Sekretaris mempunyai fungsi:

il.

penyelengearaan  perencanasan, penganggaran, dan
evaluas: kinerja dinas;

penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penvelenggarsan administrasi pendapatan daerah
kewenangan dinas;

penyelenggaraan administrasi umum dinas;
penyelengparaan administrasi barang milik daerah
pada dinas;

penyelengearaan  pengadaan  barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;
penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup
dinas:

penyelenggaraan  layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata
laksana pelayanan publik serta  pengelolaan
kepegawalan;

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawehan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksansan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik wvertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanann tugas; dan

pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 432
Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

Kelompok . . .

3
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b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufl b terdiri dari:

n.  Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;

b. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi;
dan

¢. Jabatan Pelaksana Lainnya.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;

Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretans.

Pasal 433

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum
mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi  terkait  pengelolaan surat  menyurat,
pengelolann  arsip, pengelolaan sarana prasarana
dinas, pengelolaan pelavanan umum  dinas,
penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,
pengelolaan  administrasi  keuangan dinas, serta
administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuad

pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat,
jasa kormumikasi, sumber dava air dan listrik, jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

¢, menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan
pengujian/ verifikasi keuangan dinas,

e. menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

. menyusun laporan keuangan
bulanan /triwulanan /semesteran dan akhir tahun

dinas;

g melaksanakan . . .

¥
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melaksanaken pengelolaan dan  tanggapan
pemeriksaan;

menyusun pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran;

menyvusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrike/ penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung
kantor;

melnksanakan koordinasi penvelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan [asilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun perencanaan kebutuhan,
PEMSAIMATNATLRL, pentlaian, pembinaan  dan
pelaporan barang milik dacrah pada dinas;
melaksanakan penvelenggaraan rekonsiliasi dan
penyvusunan laporen barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daecrah pada dinas;

melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
daerah;

melaksanakan analisa dan pengembangan
retribugsi daecrah, serts penyusunan kebijakan
retribusi daerah;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan
kehijakan retribusi daerah;

u. melaksanalan . . .
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melaksanakan pendataan dan pendaftaran ohjelk
retribusi dacrah;

melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;
melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi
daerah;

membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelalksanaan tugas;
mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 434

Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran
mempunyal tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

kinerja.
Dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud
pada avat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a.
b.

8 B

L

menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyvusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan
REKA-dinas;

menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan;
menyusun kaidah  pelaksanaan  rencana
pembangunan;

menyusun  alternatifl dan model hubungan
kausal/ fungsional;

menguii alternatif kriteria dan model;

j. menyusun . . .

¥
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2]
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J- menyusun perencanaan kebijakan strategis
jangka pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

l.  menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

m. menyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiayvaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telashan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatil;

o. melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksansan rencana pembangunan pada lingkup
dinas; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinyva.

Pasal 435

Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud

pada ayat (1], Sub Koordinator Kepegawaian dan

Organisasi mempunyai uraian tugas:

a. mendingnosis struktur/ kelembagaan f
tatalaksana; proses bisnis yang efeltil untuk
instansi pemerintah;

b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja,
melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelavanan publil;
penyediaan administrasi pelaksanaan tugas
Aparatur Sipil Negara (ASN);

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

. menyusumn . ..




(2]
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. menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

i melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penyusunan  kebutuhan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

i menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi pepawai atau proyveksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);

j. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

It menganalisis proses penugasan Aparatur Sipil
MNegara (ASN);

L. menyusun rencana pengembangan  individu
pegawai (individual development plan);

m. menyusun peta strategl (strategy map) unit
kerja/organisasi/instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawal; dan

0. melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sceual tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Koordinator Pelayanan Penanaman Maodal

Pasal 436

Koordinator Pelayanan Penanaman Modal dipimpin
oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah
dan bertangpung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Koordinator Bidang Pelayanan Penanaman Modal
mempunyai tugas menyvelenggarakan kebijakan daerah
terkait promosi penanaman modal, informasi dan data,

serta perencanaan dan evaluasi penanaman modal.
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Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 436 ayat (2), HKoordinator Bidang Pelayanan
Penanaman Modal mempunyai [ungsi ;

a.

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penetapan
pemberian  fasilitas/insentifl di bidang penanaman
modal, pembuatan peta potensi  investasi,
penyelenggaraan promosi | penanaman | modal,
pengendalian  pelaksanaan  penanaman  modal,
pengelolaan data dan informasi perizinan dan non
perizinan yang terintegrasi;

penvelengparaan  pemerintabhan daerah  terkast
penetapan peémberian [asilitas/insentif di bidang
penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi,
penyelenggaraan  promosi  penanaman  modal,
pengendalian  pelaksanaan penanaman  modal,
pengelolaan data dan informasi perizinan dan non
perzinan yang terintegrasi;

penyelengeparann monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penetapan pemberian
fasilitas/insentil di bidang penanaman modal,
pembuatan peta potensi investasi, penyelenggaraan
promosi penanaman modal, pengendalian
pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data
dan informasi perizinan dan non perizinen yang
terintegrasi;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada kelompok Jabatan
Fungsionalnya dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsionalnya;
pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.
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Pasal 438

Koordinator Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari:
a. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal;
b.  Sub Koordinator Informasi dan Data;
c. Sub Koordingtor Perencanaan dan Ewvaluasi

Penanaman Modal: dan
d. Jabatan Fungsional Lamnya.
Masing-masing Sub  Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Koordinator,

Pasal 439
Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait penyelenggaraan promosi penanaman modal
yvang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Promosi Penanaman
Modal mempunyail uralan tugas:
a. melaksanakan penyusunan sirategl promosi
penanaman modal;
b, melaksanskan kegiatan promosi penanaman
modal; dan
c. melaksangkan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 440
Sub Keordinator Informasi dan Data mempunyai tugas
koordinasi dan pengelolaan  kegiatan  terkait
pengelolaan data dan  informasi  penzinan  dan
nonperizinan yang terintergrasi,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Informasi dan Data

mempunyai Uraian Ugas:

a. melaksanakan , . .
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melaksanakan pengolahan, penyajian dan
pemanfaatan data, informasi perizinan dan non
perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 441

Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

Penanaman Modal mempunyal tugas koordinasi dan

pengelolaan kegiatan terkait penetapan pemberian

fasilitas/insentif dibidang penanaman modal,
pembuatan peta potensi investasi, pengendalian
pelaksanaan penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan

Evaluasi Penanaman Modal mempunyai uraian

tugas:

a., melaksanakan penetapan kebijakan daerah
mengenal pemberian  fasilitas/insentif dan
kemudahan penanaman modal;

b. melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian
fasilitas/insentil dan kemudahan penanaman
moddal,;

€. menyusun rencana umum penanaman modal;

d. menyediakan peta potensi dan peluang usaha;
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
pemantauan, pembinaan, dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal ; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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Paragraf 4
Koordinator Pelavanan Perianan

Pasal 442

Koordinator Pelayanan Penzinan dipimpin oleh seorang
Koordinator yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretarnis.

Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai
tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan,
pemantauan pemenithan komitmen perizinan dan non
perizinan, dan layanan konsultasi dan pengelolaan
pengaduan masyarakat,

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 442 ayat (2), Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan

mempunyai lungsi:

a.

penvelenggaraan kebijalkan teknis terkait pelayanan
perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu
di bidang penanaman modal;

penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
pelavanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
saty pintu dibideng pelayanan perizinan dan non
perizinan secara  terpadu  satu  pintu di  bidang
penanaman modal;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu satu pintu di  bidang
penanaman modal;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada kelompok Jabatan Fungsionalnya
dalam pelaksanaan tugas;

pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsionalnya;

[. pelaksanaan . . .

b
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 444

Koordinator Pelayanan Perizinan, terdiri dari:

a. Bub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan;

B. Sub Koordinator Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan dan Non Perizinan;

¢. Sub Koordinator Layvanan Konsultasi dan
Penpelolaan Pengaduan Masvarakat; dan

d. Jabatan Fungsional Lainmya.

Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huraf b, dan huruf ¢

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada kepala Dinas melahsi Koordinator.

Pasal 445
Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan  mempunyai  tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait pelayanan perizinan dan
non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang
penanaman modal;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non perizinan mempunyai uraian tugas:
a. menyediakan penyediaan pelayanan terpadu
perizinan dan nonperizinan berbasis  sistem
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual ugas dan ungsimya.
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Pasal 446

Sub Keordinator Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas

koordinasi dan  pengelolaan  kegiatan  terkait

pelaksanaan pemantauan pemenuhan  komitmen
perizinan dan non perizinan;

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pemantauan

Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pemaniauan pemenuhan
komitmeén  perizinan dan non  perizinan
penanaman modal;

b, melaksanakan lkoordinasi dan sinkronisasi
penetapan pemberian [asilitas/ insentif daerah;
dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 447

Sub Koordinator Layvanan Konsultasi dan Pengelolaan

Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas koordinasi

dan pengelolaan kegiatan terkait layanan konsultasi

dan penanganan pengaduan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Layanan Konsultasi dan

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat mempunyai

uraian tugas:

a. menyediakan layanan konsultasi dan pengelolaan
pengaduan  masyarakat terhadap  pelayanan
terpadu perizinan dan non perizinan; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
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BAB XIX
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 448

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur
pelaksana urusan bidang kepemudaan dan olahraga
vang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daecrah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 449

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

terdiri damn:
o Eepala Dinas;
b. Seckretariat, terdiri dari Subbagian Administrasi dan

®m e oA

Umum.

Bidang Kepemudaan;

Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi;
Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana;
UPT; dan

kelompok Jabatan Fungsional,
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 450

Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki tugas

melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan

asas otonomi dan ugas pembantuan.

Dalam menvelenggarakan tugas sebapaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan

Olahraga mempunyai fungsi:

a, perumusan kebijjakan terkait kepemudaan,
keolahragaan, dan kepramukaan;

b. penyelenggarsan urusan pemerintahan dan
pelayanan  umum  terkait  kepemudaan,
keolahragaan, dan kepramukaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugeas terkait
leepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;

e. pelaksanaan kesckretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi
dan umum serta organisasi dan kepegawaian;
dan

f. pelaksansan tugss lain yang diberikan oleh
Walikota sesual dengan tugas dan fungsinva.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 451

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksansan
tugas dan fungsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 450

dalam . . .




- 331 -

dalam kerangka pencapaian ftujuan dan sasaran

pembangunan daerah,

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 451, Kepala Dinas memiliki fungsi:

il

(1)

(2]

perumusan  kebijakan terkait kepemudaan,
keolahragaan, dan kepramukaan;

penvelenggaraan Urusan pemerintahan dan
pelayanan umum terkait kepemudaan, keolahragaan,
dan kepramukaan;

pembinaan dan  pelaksanaan  tugas  terkait
kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
pemantauan, evaluasi dan  pelaporan terkait
kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh Walikota
seaual dengan nugas dan fungsinya.

Paregral 2
Sekretariat

Pasal 453

Sckretariat dipimpin oleh seorang Sckretaris yang
berikkedudukan di bawah dan bertanggpung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai  tugas melaksanakan
pengelolaan pErencanaan, peénganggaran,
manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan
pelaporan, kepepawaian, pengelolaan pendapatan,
keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan
dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan

kerjnsama.

Pasal . ..
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Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 453 ayat (2}, Sekretaris mempunyai fungsi;

HL

(1)

penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerna dinas;

penyelengearaan administras: keuangan dinas;
penvelengearaan administrasi pendapatan daersh
kewenangan dinas;

penyelenggaraan administrasi umum dinas;
penvelenggaraan administrasi barang milik daerah
pada dinas;

penyelenggarsan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah linglup dinas;
penyelenggaraan penyedisan jasa penunjang lingkup
dinas;

penyelengearaan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemerintahan
daerah;

penyvelenggaraan pengembangan  kelembagean dan
tata laksana peclayanan publik serta pengelolaan
kepegawaian;

penyelenggarasn kehumasan dan kerjasama;
pembagian  tugas, pemberian petunjuk, dan
pemberian bimbingan  kepada bawahan dalam
pclaksanaan tugas;

pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal puna sinkronisas) dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 455
Sekretariat, terdiri dari:

a. Subbagian . . .
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(3)
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a. Bubbapgian Administrasi dan Umum; dan

b, Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1] huruf b, terdiri dari;

a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;

b. 8Bub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi;
dan

c. Jabatan Fungsional Lainnya.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurafl

a dipimpin oleh seorang Kepala Subbaggian.

Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris.

Pazal 456

Kepala  Subbagian Administrasi dan  Umum
mempunyal tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat,
pengelolaan arsip, pengelolaan sarana  prasarana
dinas, pengelolaan pelayanan umum  dinas,
penatatausahasn barang milik daerah pada dinas,
pengelolaan  administrazi keuangan dinas, serta
administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas.

Dalam melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud

pada ayai (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyal uriian tugas:

a, menyusun dan mengelola jasa surat menyurat,
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

c. menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/
verifikasi keuangan dinas;

e. menyusun dan pelaksanaan ekuntansi dinas;

[  menyusun laporan keuangan bulanan /
triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dinas;

g. meclaksanakan . . .

&




I

- 354 -

melaksanakan pengelolaan dan tanggapan
pemeriksaan;

menyusun  pelaporan dan  analisis  prognosis
realisas: anggaran;

menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik / penerangan banpunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyusun dan menvediakan peralatan ramah
tangga, bahan logistik kantor, penvediaan barang
cetaltan dan penggandann, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan  prasarana  gedung
kantor;

melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi, konsultasi dinas dan fasilitasi

kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis élektronik pada dinas;
mMEnyusun perencansan kebutuhan,
pengamanan,  penilaian, pembinean  dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik dasrah pada dinas;

melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
daerah;

melaksanakan analisa dan pengembangan
retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan
retribusi daecrah;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan
kebijakan retribusi daerah;

u, melaksanakan . . .
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u. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek
retnbus: daerah;

v. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi
daerah;

¥, membagi mgas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

z, mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

aa. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 457

Sub Kcordinator Perencanaan dan Penganggaran
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait perencanaan, penganggaran, dan  evaluasi
kinerja.
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1], Sub Koordinator Perencanaan dan
Penganggaran mempunyai uralan tugas:
a. menyusun dokumen perencanaan dinas;
b. menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan
REA-dinas;
menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan;
g menyusun  kaidah  pelasksanaan  rencana

pembangunan;
h. menyusun alternatif dan model hubungan

™ e A oD

kausal/ fungsional;
i.  menguji alternatif kriteria dan model;

j- menyusun . . .

¢




(1)

{2)
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menyusun perencanaan  kebijakan strategis
jangka pendek pada hingkup dinas;

menyusun perencansan program dan kegiatan
lintas bidang;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

menyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
melakukan telaahan lingkup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup
dinas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 458
Koordinator Kepegawaian dan Organisasi

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepepawaian,

Dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimalesud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kepegawaian dan

Organisasi mempunyai uraian tugas:

.

mendiagnosis struktur/kelembagaan /
tatalaksana /proses bisnis yang efektil untuk
instansi pemerintah;

menyusun pedoman dan  petunjuk  teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayvanan publik;

penyediaan administrasi  pelaksanaan  tugas
Aparatur Sipil Negara (ASN);

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

f. menyusun . . .

4
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memyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

menganalisis  proses  penyusunan  kebutuhan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

menyusun analisis jabatan, analisis beban kera,
rencana redistribust  pegawal  atau  proyeksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);

menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

menganalisis proses penugasan Aparatur Sipil
Negara [ASN);

menyusun rencana  pengembangan  individu
pegawai (individual development plan),

menyusun peta strategi  (strategy map) unit
kerja/organisasi/instansi pemerintah;

mengelola proses manajemen kinerja pegawai, dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Kepemudaan

Pasal 459

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas
menyelenpearakan  kebijakan daerah  terkait
kepemudaan, organisasi  kepemudaan, dan
kepramukaan.

Fasal . . .
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Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 459 ayat (2], Kepala Bidang Kepemudaan

mempunyai fungsi:

.

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan
kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha
muda pemula, dan pemuda kader, pemberdayaan dan
pengembangan organisasi kepemudaan, dan bidang
kepramukaan;

penyelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan
pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor,
wirausaha muda pemula, dan pemuda kader,
pemberdayaan dan pengembangan  organisasi
kepemudaan, dan bidang kepramukaan;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan
kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha
muda pemiula, dan pemuda kader, pemberdayaan dan
pengembangan organisasi kepemudaan, dan bidang
kepramulaan;

pembagian tugas, pemberian  petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pclaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.
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(2]

(3)
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Pasal 461
Bidang Kepemudaan terdiri dari kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana
dimaksud pada ayat (1], terdiri dari:
a, Sub Koordinator Kepemudaan;
b. Sub Koordinator Organisasi Kepemudaan;
¢. Sub Koordinator Kepramukasn; dan
d. Jabatan Fungsional Lainnya,
Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf a, huraf b, dan huruf
¢ berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Pasal 462

Sub Koordinator Kepemudaan mempunyal tugas
koordinasi dan pengelolaan kegiatan  terkait
penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan
pemuda dan kepermudaan terhadap pemuda
pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda
kader.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Kepemudaan

mempunyai uraian tugas:

a., melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan
penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya
saing pemuda pelopor;

b, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan
penyelengearaan peningkatan kapasitas daya
giing wira usaha pemiutla;

c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan
penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya
saing pemuda kader;

d. melaksanakan pemenuhan hak setiap pemuda
yang meliputi: perlindungan pemuda, advokasi,
akses pengembangan dirl, penggunaan

pPrasarana . . .

v
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prasarana dan sarana tanpa diskiriminatif,
partisipasi pemuda dalam proses perencanaan,
pelaksanaan evaluasi dan  pengambilan
keputusan program strategis kepemudaan;

e, melaksanakan pelaksanaan koordinasi
strategis  lintas  sektor  penyelenggaraan
pelayanan kepemudaan melalul implementasi
rencana aksi daerah /RAD,

f. melaksanakan  perencanaan, pengadaan,
pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan
prasarana dan sarana kepemudaan;

g. melaksanakan pemberian penghargaan
pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa
dan/atau berprestasi;

h. melaksanakan peningkatan kepemimpinan,
kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;

i. melaksanakan penyelenggaran seleksi dan
pelatiban Pasukan Pengibar Bendera; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan lungsinya.

Pasal 463

Sub Koordinator Organisasi Kepemudaan

mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan

kegiatan terkait pomberdayaan dan pengembangan
organisasi kepemudaan tingkat dacrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Organisasi

Kepemudaan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan
pelaksanaan  pemberdayaan pemuda atau
orgamsast  kepemudaan melalnn  kemitraan
dengan dunia usaha;

b. melaksanakan peningkatan kapasitas pemuda
dan organisasi kepemudaan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sestal tugas dan fungsinya.

Pasal . ..

3
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Pasal 464

Sub Koordinator Kepramukaan mempunyai tugas

koordinasi dan pengelolaan  kegiatan  terkait

pembinaan dan pengembangan  organisasi
kepramukaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Kepramuksan

mempunyai uraian tugas:

a, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penyediaan data dan infermasi kepramukaan
berbasis elektronilk;

b, melaksanakan peningkatan kapasitas
organisasi kepramukaan;

c. pengembangan kapasitas Sumber Daya
Manusia (SDM] kepramulkaan;

d. melaksanakan penyediaan pusat pendidikan
dan perlatihan kepramukaan;

¢. meclaksanakan  penyvelenggaraan — kegiatan
kepramukaan;

. melaksanakan prasarana dan sarana
kepramukaan,

g. meclaksanakan — perencanaan,  pengadaan,
pemanfsatan, pemeliharaan, dan pengawasan
prasarana dan sarana kepramukaan;

h. melaksanakan partisipasi dan keikutsertaan
dalam kegiatan kepramukaan;

i. melakukan penyiapan bahan penyusunan
indikator dan pengukuran kinerja bidang
kepramukaan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf . . .
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Paragraf 4
Biclang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi

Pasal 465

Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi
dipimpin opleh seorang Kepala Bidang vyang
berkedudukan dibawah dan bertangpung jawab
kepada Kepala Dinas melalul Sekretaris.

Kepala Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga
Rekreasi mempunyai tugas menyelenggarakan
kebijakan daerah terkait olahraga rekreasi dan
organisasi olahraga, dan olahraga prestasi dan
kejuaraan olahraga,

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 465 ayat (2], Kepala Bidang Olahraga Prestasi dan
Olahraga Rekreasi mempunyal fungs::

a.

penvelenggaraan kebijakan teknis terkait
penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan
pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan
pengembangan organisasi olahraga, pembinaan dan
pengembangan olahraga rekreasi;

penyelengegaraan pemerintahan  daerah  terkait
penyelengegaraan kejuaraan olabhraga, pembinaan dan
pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan
pengembangan organisasi olahraga, pembinaan dan
pengembangan olahraga rekreasi;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyelenggaraan kejuaraan
olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga
prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi
olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga
rekreasi;

pembagian  tugas, pembenan petunjuk, dan
pemberian  bimbingan kepada bawahan dalam
pelaksanaan tugas;

e. pengendalian . . .
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pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal puna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya,

Pasal 467
Bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekoreasi
terdiri dan kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan  Fungsional scbhagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
a. Sub Koordinator Olahraga Rekreasi dan
Organisasi Olahraga;
b, Bub Koordinator Olshraga Prestasi dan
Kejuaraan Olahraga; dan
c. Jabatan Fungsional Lainnya.
Masing-masing Sub Koordinator secbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Pasal 468
Sub Koordinator Olahraga Rekreasi dan Organisasi
Olshrage meompunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan  kegiatan  terksit pembinaan dan
pengembangan olahraga rekreasi, pembinaan dan
pengembangan organisasi olahraga.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Olahraga Rekreasi
dan Organisasi Olahraga mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan penyelenggaraan,
pengembangan dan pemasalan festival dan
olahraga rekreasi;
b. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan

olahraga rekreasi;

e, melaksanakan | . .




(1}

i2)

- 364 -

. melaksanakan pengembangan olahragn wisata,

tantangan dan petualangan;

d. melalksanalkan pemanfaatan alahraga

tradisional dalam masyarakat;

e,  melaksanakan standardisasi OrEanisasi

keolahragaan;

i. melaksanakan pengembangan organisasi

keolahragaan;

g. melaksanakan  peningkatan kerja  sama

organisasi  keolahragaan  kabupaten/kota
dengan lembaga terkait;

h. memberdayakan dan pemasyarakatan olahraga

scrta peningkatan kebugaran  jasmani

masyarakat;
melakukan penyelesaian sengketa
keolahragaan melalui  musyvawarah dan
mufakat;

melaksanakan pemberian penghargaan bagi
organisasi keolahragaan berprestasi ;dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Pasal 469
Sub Koordinator Olahraga Prestasi dan Kejuaraan
Olahrage mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan  kegiatan  terkait pembinaan  dan
pengembangan olahraga prestasi, penyvelenggaraan
kejuaraan olahraga.
Dalam melaksanakan tagas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Olahraga Prestasi
dan Kejuaraan Olahraga mempunyvai uraian tugas:
a, melaksanakan seleksi atlet daerah;
b. melaksanakan pemusatan latthan daerah, ilmu

pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport
science) serta industri olahraga;

¢, melaksanakan pembinean dan pengembangan

profesionalisme atlet berprestasi, pelatih,

manajer . . .

-
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manajer, pembina olahraga dan tenaga
keolahragaan lainnya;

melaksanakan pemberian penghargaan
olahraga;

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penyvediaan data dan informasi  sektoral
olahraga;

MeMmproses pelaksanaan standarisasi,
akreditasi dan sertifikasi olahrags;

melakukan kegiatan pekan dan  kejuaraan
olahraga;

melakukan pengembangan  jaringan  dan
informasi sistemn keolahragaan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan scsuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana

Pasal 470

Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris,

Kepala Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana
Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan
kebijakan daerah terkait olahraga pendidikan dan

sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 470 ayat (2), Kepala Bidang Olahraga Pendidikan dan
Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pembinaan
dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang
pendidikan yang menjadi kewenangan dacrah serta

sarana dan prasarana olahraga;

b. penyelenggaran . . .

2
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penyelenggaraan pemerintahan daerah  terkait
pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan
pada jenjang pendidikan vang menjadi kewenangan
daerah serta sarana dan prasarana olahrags;
penyeiengearaan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pembinaan dan
pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang
pendidikan yvang menjadi kewenangan daerah serta
sarana dan prasarana olahraga;

pembagian tugas, pemberian  petunjuk, dan
pemberian bimbingan kepada bawshan dalam
pelaksanaan tugas;

pengendalian, penelitian, dan pemertksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal puna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 472

Bidang Olahraga Pendidikan dan Sarana Prasarana
terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a, Sub Koordinator Olahraga Pendidikan:
b. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Olahraga;

dan
¢, Jabatan Fungsional Lainnya.
Masing-masing Sub  koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Pasal . . .
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Pasal 473

Sub Koordinator Olahraga Pendidikan mempunyai

tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait

pembinaan dan pengembangan olahraga pendidilean.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (1), Sub Koordinator Olahraga Pendidikan

mempunyai uraian tUgas:

a4, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan
pelaksanaan pembentukan dan pengembangan
pusal pembinaan dan pelatthan olahraga serta
sckolah olahraga yang diselenggarakan oleh
masyarakat dan dunia usaha;

b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan
pelaksanaan pemberdayaan perkumptilan
olahraga dan penyelenpparaan kompetisi oleh
satuan pendidikan dasar; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 474

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Olahraga

mempinyal tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait penyediaan sarana dan prasarana olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud

pada ayat (1), Sub Keordinator Sarana dan Prasarana

Olahraga mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan
pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana
olahraga;

b. melaksanakan penyediaan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
rekreast;

c. mengoperasionalkan dan mengendalikan
penggunasn sarana dan prasarana keolahragaan;

dan

d. melaksanakan . . .

b
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d. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh

pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

BAB XX
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 475

(1] Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur
pelaksana urusan bidang perpustakasn dan urusan
bidang kearsipan vang menjadi kewenangan daerah
yvang dipimpin oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan.

(2] Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan
bertangoung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 476
Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
terdiri dari:
d. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Administrasi dan
LU'miumm.
Bidang Perpustakann;
Bidang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip;
Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;
UPT: dan
kelompok Jabatan Fungsional.

=op oA f

=

Bagian . . .
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 477

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas

melaksanakan  urusan  pemerintahan  bidang

perpustakazn dan wurusan  pemeriniahan  bidang
kearsipan vang menjadi kewenangan Pemerintahan

Dacrah berdasarkan asas olonomi dan tugas

pembantian,

Dalam  menyelenggerakan  tugas  sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan mempunyai [ungsi:

g. perumusan kebijakan terkait pengelolaan arsip,
pelindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi
dan sertifikasi, formasi arsiparis, perizinan,
pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi
nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi
pustakawan dan akreditasi pendidikan dan
pelatihan perpustakaan;

b. penyelengparaan urusan pemerintahan dan
pelavanan umum terkait pengelolaan arsip,
pelindungan dan penyelamatan arsip, akreditasi
dan sertifikasi, formasi arsiparis, pernzinan,
pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi
nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi
pustakawan dan akreditasi pendidiken dan
pelatihan perpustakaan;

c. pembinaan dan pelaksansan tugas terkait
pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan
arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis,
perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian
koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi
pustakawan dan akreditasi pendidikan dan
pelatihan perpustakaan;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
pengelolaan arsip, pelindungan dan penyclamatan

arsip .. .

b
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arsip, akreditasi dan sertifikasi, formasi arsiparis,
perizinan, pembinaan perpustakaan, pelestarian
koleksi nasional dan naskah kuno, dan sertifikasi
pustakawan dan akreditasi pendidikan dan
pelatihan perpustakaan;

e. pelaksanaan kesekretariatan  dinas terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Urailan Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 478
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 477 dalam kerangka pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 478 Kepala Dinas memiliki fungsi:

A, perumusan kebijakan terkait perpusiakaan,
perlindungan dan perizinan penggunaan arsip, serta
pengelolaan arsip;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum terkait perpustakaan, perlindungan dan
pErizinan penggunaan arsip, serta pengelolaan arsip,;

¢. pembinaan  dan pelaksanaan tugas  terkait
perpustakaan, perlindungan dan perizinan penggunaan
arsip, serta pengelolaan arsip;

d. penyelenggaran . . .



d.
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penvelenggaraan sistem pengendalian intern  terkait
perpustakaan, perlindungan dan perizinan penggunaan
arsip, serta pengelolaan arsip;

pelaksanaan kesckretariatan dinas terkait perencanaan
dan penganggaran, administrasi dan umum serta
organisasi dan kepegawaian; dan

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh Walikota
sesuail dengan tugas dan fungsinya,

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 480

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sckretaris mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan,
kepegawaian, keuangan dan pengelolaan aset,
pengembangan  kelembagaan dan  tata laksana
pelayanan publik, kehumasan, dan kerjasama.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 480 ayat (2], Sekretaris mempunyail fungsi:

penyelengpgaraan perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi Kinerja dinas;

penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penvelenggaraan administrasi umum dinas;
penyelenggaraan administrasi barang milik daerah
pada dinas;

penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah
periunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;
penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup
dinas:

E: penyelengearan . . .
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penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa
lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata
laksana  pelayanan publik  serta  pengelolaan
kepegawainn;

penyelenggaraan kehumasan dan Kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan,

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi balk vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanasn tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan lungsinya.

Pasal 482

Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
b, Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi;

dan
¢. Jabatan Fungsional Lainnya.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;
Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretarns.

Pasal 483
Kepala Subbagian Administrasi dan  Umum
mempunyal tugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan  surat  menyurat,

pengelolaan . . .

¥
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pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana

dinas, pengelolaan pelayanan umum  dinas,

penatatausahaan barang milik daerah pada dinas,

serta pengelolaan administrasi keuangan dinas,
Dalam melaksanakan tupas sebagasimana dimaksud
pada avat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan
Umum mempunyai uralan tugas:

al

menyusun dan mengelola jasa surat menyurat;
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas;

menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan
Aparatur Sipil Negara (ASN),;

melaksanakan penatausahaan dan pengujian/
verifikasi keuangan dinas;

menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
MEnyusun laporan keuangan bulanan /
triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dinas;
melaksanakan pengelolaan  dan  tanggapan
pemeriksaan;

menvusun pelaporan dan analisis prognosis
realisasi anggaran,

menyvusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor,

menyusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana  gedung

kantor;

m. melaksanakan . | .
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melaksanakan koordinasi penyclenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
lkunjungan tamu;

melaksanskan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
MmEnyusun perencanaan kebutuhan,
pengamanan,  penilaian, pembinaan  dan
pelaporan barang milik daerah pada dinas;
melaksanikan penyelenggaraan rekonsiliasi dan
penyusunan laporan barang milik daerah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daerah pada dinas;

membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan, menelitt, dan memenksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 484

Sub Keordinator Perencanaan dan Penganggaran
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

Kinerja,
Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan

Penganggaran mempunyai uraian tugas:

a.
b.

menyusun dokumen perencanaan dinas;
menyusun dokumen REKA-dinas dan Perubahan
REKA-dinas;

menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;

. melakukan . . .

-
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melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan;
menyusun  kaidah  pelaksanaan  rencana
pembangunan;

menyusun  alternatil dan model hubungan
kausal/lungsional;

menguji alternatifl kriteria dan model;

menyusun perencanaan  kebijakan  strategis
jangka pendek pada lingkup dinas;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang;

menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

menyusun rancangan rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
melakukan telaahan hnglup dinas terhadap
proses dan hasil pembahasan anggaran dengan
mitra legislatif;

melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanann rencana pembangunan pada dinas;
dan

melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 485

Sub  Koordinator Kepegawaian dan Organisasi
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kepegawaian dan
Organisasi mempunyai uraian tugas:

mendiagnosis struktur/ kelembagaan |
tatalaksana/ proses bisnizs yang efektiil untuk
instans: pemerintah;

. MenyUsun . ..

¥
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b. menyusun pedoman dan petunjuk  teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

c. melaksanakan penviapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

d. penyedinan administrasi pelaksanaan tugas
Aparatur Sipil Negara (ASN);

e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

. menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

i.  menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi pegawai atau proveksi
kebutuhan pegawal 5 (lima) tahun dan peta
jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);

3 o menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan Aparatur Sipil
Negara (ASN);

. menyusun rencana pengembangan individu
pegawal (individual development planj;

m. menyusun peta strategl (strategy map) unit
kerja/organisasi/instansi pemerintah;

n. mengelola proses manajemen kinerja pegawai; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragral 3
Bidang Pelindungan dan Perizinan Penggunaan Arsip

Pasal 486

{1} Bidang Pelindungan dan Perizinan Penggunaan Arsip
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang
berkedudukan , . .

¢
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pelindungan dan Perizinan Penggunaan Arsip
mempunyali  tugas  pemusnahan, pehindungan,

penyelamatan arsip autentikasi, pencarian arsip dan
pelayanan izin penggunaan arsip.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 486 ayat (2), Bidang Pelindungan dan Perizinan
Penggunaan Arsip mempunyai fungsi:

i,

penvelenggaraan kebijakan teknis terkait pemusnahan
arsip dilingkungan pemerintah daerah yang memiliki
retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, perlindungan dan
penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala
daerah, penyelamatan arsip perangkat daerah vang
digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah
kecamatan dan desa/kelurahan, autentikasi arsip
statis dan arsip hasil alih media daerah, pencarian
arsip statis yang dinyatakan hilang serta pelayanan izin
penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait terkait
pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah
yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun,
perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
yvang berskala dacrah, penyelamatan arsip peranghkat
dacrah yang digabung dan/atau dibubarkan dan
pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan,
autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media
daerah, pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang
serta pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat
tertutup;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait terkait pemusnahan arsip
dilingkungan pemernntah daerah yvang memiliki retensi
di bawah 10 (sepuluh) tahun, perlindungan dan
penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala

v
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dacrah, penyelamatan arsip perangkat dacrah yang
digabung danfatau dibubarkan dan pemekaran daerah

kecamatan dan desa/kelurahan, autentikasi arsip
statis dan arsip hasil alih media daerah, pencarian
arsip statis yang dinyatakan hilang serta pelayanan izin
penggunaan arsip vang bersifat tertutup;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 488
Bidang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip terdiri
dari kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (1), terdiri dari:
a. Sub Koordinator Pemusnahan Arsip,
Perlindungan dan Penyvelamatan Arsip;
b. Sub Koordinator Autentikasi, Pencarian Arsip, dan
Pelayanan lzin Penggunaan Arsip; dan
¢, Jabatan Fungsional Lainnya.
Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a8 dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab
kepada Kepala Bidang.

Pasal 489
Sub Koordinator Pemusnahan Arsip, Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait pemusnahan arsip di
lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi di
bawah 10 tahun, perlindungan dan penyelamatan arsip

akibat . ..

¥
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akibat berncana berskala daerah, penyelamatan arsip

perangkat daerah  yang digabung dan/atau

dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan
desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pemusnahan Arsip,

Perlindungan dan Penyelamatan Arsip mempunyai

uraian tagas:

a. melaksanakan  penilaian, penetapan dan
pelaksanaan pemusnahan arsip yvang memiliki
retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;

b. melaksanakan evakuasi, identifikasi pemulihan
dan penyimpanan arsip akibat bencana:

c.  melaksanakan pendataan, penyvusunan daftar dan
penilaian serta penyerahan atau pemusnahan
arsip bagi penggabunpan atau pembubaran
perangkat daerah;

d. melaksanakan pendampingan penyelamatan arsip
bagi pemekaran daerah kecamatan dan
kelurahan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 490

Sub HKoordinator Autentikasi, Pencarian Arsip, dan
Pelayanan [zin Penggunaan Arsip mempunyai (ugas
koordinasi dan  pengelolaan kegatan terkait
autentiknsi arsip statis dan arsip hasil alih media
daerah, pencarian arsip statis daerah vang dinyatakan
hilang, dan pelayanan izin penggunaan arsip bersifat
tertutup di dacrah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Autentikasi, Pencarian
Arsip, dan Pelayanan Izin FPenggunaan Arsip

mempunyail uraian tugas:

a. melaksanakan . . .

5



- 380 -

a. melaksanakan  penilaian dan  penetapan
aurentisitas arsip statis dan hasil alih media
sesllal persyaratan penjaminan keabsahan arsip;

b. melaksanakan  penilaian dan  penctapan
autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang;

c. melaksanakan evaluasi dan penctapan hasil alih
media yvang dinyatakan hilang;

d. melaksanakan penetapan dan pengumuman
Daftar Pencarian Arsip (DPA);

e. melaksanakan penyusunan, penetapan Standar
Operasional Proedur (S0P, penyediaan daftar dan
penctapan izin penggunaan arsip yang bersifat
tertutup; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Pasal 491

(1] Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris,

(2] Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah
terkait pengelolaan arsip statis dan dinamis daerah
serta pengelolasn informast kearsipan.

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 491 ayat (2}, Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkail pengelolaan
arsip statis dan dinamis daerah serta pengelolaan
simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat
daerah;

b. penyelengparan . . .

b
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penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
pengelolaan arsip statis dan dinamis daerah serta
pengelolaan simpul jaringan  informasi  kearsipan
nasional tingkat daerah;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pengelolaan arsip statis dan
dinamis daergh serta pengelolaan simpul jaringan
informasi kearsipan nasional tingkat deerah;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelalsansan tugas;
pengendalian, penclitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultast dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontz]l guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh pimpinan
sesuni tugas dan fungsinya

Pasal 493
Bidang Pengelolaan dan Pelestanian Arsip terdiri dan
kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a, HBub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis dan
Pengelolaan Informasi Kearsipan;
b. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis; dan
c. Jabatan Fungsional Lainnyva.

Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bhuruf b

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang

Pasal 494
Sub Koordinator Pengelolasan Arsip Dinamis dan
Pengelolaan Informasi Kearsipan mempunyai tugas
koordinasi dan  pengelolaan  kegiatan  terkait
pengelolaan arsip dinamis daerah.

(2) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1], Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dan

Pengelolaan Informasi Kearsipan mempunyai uraian

tugas:

a. melaksanaken penciptaan dan penggunaan arsip
dinamis;

b. melaksanakan pemeliharaan dan penyusutan arsip
dinamis;

c. melaksinakan — pengawasan  arsip  dinamis
kewenangan daerah; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 495

Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Stalis mempunyai

tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait

pengelolaan arsip statis daerah dan pengelolaan simpul
jaringan informasi kearsipan nasional tingkat daerah.

Dalam melaksanakan tuges schagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis

mempunyal uraian tugas:

a. melaksanakan pengumpulan dan penyampaian
salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):

b. melaksanakan akuisisi, pengolahan, preservasi,
dan akses arsip statis;

¢. melaksanakan penyediaan informasi, akses dan
layanan kearsipan tingkat daerah melalui Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);

d. meclaksanakan pemberdayaan kapasitas unit
kearsipan dan Lembaga; dan

e, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf . . .
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Paragrafl 5
Bidang Perpustakaan

Pasal 496

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang vang berkedudukan di bawah dan bertangpung
jawab kepada Kepala Dinas melahu Sekretaris.

Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai ugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar
membaca, serta pelestarian  koleksi nasional dan
naskah kuno.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 496 ayat (2), Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:

H.

penvelengmaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan
perpustakaan tingkat daerah, pembudayaan gemar
membaca, pelestarian naskah kuno milik daerah, dan
pengembangan koleksi budaym etnis nusantara yang
ditemukan oleh pemerintah daerah;

penyelenggaraan pemerintahan daerah  terkait
pengelolaan perpustakaan tingkat daerah,
pembudayaan gemar membaca, pelestarian naskah
kuno milik daerah, dan pengembangan koleksi budaya
etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah
daecrah;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pengelolaan perpustakaan
tingkat daerah, pembudayaan pgemar membaca,
pelestarian  naskah  kuno milik daerah, dan
pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang
ditemukan oleh pemerintah daerah;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

[ pelaksanaan . . .
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[, pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik wvertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

g- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

scsual tugas dan fungsinya.

Pasal 498
(1] Bidang Perpustakaan terdiri dari kelompok Jabatan
Fungsional,
(2] Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada avat (1), terdir: dari:
a. Sub Koordinator Pengelolaan Perpustakaan dan
Pembudayaan Gemar Membaca;
b. Sub Koordinator Pelestarian Koleksi Nasional dan
Naskah Kuno; dan
c. Jabatan Fungsional Lainnya,
(3] Masing-masing Sub Koordinator scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] hurufl a dam huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggpung jawab

kepada Kepala Bidang

Pasal 499

{1} Sub Koordinator Pengelolaan Perpustakaan dan
Pembudayaan Gemar Membaca mempunyai tugas
koordinasi dan  pengelolaan  kegiatan  terkait
pengelolaan perpustakasn  tingkat daerah, dan
pembudayaan gemar membaca tingkat daerah.

(2] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pengelolaan
Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
Mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pengembangan dan pemelibarsan
layanan perpustakaan elektronik;

b, melaksanakan pengombangan perpustakaan di
tingkat daerah;

¢. melaksanakan penpembangan kekhasan koleksi
perpustakaan daerah tinghkat dacrah;

d. melaksanakan . . .

¥
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melaksanakan pembinaan perpustakaan pada
satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah sesuai
dengan standar nasional perpustakaan;
melaksanakan pembinaan perpustakaan khusus
tingkat daerah;

melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga
perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah;
melaksanakan pengembangan layanan
perpustakaan rujukan tingkat daerah;

. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan

bahan pustaka;

melaksanakan penyusunan data dan informasi
perpustakaan, tenaga perpustakaan dan
pustakawan tingkat daerah;

melaksanakan sosialisasi budaya baca dan literasi
pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan

khusus serta masyarakat;

. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan

sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang
menjadi kewenangan daerah;

melaksanakan pemberian penghargaan gerakan
budaya gemar membaca;

. melaksanakan pengembangan literasi  berbasis

inklusi sosial;

melaksanakan pemilihan duta baca tingkat daerah;,
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 500

Sub Koordinator Pelestarian Koleksi Nasional dan
Naskah Kuno mempunvai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait pelestarian naskah kuno
milik daerah, dan pengembangan koleksi budaya etnis
nusantara yang ditemukan oleh pemerintah dacrah;

(2) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, Sub Koordinator Pelestarian Kolelsi
Masional dan Naskah Kuno mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan peningkatan peran serta
masyarakat dalam penyimpanan, perawatan,
pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno,

b. melaksanakan pengembangan, pengolahan dan
pengalih-mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh
masyarakat untuk dilestarikan dan
didayagunakan;

c. melaksanakan seleksi dan penpgadasn  koleksi
budaya etnis nusantara;

d. melaksanakan pengolahan dan penyiangan koleksi
budava etnis nusantara; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

BAB XXI
DINAS PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 501
Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana
urusan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan
daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perdagangan,
Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walilkota melalul Sekretaris Daerah

Hagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 502

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:

Kepala Dinas;

b. Sekretariat . . .
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Sekretariat, terdiri dar:

1. Subbagian Administrasi dan Umum; dan

2. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran.
Bidang Pengembangan Ekspor, Dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri;

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan;

Bidang Pelavanan dan Pengembangan Perdagangan;
UPT; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 503

Dinas Perdagangan memiliki tugas melaksanakan

urusan pemerintahan bidang Perdagangan wyang

menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam avat (1), Dinas Perdagangan

mempunyail fungsi:

a. perumusan  kebijakan  terkait  perizinan dan
pendaftaran perusahaan, sarana  distribusi
perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting, pengembangan ekspor,
serta standarisasi dan perlindungan konsumen;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum terkait perizinan dan pendaftaran
perusahaan, sarana distribusi  perdagangan,
stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan
barang penting, pengembangan eckspor serta
standarisasi dan perlindungan konsumen;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana
distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang  penting,

pengembangan . . .

¥
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pengembangan  ekspor, serta standarisasi dan
perhndungan konsumen;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
perizinan dan pendafltaran perusahaan, sarana
distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting,
pengembangan  ekspor serta  standarisasi dan
perlindungan konsumen;

e, pelaksanaan  kesekretariatan dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum sertn Kepegawaian dan organisasi; dan

[ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagman keempat
Uralan Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 504
Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan
tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
503 dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan daerah.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

dalam pasal 504, Kepala Dinas memiliki fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait pengembangan
ckspor dan pemasaran produk dalam neger,
sarana distribusi perdagangan, dan pelayanan dan
pengembangan perdagangan;

b. penyclenggaraan urusan pemerintahan dan
pelavanan umum terkait pengembangan ekspor
dan pemasaran produk dalam negeri, sarana

distribusi . . .

b
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distribusi perdagangan, dan pelayanan dan
pengembangan perdagangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
pengembangan ekspor dan pemasaran produk
dalam negeri, sarana distribusi perdagangan, dan
pelayanan dan pengembangan perdagangan;

d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait
pengembangan ckspor dan pemasaran  produk
dalam negeri, sarana distribusi perdagangan, dan
pelavanan dan penpembangan perdagangan;

e. pelaksanaan  kesckretariatan dinas ferkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta kepegawaian dan organisasi; dan

f. pelaksanaan tugas lain wyang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 506

(1} Sekretariat dipimpin oleh scorang Sckretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2] Sekretaris e PUNYE] tugas melaksanakan
pengelolaan perencanaan, penganggaran, MmMAanajemen
resike, monitoring, ecvaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan
aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana

pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Pasal 507
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 506 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan perencansaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja dinas;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;

c. penyelenggaran . . .
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penyelengparaan administrasi pendapatan daerah
kewenangan dinas;

penyelenggaraan administrasi umum dinas;
penyelenggaraan administrasi barang millk daerah
pada dinas;

penyelenpggaraan pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;
penvelenggaraan penyediasn jasa penunjang lingkup
dinas;

penyelenggarsan  layanan pengadaan  barang/jasa
lingkup dinas;

penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang
milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata
laksana pelayanan publik serta pengelolaan
kcpogawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksansaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 508

Sekretariat, terdin dari:
a. Subbagian Administrasi dan Umum;
b, Subbagan Perencanaan dan Penganggaran; dan
€. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional schagaimana dimaksud
pada ayat (1) huraf ¢, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi;

dan
b. Jabatan Fungsional Lainnya.

(3} Subbagian . \!
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Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan hurul b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 509

Kepala Subbagian Administrasi dan  Umum
mempunyai  tugas  pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat,
pengelolasn  arsip, pengelolaan sarana  prasarana
dinas, pengelolaan  pelayanan  umum  dinas,
penatatausahaan barang millk daerah pada dinas,
pengelolaan  administrasi  kcuangan dines, serta
administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas schbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyvail uraian tugas:

a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa
komunikasi, sumber daya air dan listnik, jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b, melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada
dinas,

c. menyusun dan péembayaran gaji dan tunjangan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

d. melaksanakan penatausahaan dan
pengujian /verifikasi keuangan dinas;

e. menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

. menyusun laporan keuangan
bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun
dinas;

g. melaksanakan  pengelolaan dan tanggapan
pemeriksaan;

h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis
realisas: anggaran,

i. menyusun dan mengelola jesa pelayanan umum

dinas;

j- menyusun . _ .
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menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor, penyedigan
peralatan dan perlengkapan kantor;

menyvusun dan menyediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan fasilitasi
kunjungan tamu;

melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan,
penilajan, pembinaan dan pelaporan barang milik
daerah pada dinas;

. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan
penvusunan laporan barang milik daerah pada
dinas,

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
dacrah;

melaksanakan analisa dan pengembangan retribusi
dacrah, serta penyusunan kebijakan retribusi
daerah;

melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan
kebijalan retribusi daerah;

. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek
retribusi daerah;

melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

. meleksanskan penetapan wajib retribusi daerah;
melaksanakan pelaporan pengelolasn  retribusi
daerah;

membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

z. mengendalikan . . .

%




(1)

(2]

-393 -

z. mengendalikan, mencliti, dan  memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

aa. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

piumpinan sesual tugas dan flungsinya.

Pasal 510
Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
mempunyai  ftugas pelaksanasn, monitoring dan
evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kKinerja.
Dalam melaksanakan ugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Subbapgian Perencanaan dan
Pengangearan mempunyai uraian tugas:
a. menyvusun dokumen perencanaan dinas;
b. menyusun dokumen RKA-dinas dan Perubahan
REA-dinas;
menyusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memformulasikan sajian untuk analisis;
melakukan tiset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan,
E.  MEenyusun kaidah pelaksanaan rencana

=~ 8 Q0

pembangunan;

h. menyusun alternatif dan model hubungan
kausal/lungsional;

i. menguji alternatil kriteria dan model;

j. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka
pendek pada lingkup dinas;

k. menyusun perencanaan program dan kegiatan
lintas bidang,

. menyusun perencanaan program dan kegiatan
lingkup dinas;

m, Mmenyusun TANCANgAn rencana anggaran dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melaksanakan . . .
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melakukan telaghan lingkup dinas terhadap proses
dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra
legislatil;

melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan pada lingkup dinas;
membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengendalikan,  meneliti, dan  memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanaskan tugas lain yvang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 511

Sub Koordinator Kepegawsian dan Organisasi
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta

pengelolaan administrasi kepegawaian,
Dalam melaksanakan tugas scbageimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kepegawaian dan

Crganisasi mempunyai uraian tugas:

mendiagnosis struktur/ kelembagaan/
tatalaksana/ proses bisnis yang efektil untuk
mmstansi pemenntah;

menyusun pedoman dan  petunjuk teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

penyvediaan  administrasi pelaksanaan tugas
Aparatur Sipil Negara [ASN);

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

reformasi birokrasi;

{, menyusun ., ., ,
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. menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

g. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

i. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi  pegawai  atau  proyeksi
iccbutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

j.  menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan Aparstur  Sipil
Negara (ASN);

. menyusun rencana pengembangan  individu
pegawai (individual development plan);

m. menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja/
organisasi instansi pemerintah;

n. mengeloia proses manajemen kinerja pegawai ; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk

Dalam Negeri

Pasal 512

Bidang Pengembangan Ekspor, dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
vang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawahb
kepada Kepala Dinas melalul Sekretans.

Kepala Bidang Pengembangan Ekspor, dan Pemasaran
Produlk Dalam MNegeri mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pengembangan ekspor, penggunaan dan pemasaran
produk dalam negeri, serta [asilitasi usaha

perdagangan.
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Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 512 ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Ekspor,
dan Pemasaran Produk Dalam Negerl mempunyai fungsi:

H.

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelaksanaan
promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan
produk dalam negeri, penerbitan izin pengelolaan pasar
rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko
swalavan, penerbitan  tanda daftar  pudang,
pengendalian penyimpanan dan pengawasan distribusi
bahan berbahaya, penerbitan surat keterangan asal,
serta  penerbitan surat izin usaha perdagangan
minuman beralkohol;

penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan
penggunaan produk dalam negeri, penerbitan izin
pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin
usaha toke swalayan, penerbitan tanda daftar gudang,
pengendalian penyimpanan dan pengawasan distribusi
bahan berbahaya, penerbitan surat keterangan asal,
serta penerbitan surat izin usaha perdagangan
minuman beralkohol;

penyelengearaan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pelaksanaan promosi,
pemasaran dan peningkatan penggunaan produk
dalarm negeri, penerbitan izin pengelolasn pasar rakyat,
pusal perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan,
penerbitan  tanda daflar gudang, pengendalian
penyimpanan dan pengawasan distribusi bahan
berbahaya, penerbitan surat keterangan asal, serta
penerbitan sural izin usaha perdagangan minuman
beralkohol;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

f. pelaksanaan . . .

’
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pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 514

Bidang Pengembangan Ekspor Dan Pemasaran Produk
Dalam Negeri  terdiri dari kelompok  Jabatan
Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
p. Sub Koordinator Pengembangan dan Pemasaran

Produk Dalam Negeri;
b, Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Perdagangan; dan
¢. Jabatan Fungsional Lainnya.
Masing-masing Sub  Koordinator scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Pasal 515

Sub  Koordinator Pengembangan dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri mempunyai tugas koordinasi dan
pengelolaan kegiatan terkait Penyelenggaranan promosi
dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi
produk ekspor unggulan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi serta pelaksanaan promosi, pemasaran dan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugss schagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pengembangan dan

Pemasaran Produk Dalam Negerli mempunyal uraian

rugas:
a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan
usaha produk ekspor unggulan;

b. melaksanakan pameran dagang nasional;
melaksanakan pameran dagang lokal;

d. melaksanakan . . .

v
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melaksanakan misi dagang bagi produk ekspor
unggulan;

melaksanakan peningkatan citra produk ekspor;
melaksanakan pembinaan pelaku usaha ekspor;
melaksanakan promosi produk dalam negeri;
melaksanakan pemasaran dan peningkatan
penggunaan produk dalam neger;

melaksanakan peningkatan sistem dan jaringan
informasi perdagangan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 516

Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Perdagangan
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait perizinan bidang perdagangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Fasilitasi Usaha
Perdagangan mempunyai uraian tugas:

melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen
perolehan perizinan bidang perdagangan;
melaksanakan pengendalian, pengawasan dan
evaluasi atas perizinan bidang perdagangan;
melaksanakan pemeriksaan penyimpanan bahan
berbahaya;

. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen

pemeriksaan distribugi bahan berbahaya bag P-B2
dan PA-B2;

melaksanakan pengawasan distribusi, pengemasan
dan pelabelan bahan berbahayva terhadap pengguna
akhir bahan berbahaya [PA-B2] maupun produsen
B2 (P-B2); dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesusl tugas dan fungsinyva.



(1)

(2)
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Paragraf 4
Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 517

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin cleh
scorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretars.

Kepala DBidang Sarana Distribusi Perdagangan
mempunyal tugas menyelenggarakan kebijakan
daerah terkait Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan serta Pembinaan Pengelola
Sarana Dhstribusi Perdagangan.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 517 ayat (2), Kepala Bidang Sarana Distribusi
Perdagangan mempunyai fungsi:

a.

penyelenggaraan kebijakan teknis terkait
pembangunan, pengelolaan dan pembinaan sarana
distribusi perdagangan;

penvelenggaraan  pemerintahan daerah  terkait
pembangunan, pengelolaan dan pembinaan sarana
distribusi perdagangan;

penyelenggaraan monitoring, évaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pembangunan, pengelolaan
dan pembinaan sarana distribusi perdagangan;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinas: baik wvertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

seayai tugas dan fungsinya.
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Pasal 519
Bidang Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari
kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a, Sub Keordinator Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan;
b. Sub Koordinator Pembinaan Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan; dan
¢, Jabatan Fungsional Lainnya.
Masing-masing Sub Koordinator sebapaimana
dimaksud pada ayat (2) hurof a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

Pasal 520
Sub Koordinator Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugss
koordinasi  dan  pengelolaan  kegiatan  terkait
pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi
perdagangan.
Dalam melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), S3ub Koordinator Pembanpunan dan
Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
mempunyal urian tugas:
a. melaksanakan penyediaan sarana distribusi
perdagangan;
b. melaksanakan pengelolaan dan  pemeliharaan
sarana distribusi perdagangan; dan
¢. melaksanakan tugas lain yvang dibenikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 521
Sub Koordinator Pembinaan Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan mempunyal tugas koordimasi
dan pengelolaan  kegiatan  terkait pembinaan,

pengelolaan . . .

&
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pengelolaan, pengendalian, dan pemberdayaan sarana
distribusi perdagangan;

(2] Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
dalam ayat (1}, Sub Koordinator Pembinaan Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai uraian
tugas:

B, melaksanakan pembinaan dan pengendalian
pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

b. melaksanakan pemberdayaan pengelolann sarana
distribusi perdagangan ;dan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragral 5
Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan

Pasal 522

(1} Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2) Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan
Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan
kebijakan daerah terkait ketersediaan barang pokok
dan penting; serta pengendalian dan pengawasan
barang pokok dan penting,

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 522 ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan

Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait ketersediaan
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat
daerah, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan
pokok dan barang penting di tingkat pasar, serta
pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat

daerah;

e, penyelenggaran . . .

3
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penyelenggaraan pemerintahan daerah  terkait
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat daerah, pengendalian harga dan stok
barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat
pasar, serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi
di tingkat daerah;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan  tugas terkait  ketersediaan  barang
kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah,
pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok
dan barang penting di tingkal pasar, serta pengawasan
pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah;

. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian

himbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan
tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik wvertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 524
Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan
terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a.  Sub Koordinator Ketersediaan Barang Pokok dan
Penting;
b. Sub Keordinator Pengendalian dan Pengawasan
Barang Pokok dan Penting; dan
c. Jabatan Fungsional Lainnya.
Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} buraf a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.
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Pasal 525

Sub Koordinator Ketersediagan Barang Pokok dan

Penting mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan

kegiatan terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok

dan barang penting di tingkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud

pada ayat (1], Sub Koordinator Ketersediaan Barang

Pokok dan Penting mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan keoordinasi, dan sinkronisasi
ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di pasar ralkyat;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan
pokok dan barang penting di pasar rakyat; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 526
Sub  Koordinator Pengendalian dan  Pengawasan
Barang Pokok denm Penting mempunyai tugas
lkoordinasi  dan  pengelolaan kegiatan  terkait
pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok
dan barang penting serta pengawasan pupuk dan
pestisida bersubsidi.
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimalsud
dalam ayat (1), Sub Koordinator Pengendalian dan
Pengawasan Barang Pokok dan Penting mempunyai
uraian tugas:
a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok
dan barang penting;
b. melaksanakan pengawasan distribusi  barang
kebutuhan pokok dan barang penting;
c. melaksanakan pengendalian harga dan stok barang
kebutuhan pokok dan barang penting;
d. melaksanakan operasi pasar;
e. melaksanakan pengawasan, penyaluran dan
penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;

f. melaksanakan . . .

\




- 404 -

. melaksanakan pengendalian ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan barang penting di pasar
rakyat: dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya.

BAB XXII
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 527

(1) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata merupakan unsur
pelaksana urusan bidang kebudayaan dan urusan
bidang Pariwisata vang menjadi kewenangan daerah
vang dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata.

(2] Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada avat (1) berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 528

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

terdiri dari:

a. kepala Dinas;

b. Sekretanat, terdin dan Subbagian Administrasi dan
Umum,

c. Bidang Seni dan Budaya;

d. Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestanan Cagar
Budaya,

e¢. Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata;

I. Bidang . . .

v
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Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;

UPT, dan

kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 529

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata memiliki tugas

melaksanakan  urusan  pemerintahan  bidang

Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang

Pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan,

Dalam  menyelenggurakan  tugas  sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kebudaysan Dan

Pariwisata mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan terkait kebudayaan,
kesenian  tradisional, sejarah, cagar budava,
permuseuman, destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melahai
pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan
intelektual, dan pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. penvelenggaraan urusan pemerintahan  dan
pelayanan umum terkait kebudayaan, kesenian
tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman,
destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif melalui
pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan
intelektual, dan pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi kreatif;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar
budaya, permuscuman, destinasi pariwisata,

pcmasaran  pariwisata, pengembangan ckonomi

kreatil . . .

¥
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kreatif melahui pemanfaatan dan perlindungan hak
kekavaan intelektual, dan pengembangan sumber
daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait

kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar
budaya, permuseuman, destinasi pariwisata,
pemasaran pariwisata, pengembangan ckonomi
kreatil melalui pemanfaatan dan perlindungan hak
kekayaan intelektual, dan pengembangan sumber
daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

pelaksanaan kesekretariatan dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 530

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 dalam

kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

daerah,

(1)

(2)

Pasal 531

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan
tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
530 dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan daerah

Dalam melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Kepala Dinas memiliki fungsi:

perumusan kebijakan terkait pembinaan sejarah

dan pelestarian cagar budaya, destinasi dan

v

Pemasaran . . .
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pemasaran  pariwisata, dan pengembangan
sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. penyelenggaraan urusan  pemerintahan  dan
pelayanan umum terkait pembinaan sejarah dan
pelestarian  cagar budaya, destinasi dan
pemasaran  pariwisata, dan pengembangan
sumberdava pariwisata dan ekonomi kreatif;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait
pembinaan sejarah dan pelestarian cagar budaya,
destinasi dan pemasaran pariwisata, den
pengembangan sumberdaya parniwisata dan
ekonomi kreatif;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait
pembinasn sejarah dan pelestarian cagar budaya,
destinasi dan pemasaran pariwisata, dan
pengembangan  sumberdaya pariwisata dan
ekonomi kreatil;

e. pelaksanaen  kesekretanatan dinas  terkait
perencanaan dan penganggaran, administrasi dan
umum serta organisasi dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan rtgas lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 532

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempLnyai tugas melaksanakan
pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen
resiko, monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan
aset, pengembangan kelembagaan dan (ata laksana
pelayanan publik, kechumasan dan kerjasama.

Pasgal . . .
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Pasal 533

Dalam melaksanakan tuges sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 532 ayat (2}, Sckretaris mempunyai fungsi:

(1)

penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja dinas;

penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
penyelenggaraan  administragi  pendapatan  daerah
kewenangan dinas;

penyelenggaraan administrasi umum dinas;
penyelenggaraan administrasi barang milik daerah
pada dinas;

penyelenggaraan  pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;
penvelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup
dinas:

penyelenggaraan  layanan  pengadsan  barang/jasa
lingkup dinas;

penyelenggaraan pélaksanaan pemeliharaan barang
milik dasrah penunjang urusan pemerintahan daerah;
penyvelengearaan pengembangan kelembapaan dan tata
laksana pelayanan publik serta pengelolaan
kKepegawaian;

penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertilal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
acsual tugas dan fungsinya.

Pasal 534
Sekretariat, terdin dari:
a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
b, Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Kelompok . . .
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri dari;

a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
b, Sub Koordinator Kepegawaian dan Orgamisasi; dan
c. Jabatan Fungsional Lainnya.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian,

Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 535
Kepala Subbagian Admunistrasi  dan Umum
mempunyai  fugas pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi ferkait pengelolaan surat menyurat,
pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana
dinas, pengelolaan pelayanan umum  dinas,
penatatausahaan barang milik deaerah pada dinas,
pengelolaan  administrasi  keuangan dinas, serta
administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Subbagian Administrasi dan

Umum mempunyai uraian tugas:

a. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa
peralatan dan perlengkapan dinas;

b. melaksanakan penatausahsan arsip dinemis pada
dinas;

c. menyusun dan pembayaran gajli dan tunjangan
Aparatur Sipil Negara [ASN);

d. melak=sanakan penatausahaan dan
pengujian verifikasi keuangan dinas;

e. menyvusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;

[.[ menyusun laporan keuangan bulanan/
triwulanan, semesteran dan akhir tahun dinas;

g. melaksanakan  penpgelolaan  dan  tanggapan
pemeriksaan;

h. menyusan . . .
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menyusun pelaporan dan analisis prognosis
realizasi anggaran;

menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum
dinas;

menyusun dan mengelola komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor;

. menyusun dan menvediakan peralatan rumah
tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengadaan dan  pengelolaan
kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat
koordinasi. konsultasi dinas dan [asilitasi
kunjungan tamu;

. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan,
penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik
daerah pada dinas;

melaksanakan penyvelenggaraan rekonsiliasi dan
penvusunan laporan barang milik dacrah pada
dinas;

melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan
barang milik daerah pada dinas;

melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi
daerah;

melaksanakan analisa dan penpembangan retribusi
daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi
daerah;

melaksanakan penyuluhan dan  penyebarluasan
kebijakan retribusi daerah;

. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek
retribusi daerah;

melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;

. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;

x. melaksanakan . ..

:
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x. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi
daerah;

y. membagi tugas, memberi petunjuk, dan
membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

z. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa
pelaksanaan tugas bawahan;

aa. melaksanakan konsultasi dan koordinasi  baik
vertikal maupun honzontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinyva.

Pasal 536
(1) Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran
mempunyai tugas koordinas: dan pengelolaan kegiatan
terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
Kinerja.
i2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Perencanaan dan
Penganggaran mempunyal uralan tugas:
a. menyvusun dokumen perencanaan dinas;
b. menyusun dokumen REKA-dinas dan Perubahan
RKA-dinas;
menyvusun DPA-dinas dan Perubahan DPA- dinas;
menyusin laporan dan evaluasi kinerja dinas;
memiormulasikan sajian untuk analisis;
melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dollumen bahan peréencanaan pembangunan;

=8 N

£ MEnyusun kaidah pelaksanaan rencana
pembangunan;

h. menyusun alternatiil dan model hubungan
kausal / fungsional;

i. menguji alternatif kriteria dan model;

j. menyusun perencanaan kebijakan strategis janghka
pendek pada linglkup dinas;

k. menyusun perencanaan program dan Kkegiatan
lintas hidang;

. menyusun . . .

v
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1. menyusun perencanaan program dan kegiatan
Iingkup dinas;

m. menyusun rancangan  rencansa  anggaran  dan
pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;

n. melakukan telaghan lingkup dinas terhadap proses
dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra
legislatif;

o, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan pada lingloup dinas; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 537

(I} Sub Koordinator Kepegawaisn dan Organisasi
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta
pengelolaan administrasi kepegawaian.

{4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Koordinator Kepegawalan dan
Organisasi mempunyai uraian tugas:

a. mendiagnosis strukiur/ kelembagaan /
tatalaksana/ proses bisnis vang efektif untuk
instan=s pemerintah;

b, menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan
hubungan kerja;

. meélaksanakan penyiapan bahan pengembangan
pelayanan publik;

d. penyedisan administrasi pelaksanaan tugas
Aparatur Sipil Negara (ASN]);

e. Melaksanakan penviapan bahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;

. menyusun data dan pengelolaan administrasi
kepegawaian pada dinas;

E. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
terkait produk hukum daerah;

h. menganalisis . . .

.
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h. menganalisis proses penyusunan kebutuhan
Aparatur Sipil Negara (ASN);

i. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja,
rencana redistribusi  pegawai  atau  proyeksi
kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta
jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN]);

. menyusun dokumen standar kompetensi jabatan
lingkup dinas;

k. menganalisis proses penugasan Aparatar Sipil
Negara (ASN);

. menyusun rencana pengembangan individu
pegawal (individual development plan);

m. mepnyusun peta strategl (strategy map) unit
kerja/organisasi/instans: pemerintah;

n. mengelola proses manajemen Kinerja pegawai; dan

o, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan lungsinya.

Paragraf 3
Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 538

(1) Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar
Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2] Kepala Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestanan
Cagar Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan
kebijakan daerah terkait Pengelolaan Cagar Budaya,
Permuscuman dan Pembinaan Sejarah Lokal.

Pasal 539
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 538 ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan Sejarah dan
Pelestarian Cagar Budaya mempunyai fungsi:
. penyelenggaraan kebijekan teknis terkait pembinaan
seiarah lokal dalam, penetapan cagar budays,

pengelolaan . . .

v
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pengelolaan cagar budaya dan permuseuman serta
perumusan  kebijakan perizinan di bidang cagar
budaya;

penvelenggaraan pomerintahan dacrah  terkait
pembinaan sejarah lokal dalam, penctapan cagar
budaya, pengelolaan cagar budaya dan permuseuman
serta perumusan kebijakan perizinan di bidang cagar
budaya;

penvelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pembinaan sejarah lokal
dalam, penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar
budaya dan permuseuman serta perumusan Kebijakan
perizinan di bidang cagar budaya;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesual tugas dan fungsinyva.

Pasal 540
Bidang Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Cagar
Budaya terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdini dari:
a. Sub Keordinator Pengelolaan Cagar Budaya,
b. Sub Koordinator Pembinaan Sejarah Lokal; dan
¢, Jabatan Fungsional Lainnya.
Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang,
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Pasal 541

(1] Sub Koordinator Pengelolasn Cagar Budaya
meémpunyai tugas terkait penétapan cagar budaya,
pengelolaan cagar budava dan permuseuman,
rekomendasi leknis pengendalian, pengawasan dan
evaluasi atas perizinan di bidang kebudayaan.

(2] Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) Sub Koordinator Pengelolaan Cagar
Budaya mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pendaftaran objek diduga cagar
budaya;

b, melaksanakan penetapan, pelindungan,
pengembangan, pemanfaatan cagar budaya dan
pembinaan permuseuman;

c. melaksanakan  koordinasi dan  sinkronisasi
penerbitan izin di bidang cagar budaya;

d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan cagar
budaya ke luar daerah; dan

¢. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan lungsinya.

Pasal 542

(1} Sub Koordinator pembinaan sejargh lokal mempunyai
tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait
Pembinaan Sejarah Lokal.

(2] Dalam melaksanakan tugas scbhagaimana dimalosud
pada ayat (1), Sub Koordinator Pembinaan Sejarah
Lokal mempunyal uraian tugas:

a, melaksanakan pemberdayaan sumber daya
manusia dan lembaga sejarah lokal;

b. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana
pembinaan sejarah;

¢:. melaksanakan peningkatan akses masyarakat
terhadap data dan informasi sejarah; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragrafl . . .

2
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Paragraf 4
Bidang Seni dan Budaya

Pasal 543
Bidang Seni dan Budaya dipimpin ocleh seorang Kepala
Bidang vang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Kepala Bidang Seni dan Budaya mempunyal tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
pengelolaan  kebudayaan dan pelestarian dan

pembinaan kesenian,

Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 543 ayat (2], Kepala Bidang Seni dan Budaya
mempunyai fungsi:

R.

penvelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan
kebudayaan, pelestarian  kesenian  tradisional,
pembinaan lembaga adat;

penvelenggaraan  pemerintahan  daerah  terkait
pengelolann  kebudayaan, pelestarian  kesenian
tradisional, pembinaan lembaga adat;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penpgelolaan kebudayaan,
pelestarian kesenian tradisional, pembinaan lembaga
adat;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
penpgendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal . . .




(1]

(2]

3]

{1)

(2)

<Ay =

Pasal 545

Bidang Seni dan Budaya terdiri dari kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dan:
a. Sub Koordinator Pengelolaan Kebudayaan;
b. Sub Koordinator Pelestarian dan pembinaan

Kesenian; dan
c. Jabatan Fungsional Lamnya.
Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dam huruf b
berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab
kepada kepala Bidang,

Pasal 546

Sub Koordinator Pengelolaan Kebudayaan mempunyai

tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait

Pengelolaan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pengelolaan

Kebudayaan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pelindungan, pengembangan,
pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya;

b. melaksanakan pembinaan sumber days manusia,
lembaga, dan pranata tradisional;

c. melaksanakan pemberian penghargaan kepada
pithak wyang berprestasi atau berkontribusi luar
biasa sesual dengan prestasi dan kontribusinys
dalam pemajuan kebudayaan,

dl. melaksanakan  pelindungan, pengembangan,
pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat;

e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia,
lembaga, dan pranata adat;

[ melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana
pembinaan lembaga adat;

g. melaksanakan  pelindunpgan,  pengembangan,
pemanfaatan objck pemajuan kebudayaan;

. melaksanakan . . .

\
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h. melaksanakan koordinasi dan  sinkronisasi
penerbitan izin di bidang kebudayaan;

i. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia,
lembaga, dan pranata kebudayaan; dan

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 547

Sub Koordinator Pelestarian dan pembinaan Kesenian

mempunyal tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan

terkait pelestarian kesenian tradisional, pembinaan
lembapga adat, pembinaan kesenian,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayvat (1), Sub Koordinator Pelestarian dan

Pembinaan Keseruan mempunya: uraian tugas:

a. melaksanakan peningkatan pendidikan dan
peiatihan sumber daya manusia kesenian
tradisional;

b. melaksanakan standardisasi dan sertifikasi sumber
daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan;

¢. melaksanakan peningkatan kapasitas tata kelola
lembaga kesenian tradisional; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya

Paragral 5
Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata

Pasal 548
Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisats dipimpin
oleh  secrang Kepala Bidang yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris,
Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
mempunyai tugas menyslengparakan kebijakan daerah

terkait . . .




- 419 -

terkait peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan

pemasaran pariwisata.

Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 548 ayal (2), Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran

Pariwizata mempunyai fungsi:

ik,

penvelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan
daya tartk wisata, pengelolaan kawasan stratogis
pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata,
perumusan kebijakan perizinan di bidang pariwisata,
dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya
tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
penyelenggaraan  pemerintshan daerah  terkait
pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan
strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata,
perumusan kebijakan perizinan di bidang pariwiszata
usaha pariwisata daerah, dan pemasaran pariwisata
dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan
sirategis pariwisata;

penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait pengelolaan daya tarik wisata,
pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan
destinasi pariwisata, perumusan kebijakan perizinan di
bidang pariwisata usaha pariwisata daerah, dan
pémasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik,
destinasi dan kawasan strategis pariwisata;

pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pembenan
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan
tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal . ..
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(3]
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Pasal 550

Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata terdin darn
kelompak Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sub Keordinator Peningkatan Daya Tarik Destinasi

Pariwisata,
b. Sub Keordinator Pemasaran Pariwisata; dan
c. Jabatan Fungsional Lainnya.
Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf a dan hurul b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang,

Pasal 551

Sub Koordinator Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata mempunyai tugas koordinasi  dan
pengelolaan  kegiatan terkait daya tarik wisata,
kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata,
usaha/industri  pariwisata reckomendasi  teknis
pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas
perizinan /tanda daftar usaha di bidang pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1}, Sub Koordinator Peningkatan Daya Tarik

Destinasi Panwisala mempunyal uraian tugas:

a. melaksanakan penctapan, perencanaan,
pengembangan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan daya tarik wisata;

b. melaksanakan penetapan, perencanaan,
pengembangan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan kawasan strategis pariwisata;

¢. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan
wisata strategis pariwisata;

d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan kawasan strategis pariwisata;

m. melaksanakan . . .

v
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e. melaksanakan penerapan destinasi  pariwisata
berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis

pariwisata;
f. melaksanakan penetapan, perencanaan,
pengembangan, monitoring dan evaluasi

pengelolaan destinasi pariwisata;

g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi
pariwisata;

h, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan destinast panwisata;

i. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata
berkelanjutan  dalam  pengelolaan  destinasi
pariwisata;

j- melaksanakan  koordinasi dan  sinkronisasi
penerbitan izin/pendaftaran wusaha di bidang
pariwisata;

k. melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata;
dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 552

Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata mempunyai

tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait

pemasaran pariwisala dalam dan luar negeri daya
tarik, destinasi, kawasan strategis pariwisata serta
kerjasama dan kemitraan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penguatan promosi melahui media
celak, elektronilk, dan media lainnya baik dalam
dan luar negri;

b. melaksanakan fasilitasi  kegiatan peéemasaran
pariwisata baik dalam dan luar negeri;

m, melaksanakan . . .
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c. melaksanakan penyediaan data dan penyebaran
informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan fuar
negori;

d. melaksanakan peningkatan kerja sama dan
kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pPengembangan pemasaran pariwisata; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragral ©
Bidang Penpembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreati

Pasal 553

(1) Bidang Pengembangan Sumberdaya Parnwisata dan
Ekonomi Kreatil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yvang berkedudukan dibawah dan bertangpung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Scekretaris.

(2} Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
menyelenggarakan kebijakan daerah terkait
penvediaan prasarana dan pengembangan ekosisitem
ckonomi kreatif dan pengembangan sumber daya
panwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 553 ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan

Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai

fungsi:

a. penyelengegaraan kebijakan teknis terkait penyvediaan
prasarana (zona kreatifl/ruang kreatif/kota kreatif)
scbagni ruang  berckspresi, berpromosi dan
berinteraksi bagi insan kreatif, pengembangan
ekogsistemn ekonomi kreatif, pelaksanaan peningkatan

kapasitas . . .

¥
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kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif tingkat dasar;

penyelenggarasn pemerintahan daerah terkait
penyediaan prasarana (zona kreatifl/ruang kreatif/ kota
kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan
berinteralgsi  bagi insan kreatif, pengembangan
ekosistem ckonomi kreatif, pelaksanaan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif tingkat dasar;

penyelenggaragn monitoring, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan tugas terkait penyediaan prasarana (zona
kreatifl /fruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang
berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan
kreatif, pengembangan ckosistemn ekonomi kreatif,
pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia pariwisata dan ckonomi kreatif tingkat dasar;
pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian
bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan
pelaksanaan tugas bawahan;

pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal
maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan wgas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 555
Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif terdin dar kelompok Jabatan
Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sehagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari:
a Sub Koordinator Penyedisan Prasarana dan
Pengembangan Ekosisitemn Ekonomi Kreatif;
b. Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
¢, Jabatan Fungsional Lainnya.

(2] Masing . . .




3]

(1)

(2)

(1)
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Masing-masing Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf a dan huruf b
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

Pasal 556

Sub Koordinator Penyediaan Prasarana dan
Pengembangan Ekosisitem Ekonomi Kreatif
mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan
terkait penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang
kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berckspresi,
berpromosi dan berinteraksi bagl insan kreatif.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Sub Koordinator Penyediaan Prasarana
dan Pengembangan Ekositem Ekonomi  Kreatif
MEeEMPUnyal uraian tgas:
a. melaksanakan pengembangan dan  revitalisasi

prasarana kota kreatif;

b. melaksanakan penyediaan infrastruktur;

c. melaksanakan pengembangan sistem pemasaran;

d. melaksanakan lasilitas: kekayaan intelektual;

¢, melaksanakan perlindungan hasil kreativitas;

[. menyusun rencana aksi pengembangan ekonomi
kreatif;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi

pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; dan
h. melaksanokan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 557
Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatil mempunyai tugas
koordinasi dan  pengelolaan  kegiatan  terkait
pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatil tingkat dasar
serta pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif,

(2] Dalam . . .

b
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Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Koordinator Pengembangan Sumber

Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan pengembangan kompetensi sumber
daya manusia pariwisata dan ckonomi kreatif
tingkat dasar;

b. melaksanakan peningkatan peEran seria
masyarakat dalam pengembangan kemitrasn
pariwisata;

c. melaksanakan pelatihan dasar sumber daya
manusia kepariwisataan bagi masyarakat gpuru dan
pelajar (mahasiswa dan/atau siswa);

d. memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga
kerja bidang pariwisata;

e, melaksanakan fasilitasi proses kreasi, produksi,
distribusi konsumsi dan konsevasi ekonomi kreatif;

. melaksanakan fagilitasi pengembangan kompetensi
sumber dayva manusia ekonomi kreatif;

g, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan
pendampingan ckonomi loreatif;

h. memberikan dukungan fasilitasi menghadapi
perkembangan teknologi di dunia usaha;

i. melaksanakan standarisasi usaha dan sertifikasi
profesi di bidang ekonomi kreatif;

j.  melaksanakan monitoring dan evaluasi

pengembangan  sumber daya pariwisata dan
ekonomi kreatif;, dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan olch
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB . .,
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BAB XXIII
BAGAN ORGANISASI

Pasal 558

Bagan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisabhkan
dari Peraturan Walikota ini.

(1)

(2]

12

(1}

(2]

BAB XXIV
UPT, UOBK dan UOBF

Pasal 559
Untuk melaksanakan tugas tekmis operasional dan
atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan
Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pada Dinas Keschatan terdapat UOBK dan/atau UOBF
vang memberikan layanan secara profesional.
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Dinas, UOBK,
dan UOBF diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

BAB XXV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 560

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga Fungsional vang terbagi dalam kelompok sesuai
dengan hidang keahliannya.

Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional
sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
jabatan lungsional masing-masing.

i3} Jumlah . . .



(3)

(4)

(t

- 4FT =

Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditetapkan
berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja.

Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayvat (3), dicantumkan dalam Peta
Jabatan vang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 561
Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan
sebagal Koordinator dan Sub Koordinator dalam
menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan fatau

tim kerja;

(2] Tugas tambshan dalam tim kerja schagaimana

13

(4}

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat
Daerah dengan mendayagunaksn Pejabat Fungsional
sesual dengan kompetensi;

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang -
undangan, Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah
sehagaimana dimaksud pada avat (2) dapat berasal dari
Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang
kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut
atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan
ptncapaian lujuan organisasi;

Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim
untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] berasal dari unit organisasi pemilik kinerja;

Pasal 562
Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal
561 avat (1) wyang ditugaskan secare individu
melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung
kepada pimpinan unit organisasi.
Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada

ketua tim.

[3) Ketua . . .

b
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(3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja

(4]

1]

(2]

3]

kepada pimpinan unit organisasi secara berkaln.
Pimpinan unit organisasi sewaktu-waktu berwenang
untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau

anggota tim kerja.

BAB XXV]
TATA KERJA

Pasal 563

Kepala Dinas wajib menyusun peta proses bismis

perangkat daerah yang menggambarkan tata hubungan
kerja yang efektil dan efisien antar unit organisasi
berpedoman pada Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota
Surakarta.

Peta Proses bisnis perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Tata Kerja Dinas Daerah dilaksanakan sesuai peta

proses bisnis dan jenjang dalam penyelesaian Tugas dan
Fungsi Dinas Daerah.

Pasal 564

Penerapan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
263 oleh Kepala Dinas wajib menerapkan:

a.
b.

P

(1)

prinsip berjenjang;
prinisp koordinasi; dan
integrasi dan sinkronisasi.

Paszal 565
Penerapan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 564 oleh Sekretaris, Kepala Bidang /[
Koordinator, Kepala Subbagian, dan Kepala Scksi
dilaksanakan dengan mengawasi bawahannya /[
kelompok Jabatan Fungsionalnya masing-masing dan
jika terjadi penyimpangan harus mengambil langkah
vang diperiukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2] Sekretaris . . .

2



2]

{3)

(1]

(2)

13

(4]

(=)

(6)
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Sekretaris, Kepala Bidang |/ Koordinator, Kepala
Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan  bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bag pelaksanaan tugas bawahannya /[
Kelompok Jabatan Fungsionalnya.

Sekretaris, Kepala Bidang |/ Hoordinator, Kepala
Subbagian, dan Kepala Seksi / Sub Koordinator
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jfawab kepada  atasan masing-masing  dan
menyvampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 566
Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala
Bidang / Koordinator, Kepala Subbagian, dan Kepala
Seksi dari bawahannya diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut
dan memberikan petunjuk kepada bawahannya [
kelompok iabatan fungsionalnya.
Seckretanis dalam menyampaikan laporan kepada
Kepala DNnas, tembusan laporan disampaikan kepada
Bidang / koordinator terkait.
Kepala Bidang / Koordinator dalam menvampaikan
laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan
disampaikan kepada Bidang / Koordinator terkait.
Kepala Subbagian [ Sub Koordinator dalam
menyampaikan laporan kepada Sekretaris, tembusan
laparan disampaikan kepada Subbagian terkait.
Kepala Seksi / Subbkoordinator dalam menyampaikan
laporan kepada Kepala Bidang | Koordinator,
termbusan laporan disampaikan kepada Seksi / Sub
Koordinator terkait.
Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris, Kepala
Bidang,/ Koordinator, Kepala Subbagian, dan Kepala
Sekst dibantu oleh pejabat dan pegawai [/ kelompok
jabatan fungsional di bawshnya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-

Masing . . .

¥
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masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pazgal 567

Penerapan tata kerje sebagaimana dimaksud dalam Pasal
064 diurmikan dalam Standar Operasional dan Prosedur
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

{1}

(2]

{1}

{2

(3)

(4

BAB XXVII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 568

Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional
dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

Bagian Kedua
Koordinator dan Sub Koordinator

Pasal 569
Untuk menunjang tuges dan fungsi Kepala Dinas
ditunjuk Koordinator,
Untuk menunjang tugas dan fungsi Sekretaris [ Kepala
Bidang ditunjuk Sub Koordinator.
Penunjukan Koordinator dan Sub Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan
oleh Kepala Dinas.
Koordinator dan Sub Koordinator ditunjuk untuk
pertama kali berdasarkan hasil penyetaraan jabatan.

¢




(1)

i2)

(31

(1)

(2)
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Pasal 570
Dalam hal terjadi kekosongan dan/ atau perpindahan
antar Sub Koordinator di hngkungan perangkat
daerahnya, Kepala Dinas menunjuk Sub Koordinator
setelah mendapatkan persetujuan dari  Sekretaris
Daerah selaku Pejabat vang berwenang vang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas.
Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari Pejabat Fungsional yang
memenuhi persyaratan sesual peraturan perundang-
undangan.
Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya,
persyaratan  administrasi, kesesuaian kompetensi,
kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan,
integritas dan moralitas serta persyaratan obyektifl
lainnya.

Pasal 571
Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh
Kepala Dinas dalam hal :
pensiun;
berhalangan tetap;

meninggal dunia;

B P g p

kebutuhan organisasi;

mendapat hukuman disiplin sedang dan berat;
berhent / diberhentikan dari  jabatan
fungsionalnya; atau

W

™

g. sesuai peraturan perundang - undangan.
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
olch Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan
Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang.

BAB ..




(1)

(2)
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BAR XXVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 572

Pejabat dan pelaksana tugas yang telah ada sebelum
Peraturan  Walikota  ini  diundangkan, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dilantiknya pejabat baru dan penataan kelembagaan
berdasarkan Peraturan Walikota ini.

UPT yang telah ada sebelumn Peraturan Walikota ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai
dengan dibentuknyva UPT baru.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 573

Pada saat Peraturan Walikota ini berlalu, maka Peraturan
Walikota Nomor 25.1 Tahun 202] tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Dinas
Daerah [Benta Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor
349) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 574
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

r WALIKOTA SURAKARTA,

e

GIBRAN RAKABUMING RAKA
il

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

SEK

ARIS D}ZEAH KOTA SURAKARTA,

HYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR &3



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 40 TaHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
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DINAS PEMADAM KEBAKARAN
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